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PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 16 TAHUN 2017
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN

PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 tentang Jabatan
Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai, dan memperhatikan
Surat Menteri Keuangan Nomor S-370.1/MK.1/2017
mengenai rekomendasi atas substansi rancangan Peraturan
Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea
dan Cukai, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan
Kepegawaian  Negara tentang Petunjuk  Pelaksanaan

Pembinaan Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai;

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5949);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
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Menetapkan

3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang
Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5258);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang
Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan atas
Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang
Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 235);

6. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan
Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun
2016 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan
Cukai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 1536);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN
FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKALI

Pasal 1
Petunjuk pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional
Pemeriksa Bea dan Cukai tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala

Badan ini.



(1)

(2)

(3)
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Pasal 2

Keputusan pembebasan sementara bagi Pemeriksa Bea
dan Cukai yang tidak memenuhi angka kredit yang
disyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat
lebih tinggi berdasarkan Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 32/KEP/
M.PAN/3/2003 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa
Bea dan Cukai dan Angka Kreditnya sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18
Tahun 2013 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 32/KEP/
M.PAN/3/2003 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa
Bea dan Cukai dan Angka Kreditnya, dinyatakan tidak
berlaku dan diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional
Pemeriksa Bea dan Cukai.

Keputusan pembebasan sementara bagi Pemeriksa Bea
dan Cukai selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor 32/KEP/M.PAN/3/2003 tentang
Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai dan Angka
Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perubahan
atas Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor 32/KEP/M.PAN/3/2003 tentang Jabatan
Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai dan Angka
Kreditnya, dinyatakan tetap berlaku.

Pemeriksa Bea dan Cukai yang dibebaskan sementara
karena dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau
berat berupa penurunan pangkat berdasarkan Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
32/KEP/M.PAN/3/2003 tentang Jabatan Fungsional
Pemeriksa Bea dan Cukai dan Angka Kreditnya
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perubahan atas
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Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 32/KEP/M.PAN/3/2003 tentang  Jabatan
Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai dan Angka
Kreditnya, dapat diangkat kembali dalam Jabatan
Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai berdasarkan
pertimbangan dari Pejabat Pembina Kepegawaian.

(4) Pemeriksa Bea dan Cukai yang dibebaskan sementara
selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat
diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa
Bea dan Cukai berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 3
Pada saat mulai berlakunya Peraturan Kepala Badan ini,
maka ketentuan yang diatur dalam Keputusan Bersama
Menteri Keuangan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara
Nomor 149/KMK.01/2004 dan Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan
Cukai dan Angka Kreditnya, sepanjang mengatur mengenai

pembinaan kepegawaian dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4
Untuk mempermudah pelaksanaan Peraturan Kepala Badan
ini, dilampirkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 31
Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan

Cukai.

Pasal 5
Ketentuan Teknis yang belum diatur dalam Peraturan Kepala
Badan ini, diatur dengan petunjuk teknis yang ditetapkan
oleh Menteri Keuangan selaku Pimpinan Instansi Pembina

Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai.
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Pasal 6
Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 1 Agustus 2017

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd

BIMA HARIA WIBISANA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Agustus 2017

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
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LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 16 TAHUN 2017

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI

PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAT

[. PENDAHULUAN
A. UMUM
1. Bahwa dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016
telah ditetapkan Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai.
2. Bahwa petunjuk pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional
Pemeriksa Bea dan Cukai, perlu ditetapkan dalam Peraturan Kepala

Badan Kepegawaian Negara.

B. TUJUAN
Petunjuk pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea
dan Cukai bertujuan untuk memberikan pedoman kepada pejabat yang
secara fungsional membidangi kepegawaian dan pejabat yang
berkepentingan dalam melaksanakan Peraturan Memnteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 81 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional

Pemeriksa Bea dan Cukai.

C. PENGERTIAN

Dalam Peraturan Kepala Badan ini, yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah
profesi hagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja vang bekerja pada instansi pemerintah.

2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga
negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai
Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian

untuk menduduki jabatan pemerintahan.

www.peraturan.go.id
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Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai adalal jabatan yang
mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan
hak untuk melaksanakan pemeriksaan bea dan cukai, pencegahan
pelanggaran peraturan perundang-undangan, penyidikan tindak
pidana, pelayanan informasi, kepatuhan internal, dan pengelolaan
infermasi di bidang kepabeanan dan cukai.

Pemeriksa Bea dan Cukai adalah PNS yang diberi tugas, tanggung
jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang
berwenang untuk melaksanakan pemeriksaan bea dan cukai,
pencegalian  pelanggaran peraturan perundang-undangan,
penyidikan tindak pidana, pelayanan informasi; kepatuhan
internal, dan pengelolaan informasi di bidang kepabeanan dan
cukai,

Pemeriksa Bea dan Cukai kategori keterampilan adalah Pemeriksa
Bea dan Cukai yang memiliki kualifikasi teknis yang pelaksanaan
tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetaliuan
teknis dan prosedur kerja di bidang kepabeanan dan cukai.
Pemeriksa Bea dan Cukai kategeri keahlian adalah Pemeriksa Bea
dan Cukai yang mempunyai Kualifikasi profesional yang
pelaksanaan tugas dan fungsinva mensyaratkan penguasaan ilmu
pengetahuan, metodologi, dan teknik analisis di hidang
kepabeanan dan cukai.

Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempurnyai
kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan,
pemberhentian, Pegawai ASN dan pemibinaan Manajenien ASN di
instansi pemerintahh sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai
kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindalian,
dan pemberhentian pegawai ASN sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai
untuk selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk
dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas
mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun
dalam Sasaran Kerja Pegawai serta menilai kinerja Pemeriksa Bea
dan Cukai.

www.peraturan.go.id
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10. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah
rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.

11. Angka Kredit adalah nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau
akumulasi mnilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh
Pemeriksa Bea dan Cukai dalam rangka pembinaan karir yang
bersangkutan.

12. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai angka kredit
minimal yang harus dicapai oleh Pegjabat Fungsional Pemeriksa
Bea dan Cukai sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan
jabatar.

13. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalali tulisan hasil pokok pikiran,
pengembangan, dan hasil kajian/peneclitian yang disusun oleh
Pemeriksa Bea dan Cukai baik perorangan atau kelompok di
bidang kepabeanan dan cukai.

14. Pemberhentian adalah pemberhentian dari Jabatan Fungsional

Pemeriksa Bea dan Cukai dan bukan pemberhentian sebagai PNS.

[I. TUGAS JABATAN, JENJANG JABATAN, PANGKAT, DAN GOLONGAN
RUANG
A. TUGAS JABATAN
Tugas jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai yaitu melaksanakan
pemeriksaan bea dan cukai, pencegahan di bidang kepabeanan dan
cukai, penyidikan tindak pidana, pelayanan informasi, kepatuhan

internal, dan pengelolaan infoermasi di bidang kepabeanan dan cukai.

B. JENJANG JABATAN, PANGKAT, DAN GOLONGAN RUANG

1. Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai merupakan jabatan
fungsional yang terdiri atas:

a. Kategori keterampilan; dan
b.. Kategori keahliamn.

2. Jenjang Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai kategori
keterampilan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, dari
Jjenjang terendah sampai jenjang tertinggi, terdiri atas:

a. Pemeriksa Bea dan Cukai Pelaksana Pemula/Pemula;

b. Pemeriksa Bea dan Cukai Pelaksana/Terampil;
Pemeriksa Bea dan Cukai Pelaksana Lanjutan/Mahir; dan
Pemeriksa Bea dan Cukai Penyelia.

www.peraturan.go.id
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3. Jenjang Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai kategori
keahlian sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, dari jenjang
terendah sampai jenjang tertinggi, terdiri atas:

a. Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama/Ahli Pertama;
b. Pemeriksa Bea dan Cukai Muda/Ahli Muda;

¢. Pemeriksa Bea dan Cukai Madya/Ahli Madya; dan
d. Pemeriksa Bea dan Cukai Utama/Ahli Utama.

4. Pangkat dan golongan ruang Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea
dan Cukai kategori keterampilan sebagaimana dimaksud pada
angka 2, terdiri atas:

a. Pemeriksa Bea dan Cukai Pelaksana Pemula/Pennila, pangkat
Pengatur Muda, golongan ruang I1/a.
b. Pemeriksa Bea dan Cukai Pelaksana/Teraumpil:
1) Pangkat Pengatur Muda Tingkat 1, golongan ruang II/b;
2) Pangkat Pengatur, gelongan ruang [/c; dan
3) Pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang I1/d.
c. Pemeriksa Bea dan Cukai Pelaksana Lanjutan/Mahir:
1) Pangkat Penata Muda, golongan ruang I11/a; dan
2) Pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang I11/b.
d. Pemeriksa Bea dan Cukai Penyelia:
1) Pangkat Penata, golongan ruang Ill/¢; dan
2) Pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang [1/d.

5. Pangkat dan golongan ruang Jabatan Fungsional Peneriksa Bea
dan Cukai kategori keahlian sebagaimana dimaksud pada angka 3,
terdiri atas:

a. Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama/Ahli Pertama:
1) Pangkat Penata Muda, gelongan ruang Il /a; dan
2) Pangkat Penata Muda Tingkat T, golongan ruang [II/b.
b. Pemeriksa Bea dan Cukai Muda/Ahli Muda:
1) Pangkat Penata, golongan ruang Ill/c; dan
2) Pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang [I1/d.
¢. Pemeriksa Bea dan Cukai Madya/Ahli Madya:
1) Pangkat Pembina, golongan ruang IV/a;
2) Pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
3) Pangkat Pembina Utama Muda, golengan ruang IV/c.
d. Pemeriksa Bea dan Cukai Penyelia:
1) Pangkat Pembina Utama Madya, gelongan ruang [V/d; dan
2) Pangkat Pembina Utaina, golongan ruang IV/e.

www.peraturan.go.id



2017, No.1181 _10-

6. Jenjang jabatan, pangkat, dan golongan ruang untuk masing-
masing jenjang Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai
sebagaimana dimaksud pada angka 4, dan angka 5 berdasarkan
jumlah Angka Kredit yang ditetapkan untuk masing-masing jenjang
jabatan.

Contoeh:

Sdri. Desi Purnawati, 8.[.A, NIP. 19880510 201203 2 001, pangkat

Penata Muda Tingkat I, golongan ruang IIl/b. Yang bersangkutan

akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai,

maka penilaian untuk menetapkan Angka Kredit dinilai dari unsur:

a. Pendidikan sekolah Sarjana (S1) sebesar 100 Angka Kredit.

b. Diklat Prajabatan golongan Il sebesar2 Angka Kredit.

¢. Pelaksanaan tugas di bidang kepabeanan dan cukai, sebesar 56
Angka Kredit.

Sehingga jumlah Angka Kredit Kumulatif yang ditetapkan sebesar

158.

Dengan demikian jenjang jabatan untuk pengangkatan Sdri. Desi

Purnawati, S.[.A, sesuai dengan jenjang pangkat, golongan ruang

yang dimilikinya yakni Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama/Ahli

Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat T, golongan ruang 11 /b.

7. Penetapan jenjang jabatan untuk pengangkatan dalam Jabatan
Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai berdasarkan jumlah Angka
Kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
menetapkan Angka Kredit, sehingga jenjang jabatan, pangkat, dan
golongan ruang dapat tidak sesuai dengan jenjang jabatan, pangkat,
dan golongan ruang sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan
angka 5.

Contol:

Sdri. Leenita Yulianti, S.H., M.H., NIP. 1974705 199803 2 001,
pangkat Pembina, golongan tuang [V/a, jabatan Kepala
Subdirektorat Penindakan, Yang bersangkutan akan diangkat dalam
Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai,

Berdasarkan hasil penilaian dari Tim Penilai, Sdri. Leonita Yulianti,
S.E., M.M., memperoleh 375 (tiga ratus tujull puluh lima) Angka
Kredit, dengan perincian sebagai berikut:

a. Pendidikan sekolah Magister (S2) sebesar 150 Angka Kredit;

www.peraturan.go.id
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b. Diklat fungsional/teknis vang mendukung tugas Pemeriksa Bea
dan Cikai sebesar 10 Angka Kredit;

¢. Pelaksanaan tugas di bidang kepabeanan dan Cukai; 165 Angka
Kredit;

d. Pengembangan profesi sebesar 20 Angka Kredit;

e. Penunjang tugas Pemeriksa Bea dan Cukai sebesar 30 Angka
Kredit.

Mengingat Angka Kredit Kumulatif yang dipereleh Sdri. Leonita

Yulianti, 8.H., M.H., sebesar 375 (tiga ratus tujuh puluh lima), maka

penetapan jenjang jabatan yang bersangkuitan tidak sesuai dengan

pangkat dan golongan ruang yvang dimiliki yvaitn Pemeriksa Bea dan

Cukai Muda/Ahli Muda, pangkat Pembina, gelongan ruang IV/a.

[IL. UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN
1. Unsur kegiatan tugas jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai yang dapat
dinilai Angka Kreditnya, terdiri atas:
a. unsur utama; dan
b. unsur penunjang

2. Unsur utama sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, terditi atas:

a. pendidikan;

b. pemeriksaan bea dan cukai;

c. pencegahan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai;
d. pelavanan informasi di bidang kepabeanan dan cukai;

e. kepatuhan internal di bidang kepabeanan dan cukai;
. pengelolaan informasi di bidang kepabeanan dan cukai; dan
g. pengembangan profesi.
3. Sub unsur dari unsur utama sebagaimana dimaksud pada angka 2,
terdiri atas:
a. pendidikan, meliputi:
1) pendidikan sekolah dan memperoleh jjazah/gelar; dan
2) pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional/teknis di bidang
kepabeanan dan cukai serta memperoleh Surat Tanda Tamat
Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat; dan
8) diklat prajabatan,
b. pemeriksaan bea dan cukai, meliputi:

1) pemeriksaan barang, badan, dan sarana pengangkut;

www.peraturan.go.id
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2) pemeriksaan identifikasi dan klasifikasi barang secara
laboratoris;

3) analisis proyeksi penerimaan negara, pemberian dan evaluasi
perizinan, sertifikasi Awuthorized Economic Operator (AEQ),
pemutakhiran Data Base Nilai Pabean, dan fasilitas kepabeanan
dan cukai;

4) penelitian dokumen kepabeanan dan cukai,

5) perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi audit kepabeanan dan
cukai;

6) penelitian  keberatan, proses banding, dan penagihan
kepabeanan dan cukai; dan

7) analisis dalam rangka perumusan dan evaluasi kebijakan
kepabeanan dan cukai serta melakukan pengujian kompetensi
pejabat fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai.

c. pencegahan dan penyidikan, meliputi:

1) Pengolahan informasi kepabeanan dan cukai;

2) Patroli di bidang kepabeanan dan cukai; dan

3) Penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai

d. pengembangan profesi, meliptiti:

1) pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang kepabeanan dan
cukai;

2) penerjemahan/penyaduran buku, karya ilmiah, dan/atau
peraturan di bidang kepabeanan dan cukai; dan

3) penyusunan ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang
kepabeanan dan cukai.

4. Unsur penunjang sebagaimana dimaksnd pada angka 1 huaruf b, terdiri
atas:
a. pengajar/pelatih di bidang kepabeanan dan cukai;
b. peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi di bidang
kepabeanan dan cukai;
c. keanggotaan dalam Organisasi Profesi Jabatan Fungsional

Pemeriksa Bea dan Cukai;

d. keanggotaan dalam Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional

Pemeriksa Bea dan Cukai;

e. perolehan penghargaan/tanda jasa; dan

f. perolehan ijazah/gelar kesarjanaan lainnya.

www.peraturan.go.id
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[V. URAIAN TUGAS JABATAN MASING-MASING JENJANG JABATAN
1. Uraian kegiatan Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai kategori
keterampilan sesuai jenjang jabatannya, sebagai berikut:
a. Pemeriksa Bea dan Cukai Pelaksana Pemula/Pemula, meliputi:

1) melaksanakan pemeriksaan barang dalam rangka ekspor
dengan tingkat kesulitan sederhana;

2) melaksanakan pemeriksaan barang penumpang dan awak
sarana pengangkut;

3) melaksanakan pemeriksaan barang kiriman;

4) penyiapan bahan analisis penelitian laporan periodik atas
pelaksanaan fasilitas kepabeanain;

5) melaksanakan pencacahan pita cukai;

6) melaksanakan pencacahan Barang Kena Cukai (BKC);

7) melaksanakan perekaman data cukai;

8) melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka
pemutakhiran Data Base Nilai Pabean (DBNP) di tingkat wilayah;

9) melaksanakan kegiatan persiapan peugujian sebagai Anggota II;

10) melaksanakan pengujian contoh uji internal sebagai Asisten
Analis;

11) melaksanakan pengujian contoll uji eksternal sebagai Asisten
Analis;

12) melaksanakan kegiatan manajemen laboratorium sebagai
Anggota II;

13) melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan program mutu
kategori IV,

14) melaksanakan pengawasan dan/atau pelayanan kepabeanan
dan cukai di tempat-tempat tertentu yang ditunjuk oleh Kepala
Kantor sebagai Anggata I1;

15) melaksanakan  kegiatan pelayanan informasi di  bidang
kepabeanan dan cukai melalui media tatap muka (helpdesk);

16) melakukan perekaman data kepabeanan;

17) melaksanakan patroli laut di bidang kepabeanan dan cuokai
sebagai Wakil Kemandan Patroli pada kapal patroli kategori III;

18) melaksanakan patroli laut di bidang kepabeanan dan cukai
sebagai Awak Kapal pada kapal patroli kategori T11;

19) Melaksanakan kegiatan pemeliharaan peralatan dan kapal
patroli kategori III;
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20) melaksanakan operasi pelacakan (K-9) sebagai Handler;

21) melaksanakan patroli darat di bidang kepabeanan dan cukai
sebagai Anggota II; dan

292) melaksanakan penelitian lapangan dalam rangka pengumpulan

informasi di bidang kepabeanan dan cukai sebagai Anggota II.

b. Pemeriksa Bea dan Cukai Pelaksana/Terampil, meliputi:

1) melaksanakan pemeriksaan barang dalam rangka impor dengan
tingkat kesulitan sederhana;

2) melaksanakan pemeriksaan barang dalam rangka eksper
dengan tingkat kesulitan nmienengaly;

3) melaksanakan pemeriksaan barang kena cukai dalam negeri
berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA);

4) melaksanakan pemeriksaan barang kena cukai dalam negeri
berupa Etil Alkehol;

5) melaksanakan pemeriksaan barang kena cukai dalam mnegeri
berupa Hasil Tembakaii;

6) melaksanakan pemeriksaan badamn;

7) melaksanakan pemeriksaan sarana pengangkut laut;

8) melaksanakan pemeriksaan sarana pengangkut udara;

9) melaksanakan pemeriksaan barang dalam rangka impor dengan
karakteristik barang kargo bandara;

10) melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka
Pemberian Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas Pasal 25 UU
Kepabeanan;

11) melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka
pemberian Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas Pasal 26 UU
Kepabeanan;

12) melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka
pemberian Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas Tempat
Penimbunan Berikat;

13) melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka
pemberian Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas Migas dan
Panas Bumi;

14) melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka
pemberian Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas Bea Masuk

Ditanggung Pemerintah (BMDTP);
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15) melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka
pembekuan dan pencabutan Fasilitas Kepabeanan terkait
Fasilitas Tempat Penimbunan Berikat;

16) melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka
pembekuan dan pencabutan Fasilitas Kepabeanan terkait
Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE);

17) melaksanakan penyiapann bahan analisis dalam rangka
pemberian, pembekuan, <dan/atau pencabutan Perizinan
Kepabeanan dan Cukai berupa Nemor Induk Perusahaan
(NIPER);

18) melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka
penerbitan Surat Pemberitahuan Penyesuaian Jaminan (SPPJ);

19) melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka
penerbitan Surat Tanda Terima Jaminan (STTJ);

20) melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka
penerbitan Surat Keputusan Fasilitas Pengembalian Kemudahan
Impor Tujuan Ekspor (KITE);

21) melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka
pemberian Sertifikasi Authorized Economic Operator (AEO);

22) melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka
pemberian perizinan kepabeanan berupa Nomor I[dentitas
Kepabeanan (NIK);

23) melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka
Pemutakhiran Data Base Nilai Pabean (DBNP) di tingkat
nasional;

24) melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka
pembekuan dan pencabutan Sertifikasi Authorized Economic
Operator (AEQ),

25) melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka
penelitian Laporan Periodik Cukai (LACK);

26) melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka
pemberian perizinan berupa Nomor Pokok Pengnsaha Barang
Kena Cukai (NPPBKC);

27) melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka
pemberian kemudalian cukai berupa Pembayaran Berkala;

28) melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka

pemberian fasilitas cukai berupa Pembebasan Cukai;
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29) melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka
pemusnahan pita cukai/Barang Kena Cukai (BKC);

30) melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka
Penetapan Tarif Cukai;

31) melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka
Pengembalian Cukai/Pita Cukai;

32) melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka
pemberian kemudahan cukai berupa Penundaan Pembayaran;
33) melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka

pemberian fasilitas cukai berupa Tidak Dipungut Cukai;

34) melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka
penerimaan Laporan Pajak Rokok;

35) melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka analisis
Dokumen Cukai;

36) melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan program mutu
kategori IT;

37) melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan program muto
kategori I1I;

38) melaksanakan pemeriksaan Barang Kena Cukai,

39) melaksanakarn validasi terkait Sertifikasi Authorized Ecornomic
Operator (AEO) sebagai anggota II;

40) melaksanakan program mutu kategori IV;

41) melaksanakan Kkegiatan penyiapan dokunmen mutu sebagai
Anggota V;

42) melaksanakan kegiatan persiapan pengujian sebagai Anggota I

43) melaksanakarn pengujian contoh uji internal sebagai Analis;

44) melaksanakan pengujian contoh uji eksternal sebagai Analis;

45) melaksanakan kegiatan manajemen laboratorium sebagai
Anggota I

46) melaksanakan Audit Internal sebagai Anggota [I;

47) melaksanakan pengawasan dan/atau pelayanan kepabeanan
dan cukai di tempat-tempat tertentu yang ditunjuk oleh Kepala
Kantor sebagai Anggota [;

48) melaksanakan penyiapan bahan tingkat kesulitan pertama
dalam rangka analisis Penelitian Ulang;

49) melaksanakan penyiapan balhan tingkat kesulitan pertama

dalam rangka perencanaan audit kepabeanan dan cukai;
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50) melaksanakan audit kepabeanan dan cukai sebagai auditor
untuk audit khusus dalan rangka keberatan;

51) melaksanakan audit kepabeanan dan cukai sebagai auditer
untuk audit khusus lainnya;

S2) melaksanakan audit kepabeanan dan cukai sebagai auditor
untuk audit yang dihentikan pekerjaan lapangannya (Berita
Acara Penghentian Audit/BAPA);

53) melaksanakan audit kepabeanan dan cukai sebagai auditor
untuk audit umum dengan 1 (satu) Program Audit;

54) membantu melaksanakan audit kepabeanan dan cukai;

35) melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka
penelitian dokumen keberatan Kategori I11;

56) melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka Evaluasi
Keberatan Kategori I1I;

57) melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka
penyusunan Surat Uraian Banding dan Surat Tanggapan atas
perkara hukum di bidang kepabeanan dan cukai Kategori IIT;

58) melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka
penyusunan Surat Penjelasan Tertulis atas perkara hukum di
bidang kepabeanan dan cukai Kategori I11;

59) melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka
penyusunan Memori PK dan Kontra Memori PK atas perkara
hokum di bidang kepabeanan dan cukai Kategori I1T;

60) melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka Evaluasi
Putusan Pengadilan dan PK Kategori I1I;

61) melaksanakan kegiatan sidang di pengadilan atas perkara
hukuum di bidang kepabeanan dan cukai sebagai Anggota I1I;

62) melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka kegiatan
penagihan piutang negara di bidang kepabeanan dan cukai;

63) melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka bimbingan
kepatuhan di Dbidang kepabeanan dan cukai untuk Client
Coordinator (CC) Umunim;

64) melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka evaluasi
kegiatan layanan informasi dan bimbingan kepatuhan di bidang
kepabeanan dan cukai;

695) melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penyuluhan di

bidang kepabeanan dan cukai,
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66) melaksanakan kegiatan pelayanan  informasi di  bidang
kepabeanan dan cukai sebagai agent;

67) menyiapkan bahan kategori [I kegiatan pencegahan di hidang
Kepatuhan Internal Kepabeanan dan Cukai;

68) melaksanakan pengelolaan kinerja Kategori [ sebagai Anggota II;

69) melaksanakan pengelolaan kinerja Kategori [ sebagai Anggota II;

70) melaksanakan Pengawasan Kepatuhan dan Investigasi [nternal
Kategori 1 sebagai Anggota IIT;

71) melaksanakan Pengawasan Kepatuhan dan Investigasi Internal
Kategori I sebagai Anggota IL,

72) melaksanakan Penjaminan Koalitas DJBC sebagai Anggota II;

73) menyiapkan bhahan analisis pengelolaan sistem informasi
layanan kepabeanan dan cukai,

74) melakukan pengembangan program sistem informasi layanan
kepabeanan dan cukai dengan kategori program sederhana;

75) melakukan pérémajaan program sistem informasi layanan
kepabeanan dan cukai dengan kategori sederhana;

76) menyusun petunjuk pengoperasian sistem informasi layanan
kepabeanan dan cukai;

77) melakukan pengujian sistem informasi layanan kepabeanan dan
cukai;

78) melakukan penanganan gangguan sistem informasi layanan
kepabeanan dan cukai kategori [

79) melakukan implementasi sistem informasi layanan kepabeanan
dan cukai;

80) melakukan pemantauan sistem informasi layanan kepabeanan
dan cukai;

81) melakukan pemeliharaan sistem informasi layanan kepabeanan
dan cukai;

82) melakukan update data sistem informasi layanan kepabeanan
dan cukai;

83) melakukan pengelolaan basis data kepabeanan dan cukai
kategori [;

84) melakukan pengelolaan penyajian data kepabeanan dan cukai
Kategori T;

85) membuat dokumentasi pengelolaan sistem informasi layanan

kepabeanan dan cukai;
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86) melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka pengolahan
informasi kepabeanan dan cukai tingkat lokal;

87) melaksanakan penyiapan dalam tangka Analyzing Point
kepabeanan dan cukai;

88) melaksanakan patroli laut di bidang kepabeanan dan cukai
sebagai Komandan Patreli pada Kapal Patreli Kategori IT1;

89) melaksanakan patroli laut di bidang kepabeanan dan cukai
sebagai Wakil Komandan Patroli pada Kapal Patroli Kategori 1I;

90) melaksanakan patroli laut di bidang kepabeanan dan cukai
sebagai Perwira pada Kapal Patroli Kategori 1II;

91) melaksanakan patroli laut di bidang kepabeanan dan cukai
sebagai Awak Kapal pada Kapal Patroli Kategori II;

92) Melaksanakan kegiatan pemeliharaan peralatan dan kapal
patroli kategori 10

93) melaksanakan operasi pelacakan (IK-9) sebagai Trainer;

94) melaksanakan patroli darat di bidang kepabeanan dan cukai
sebagai Aniggota I;

95) melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penyidikan
tindak pidana kepabeanan dan cukai tingkat lokal,

96) melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penelitian tindak
pidana kepabeanan dan cukai tingkat lokal;

97) melaksanakan pengelolaan rumah tahanan dan barang hasil
penindakan di bidang kepabeanan dan cukai; dan

98) melaksanakan penelitian lapangan dalam rangka pengumpulan

informasi di bidang kepabeanan dan cukai sebagai Anggota 1.

Pemeriksa Bea dan Cukai Pelaksana Lanjutan/Mahir, melipuati:

1) melaksanakan pemeriksaan barang dalam rangka impor dengan
tingkat kesulitan menengah;

2) melaksanakan pemeriksaan barang dalam rangka ekspor terkait
Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE);

3) melaksanakan pemeriksaan barang dalam rangka ekspor
dengan tingkat kesulitan tinggi;

4) melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan
Fasilitas Pasal 25 UU Kepabeanan sebagai Anggota II;

5) melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan

Fasilitas Pasal 26 1JU Kepabeanan sebagai Anggota IT;
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6) melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan
Fasilitas Tempat Penimbunan Berikat sebagai Anggota II;

7) melaksanakan menitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan
Fasilitas Migas dan Panas Bumi sebagai Anggota II;

8) melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan
Fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP) sebagai
Anggota II;

9) melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan
Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) sebagai
Anggota II;

10) melaksanakan monitoring dan evaluasi Sertifikasi Awuthorized
Economic Operator (AEO) sebagai anggota IT;

11) melaksanakan monitoring dan evaluasi Ferizinan Kepabeanan
terkait Nomor [dentitas Kepabeanan (NIK) sebagai anggota [I;

12) melaksanakan monitoring dan evaluasi atas Penetapan
Hubungan Keterkaitan sebagai Anggota II;

13) melaksanakarn monitoring dan evaluasi atas Laporan Periodik
Cukai (LACK) sebagai Anggota II;

14) melaksanakan mionitoring dan evaluasi atas Pemberian
perizinan berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai
(NPPBKC); sebagai Anggota I1;

15) melaksanakan monitoring dan evaliasi atas pemberian fasilitas
Cukai berupa Pembebasan Cukai;

16) melaksanakan monitoring dan evaluasi atas Pemusnahan Pita
Cukai/Barang Kena Cuikai sebagai Anggota II;

17) melaksanakan monitoring dan evaluasi atas Penetapan Tarif
Cukai sebagai Anggota II;

18) melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pengembalian
Cukai/Pita Cukai sebagai Anggota II;

19) melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pemberian
Kemudahan Cukai berupa Penundaan Pembayaran sebagai
Anggota IT;

20) melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pemberian fasilitas
Cukai berupa Tidak Dipungut Cukai sebagai Anggota II;

21) melaksanakan program mutu kategori I01;

22) melaksanakan kegiatan penyiapan dokumen mutu sebagai

Anggota IV;
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23) melaksanakan kegiatan persiapan pengujian sebagai Ketua;

24) melaksanakan pengujian conteh uji internal sebagai Penvelia
Analis TI;

25) melaksanakan pengujian contoh uji eksternal sebagai Penyelia
Analis TI;

26) melaksanakan kegiatan manajemen laboraterinm sebagai Ketua;

27) melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka telaah atas
permasalahan kepabeanan dan cukaij;

28) melaksanakan penelitian dokumen ekspor kategori IT;

29) melaksanakan penelitian doktimen cukai;

30) melaksanakarn penelitian dokumen Pemberitaluan Impor
Barang Khusus (PIBK);

31) melaksanakan penelitian dokumen Pencacahan dan Pembeaan
Kiriman Pos (PPKP);

32) melaksanakan penelitian dokumen Customs Declaration (Bayar);

33) melaksanakan penelitian dokumen Customs Declaration (Non-
Bayar),

34) melaksanakan pengawasan dan/atau pelayanan kepabeanan
dan cukai di tempat-tempat tertentu kategori IV yang ditunjuk
oleh Kepala Kantor sebagai Koordinator;

35) melaksanakan penyiapan bahan tingkat kesulitan lanjutan
dalam rangka analisis Penelitian Ulang;

36) melaksanakan penyiapan bahan Tingkat Kesulitan Lanjutan
dalam rangka perencanaan audit kepabeanan dan eukai,

37) melaksanakan audit kepabeanan dan cukai sebagai auditor
untuk audit investigasi;

38) melaksanakan audit kepabeanan dan cukai sebagai auditer
untuk audit umum dengan 2 (dua) Program Audit;

39) melaksanakan audit kepabeanan dan cukai sebagai auditor
untuk audit umum dengan 3 (tiga) Program Audit atau lebih;

40) melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka
penelitian dokumen keberatan Kategori IT;

41) melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka Evaluasi
Keberatan Kategori I1;

42) melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka
penyusunan Surat Uraian Banding dan Surat Tanggapan atas

perkara hukum di bidang kepabeanan dan cukai Kategori II;
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43) melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam  rangka
penyusunan Surat Penjelasan Tertulis atas perkara hukum di
bidang kepabeanan dan cukai Kategori 1I;

44) melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka
penyusunan Memori PK dan Kontra Memori PK atas perkara
hukum di bidang kepabeanan dan cukai Kategori [;

45) melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka BEvaluasi
Putusan Pengadilan dan PK Kategori 1T,

46) melaksanakan kegiatan sidang di pengadilan atas perkara
hukum di bidang kepabeanan dan cukai sebagai Anggota II;

47) melaksanakan kegiatan penagihan piutang negara di bidang
kepabeanan dan cukai;

48) melaksanakan kegiatan penyitaan dalam rangka penagihan
pintang negara di bidang kepabeanan dan cukai;

49) melaksanakan pengumpulan data dalam rangka bimbingan

kepatuhan di bidang kepabeanan dan cukai untuk Client

Coordinator (CC) MITA;
50) melaksanakan penyuluhan di bidang kepabeanan dan cukai
sebagai Anggota 11,

S1) melaksanakan  kegiatan pelayanan informasi di bidang
kepaheanan dan cukai sebagai Team Leader Inbound;

52) menyiapkan bahan kategori I kegiatan pencegahan di bidang
Kepatuhan Internal Kepabeanan dan Cukai;

53) melaksanakan pengelolaan kinerja Kategori [ sebagai Anggota [;

54) melaksanakan pengelolaan kinerja Kategori [1 sebagai Anggota L,

35) melaksanakan Pengawasan Kepatuhan dan Investigasi [nternal
Kategori I sebagai Anggota IT;

56) melaksanakan Pengawasan Kepatuhan dan Investigasi Internal
Kategori 11 sebagai Anggota I;

57) melaksanakan Penjaminan Kualitas DJBC sebagai Anggota [

58) melakukan pengembangan program sistem informasi layanan
kepabeanan dan cukai dengan kategori program kompleks;

59) melakukan pengembangan modul program sistem informasi
layanian kepabeanan dan cukai dengan kategori modul
sederhana;

60) melakukan peremajaan program sistem informasi layanan

kepabeanan dan cukai dengan kategori kompleks;
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61) melakukan peremajaan modul program sistem informasi layanan
kepabeanan dan cukai dengan kategori modul sederhana;

62) melakukan penanganan gangguan sistem informasi layanan
kepabeanan dan cukai kategori [I;

63) melakukan pengelolaan keamanan pada sistem informasi
layanan kepabeanan dan cukai kategeri I;

64) melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka pengolahan
informasi kepabeanan dan cukai tingkat wilayah;

65) melaksanakan patroli laut di bidang kepabeanan dan cukai
sebagai Komandan patroli pada Kapal Patroli Kategori I,

66) melaksanakan patroli laut di bidang kepabeanan dan cukai
sebagai Wakil Kemandan patroli pada Kapal Patroli Kategori I;

67) melaksanakan patroli laut di bidang kepabeanan dan cukai
sebagai Perwira pada Kapal Patroli Kategori 11;

68) melaksanakan patroli laut di bidang kepabeanan dan cukai
sebagai Awak Kapal pada Kapal Patroli Kategori [

69) Melaksanakan kegiatan pemeliharaan peralatan dan kapal
patreli kategori I;

70) melaksanakan patroli darat di bidang kepabeanan dan cukai
sebagai Ketua;

71) melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penyidikan
tindak pidana kepabeanan dan cukai tingkat wilayal;

72) melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penelitian tindak
pidana kepabeanan dan cukai tingkat wilayah; dan

73) melaksanakan penelitian lapangan dalam rangka pengumptlan

informasi di bidang kepabeanan dan cukai sebagai Ketua.

Pemeriksa Bea dan Cukai Penyelia, meliputi:

1) melaksanakan pemeriksaan barang dalam rangka impor dengan
tingkat kesulitan tinggi;

2) melaksanakan penieriksaan barang dalam rangka impor dengan
karakteristik barang pindahan;

3) melaksanakan evaluasi program mutu kategori II;

4) melaksanakan kegiatan penyiapan dokumen mutu sebagai
Anggota III;

5) melaksanakan kegiatan persiapan pengujian sebagai Pengawas;
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6) melaksanakan pengujian contoh uji internal sebagai Pengawas
I

7) melaksanakan pengujian contoll uji eksternal sebagai Pengawas
1L

8) melaksanakan kegiatan manajemen laboratorium sebagai
Pengawas;

9) melaksanakan penyiapan bahan penyusunan Naskah Akademis
dalam rangka perumusan atau perubahan kebijakan
kepaheanan dan cukai;

10) melaksanakan penelitian dokumen ekspor kategori 1;

11) melaksanakan pengawasan danj/atau pelayanan kepabeanan
dan cukai di tempat-tempat tertentu kategori Il yang ditunjuk
oleh Kepala Kantor sebagai Koordinator,

12) melaksanakan audit kepabeanan dan cukai sebagai ketua
auditer untuk audit khusus dalam rangka keberatan atas
penetapan péjabat Bea dan Cukai;

13) melaksanakan audit kepabeanan dan cukai sebagai ketua
auditor untuk audit khusus lainnya;

14) melaksanakan audit kepabeanan dan cukai sebagai ketiia
auditer untnk jenis aundit yang dihentikan pekerjaan
lapangannya (Berita Acara Penghentian Audit/BAPA);

15) melaksanakan audit kepabeanan dan cukai sebagai ketuia
auditor untuk andit umum dengan 1 (satn) Program Audit;

16) melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka
penelitian dokumen keberatan Kategori 1;

17) melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka Evaluasi
Keberatan Kategori I;

18) melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka
penyusunan Surat Uraian Banding dan Surat Tanggapan atas
perkara hukum di bidang kepabeanan dan cukai Kategori I;

19) melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka
penyusunan Surat Penjelasan Tertulis atas perkara hukom di
bidang kepabeanan dan cukai Kategori I;

20) melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka
penvusunan Memeoeri PK dan Kontra Memeori PK atas perkara

hukum di bidang kepabeanan dan cukai Kategori I
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21) melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka Bvaluasi
Putusan Pengadilan dan PK Kategori 1;

22) menyusun perancangan sistem informasi layanan kepabeanan
dan cukai kategori [;

23) melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka pengolahan
infoermasi kepabeanan dan cukai tingkat nasional;

24) melaksanakan patroli laut di bidang kepabeanan dan cukai
sebagai Komandan Patroli pada Kapal Patroli Kategori [;

25) melaksanakan patroli laut di bidang kepabeanan dan cukai
sebagai Perwira pada Kapal Patroli Kategori I;

26) melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penyidikan
tindak pidana kepabeanan dan cukai tingkat nasional; dan

27) melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penclitian tindak

pidana kepabeanan dain cukai tingkat nasional.

2, Uraian kegiatan Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai kategori
keahlian sesuai jenjang jabatannya, sebagai berikut:
a. Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama/Ahli Pertama, meliputi:
1) melaksanakan analisis dan evaluasi atas penerimaan negara di
bidang kepabeanan dan cukai;
2) melaksanakan analisis dalam rangka Pemberian Sertifikasi
Authorized Economic Operator (AEQ);
3) melaksanakan analisis dalam rangka Pemberian perizinan
Kepabeanan dan Cukai berupa Nomor ldentitas Kepabeanan
(NIK);
4)  melaksanakan analisis dalam rangka Pemutakhiran Data Base
Nilai Pabean (DBNP);
5) melaksanakan analisis dalam rangka Pembekuan dan
pencabutan Sertifikasi Authorized Economic Operator (AEQ);
6) melaksanakan analisis dalam rangka penetapan Hubungan
Keterkaitan;
7) melaksanakan analisis dalam rangka penelitian Laporan
Periodik Cukai (LACK);
8) imelaksanakan analisis dalam rangka Pemberian perizinan
berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC).
9) melaksanakan analisis dalam rangka pemberian fasilitas Cukai

berupa Pembebasan Cukai;
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10) melaksanakan analisis dalam rangka Pemusnahan Pita
Cukai/Barang Kena Cukai;

11) melaksanakan analisis dalam rangka Penetapan Tarif Cukai;

12) melaksanakan analisis dalam rangka pengenibalian Cukai/Pita
Cukai;

13) melaksanakan analisis dalam rangka pemberian Kemudahan
Cukai berupa Penundaan Pembayaran;

14) melaksanakan analisis dalani rangka pemberian fasilitas Cukai

bherupa Tidak Dipungut;

15) melaksanakan analisis dalam rangka penelitian Laporan
Penerimaan Pajak Rokok;

16) melaksanakan analisis dalam rangka Penelitian Dokumen
Cukai;

17) melaksanakan analisis dalam rangka Pemberian Fasilitas
Kepabeanan terkait: Fasilitas Pasal 25 Undang-Undang Nemor
10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanari;

18) melaksanakan analisis dalam rangka Pemberian Fasilitas
Kepabeanan terkait: Fasilitas Pasal 26 Undang-Undang Nemor
10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang
Kepabeanan;

19) melaksanakan analisis dalam rangka Pemberian Fasilitas
Kepabeanan terkait Fasilitas Tempat Penimbunan Berikat;

20) melaksanakan analisis dalam rangka Pemberian Fasilitas
Kepabeanan terkait Fasilitas Migas dan Panas Bumi,

21) melaksanakan analisis dalam rangka Pemberian Fasilitas
Kepabeanan terkait Irasilitas Bea Masuk Ditanggung
Pemerintah (BMDTP) ;

22) melaksanakan analisis dalam rangka Pembekuan dan
Pencabutan Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas Tempat
Penimbunan Berikat;

23) melaksanakan analisis dalam rangka Pembekuan dan
Pencabutan Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas Kemudahan
Impor Tujuan Ekspor (KITE);
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24) melaksanakan analisis dalam rangka Pemberian, Pembekuan
dan/ Pencabutan Perizinan Kepabeanan dan Cukai berupa
Nomor [nduk Perusahaan (NIPER);

25) melaksanakan analisis dalam rangka Penerbitan Surat
Pemberitahuan Penyesuaian Jaminan (SPPJ);

26) melaksanakan analisis dalam rangka Penerbitan Surat Tanda
Terima Jaminan (STTJ);

27) melaksanakan analisis dalam rangka Penerbitan Fasilitas
Pengembalian Kemudahan Impor Tujuan Eksper (KITE);

28) melaksanakan analisis dalam rangka Evaluasi Laporan Periodik
terkait pelaksanaan Fasilitas Kepabeanan;

29) melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan
Fasilitas Pasal 25 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995
tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan
sebagai Anggota I;

30) melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan
Fasilitas Pasal 26 Undang-Undang Nemor 10 Tahun 1995
tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nemor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan
sebagai Anggota T;

31) melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan
Fasilitas Tempat Penimbunan Berikat sebagai Anggota I;

37) melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan
Fasilitas Migas dan Panas Bumi sebagai Anggota 1;

33) melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan
Fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP) sebagai
Anggota [;

34) melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan
Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) sebagai
Anggota [;

35) melaksanakan monitoring dan evaluasi Sertifikasi Authorized
Economic Operator (AEO) sebagai anggota I,

36) melaksanakan moniforing dan evaluasi Perizinan Kepabeanan
terkait Nomeor Identitas Kepabeanan (NIK) sebagai anggota I;

37) melaksanakan monitoring dan evaluasi atas Penetapan

Hubungan Keterkaitan sebagai Aniggota I;
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38) melaksanakan monitoring dan evaluasi atas Laporan Periodik
Cukai (LACK) sebagai Anggota I;

39) melaksanakan moenitering dan evaluasi atas Pemberian
perizinan berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai
(NPPBKC) sebagai Anggota [;

40) melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pemberian fasilitas
Cukai berupa Pembebasan Cuikai sebagai Anggota 1,

41) melaksanakan monitoring dan évaluasi atas Pemusnahan Pita
Cukai/Barang Kena Cukai sebagai Anggota 1;

42) melaksanakan mionitoring dan eévaluasi atas Penetapan Tarif
Cukai sebagai Anggota [

43) melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pengembalian
Cukai/ Pita Cukai sebagai Anggota [;

44) melaksanakan monitoring dan -evaluasi atas pemberian
Kemudahan Cukai berupa Penundaan Pembayaran sebagai
Anggota [

43) melaksanakan monitering dan evaluasi atas pemberian fasilitas
Cukai berupa Tidak Dipungut sebagai Anggota I;

46) melaksanakan validasi terkait Sertifikasi Authorized Economic
Operator (AEQO) sebagai anggota [;

47) melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan program mutu
kategori I;

48) melaksanakan program mutn kategori II;

49) melaksanakan Audit Internal sebagai Anggota I;

50) melaksanakan evaluasi program mutu kategori [I1;

S1) melaksanakan kegiatan penyiapan dokumen mutu sebagai
Anggota [I;

52) melaksanakan pengendalian rekaman mutu;

53) melaksanakan penelitian barang di bidang kepabeanan dan
cukai sebagai Anggota;

54) melaksanakan pengujian confoh uji internal sebagai Penyelia
Analis [

55) melaksanakan pengujian contoh uji eksternal sebagai Penyelia
Analis [;

56) melaksanakan pengawasan dan/atau pelayanan kepabeanarn
dan cukai di tempat-tempat tertentu kategori IV yang ditunjuk

oleh Kepala Kantor sebagai Koordinator;
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57) melaksanakan analisis perencanaan penelitian ulang tingkat
sederhana;

58) melaksanakan audit kepabeanan dan cukai sebagai Auditer
untuk audit yang berskala nasional;

59) melaksanakan audit kepabeanan dan cukai sebagai ketua
auditer untuk audit umum dengan 1 (satu) program audit;

60) melaksanakan audit kepabeanan dan cukai sebagai ketua
auditor untuk audit umum dengan 2 (dua) program audit;

61) melaksanakan audit kepabeanan dan cukai sebagai ketua
auditor untuk audit imum dengan 3 (tiga) prograni audit atau
lebihy;

62) melaksanakan audit kepabeanan dan cukai sebagai ketua
auditor untuk audit khusus dalam rangka kebeéeratan atas
penetapan Pejabat Bea dan Cukai,

63) melaksanakan audit kepabeanan dan cukai sebagai ketua
auditor untuk audit Khusus lainnya;

64) melaksanakan audit kepabeanan dan cukai sebagai ketua
auditer untuk audit: investigasi;

65) melaksanakan audit kepabeanan dan cukai sebagai ketua
auditor wuntuk jenis audit yang dihentikan pekerjaan
lapangannya (Berita Acara Penghentian Audit/BAPA);

66) melaksanakan perencanaan -audit kepabeanan dan cukai
Tingkat Sederhana;

67) melaksanakan evaluasi hasil audit sebagai verifikator;

68) melaksanakan analisis dalam rangka penelitian dokumen
keberatan Kategori IT;

69) melaksanakan analisis dalam rangka Evaluasi Keberatan;

70) melaksanakan analisis dalam rangka penyusunan Surat Uraian
Banding dan Surat Tanggapan atas perkara hukum di bidang
kepabeanan dan cukai Kategori II;

71) melaksanakan analisis dalam rangka penyusunan Memori PK
dan Kentra Memeori PK;

72) melaksanakan analisis dalam rangka penyusunan Surat
Penjelasan Tertulis atas perkara hukum di bidang kepabeanan
dan cukai;

73) melaksanakan analisis dalam rangka Evaluasi Putusan

Fengadilan dan PK;
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74) melaksanakan kegiatan sidang di pengadilan atas perkara
hukum di bidang kepabeanan dan cukai sebagai Anggota 1.

75) melaksanakan analisis dalam rangka Mediasi,
Cugatan/Jawaban Gugatan atas perkara hukum di bidang
kepabeanan dan cukai;

76) melaksanakan analisis dalam rangka penyusunan replik/duplik
atas perkara hukum di bidang kepabeanan dan cukai;

77) melaksanakan analisis dalam rangka penyiapan bukti yang
akan diajukan ke pengadilan atas perkara hukum di bidang
kepabeanan dan cukai,

78) melaksanakan analisis dalam rangka penyusunan Kesimpulan
perkara atas perkara hukum di bidang kepabeanan dan cukai;

79) melaksanakan analisis dalam rangka penyusunan Legal Opini
atas perkara hukum di bidang kepabeanain dan cukai;

80) melaksanakan analisis dalam rangka Kajian Hukum perkara di
bidang kepabeanan dan cukai;

81) melaksanakan  kegiatan  bantuan hukum di Kantor
Wilayah/Kantor Pelayanan Utama (KPU) atas perkara hukum di
bidang kepabeanan dan cukai;

82) melaksanakan analisis dalam rangka penelitian dokumen
keberatan Kategori [;

83) melaksanakan analisis dalam rangka penyustunan Surat Uraian
Banding dan Surat Tanggapan atas perkara hukum di bidang
kepabeanan dan cukai Kategori [;

84) melakukan analisis dalam rangka evaluasi kegiatan layanan
informasi dan bimbingan kepatuhan di bidang kepabeanan dan
cukai;

85) melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan bimbingan
kepatuhan di bidang kepabeanan dan cukai Melalui media
tatap muka sebagai Client Coerdinator (CC) Umumn,

86) melaksanakan kegiatan Pelayanan Informasi di  bidang
kepabeanan dan cukai sebagai Assesseor;

87) melaksanakan kegiatan pelayanan informasi di bidang
kepabeanan dan cukai sebagai Team Leader Email, Outbond,
and Social Media (EOS);

88) melakukan analisis kegiatan pencegahan di bidang Kepatuhan
Internal kepabeanan dan cukai;
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89) melaksanakan pengelolaan kinerja Kategori 1 sebagai Ketua
Tim;

90) melaksanakan pengelolaan kinerja Kategori 11 sebagai Ketua
Tim;

91) melaksanakan Pengawasan Kepatuhan dan Investigasi Internal
Kategori 1 sebagai Anggota 1;

92) melaksanakan Pengawasan Kepatuhan dan Investigasi Internal
Kategori II sebagai Ketua Tim;

93) melaksanakan Penjaminan Kualitas DJBC sebagai Ketua Tim;

94) melaksanakan analisis pengelolaan sistem informasi layanan
kepabeanan dan cukai;

95) menyusun perancangan sistem informasi layanan kepaheanan
dan cukai kategori IT;

96) melakukan pengembangan modul program sistem informasi
layanan kepabeanan dan cukai dengan kategori modul
kompleks;

97) melakukan peremajaan modul program sistem informasi
layanan kepabeanan dan cukai dengan Kkategori modul
kompleks;

98) merancang skenario pengnjian sistem informasi layanan
kepabeanan dan cukai;

99) melakukan Investigasi gangguan sistem informasi layanan
kepabeanan dan cukai;

100)melakukan pengelolaan keamanan pada sistem informasi
layanan kepabeanan dan cukai kategori II;

101) melakukan pengelolaan basis data kepabeanan dan cukai
kategori II;

102) melakukan pengelolaan Kualitas data kepabeanan dan cukai;

103) melakukan pengelolaan akses sistem informasi layanan
kepabeanan dan cukai;

104)melakukan pengelolaan penyajian data kepabeanan dan cukai
Kategori IT;

105) melaksanakan pengolahan informasi kepabeanan dan cukai
tingkat lokal,

106) melaksanakan Analyzing Point kepabeanan dan cukai;

107) melaksanakan operasi pelacakan (K-9) sebagai Head Trainer;
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108) melaksanakan penelitian tindak pidana kepabeanan dan cukai
tingkat lokal;

109) melaksanakan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai
tingkat lokal sampai dengan penyerahan berkas perkara ke
Kejaksaan (P-18) atau penghentian penyidikan (SP-3);

110)melaksanakan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai
tingkat lokal setelah penyerahan berkas perkara ke Kejaksaan
(P-18) sampai dengan berkas dinyatakan lengkap (P-21) atau
penghentian penyidikan (SP-3);

111)melaksanakan sidang sebagai Saksi Ahli atas permasalahan di
bidang kepabeanan dan cukai;

112) melaksanakan gelar perkara atas dugaan tindak pidana
kepabeanan dan cukai sebagai penyidik;

113) membantu Melaksanakan andit kepabeanan dan cukai; dan

114) melaksanakan analisis dalam rangka pemberian Kemudahan

Cukai berupa Pembayaran Berkala.

b. Pemeriksa Bea dan Cukai Muda/Ahli Muda, meliputi:

1) melaksanakan telaah atas hasil analisis dalam rangka
Pemberian Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas Pasal 25 UU
Kepabeanan;

2) melaksanakan telaah atas hasil analisis dalam rangka
Pemberian Fasilitas Kepabeanarn terkait Fasilitas Pasal 26 UU
Kepabeanan;

3) melaksanakan telaah atas hasil analisis dalam rangka
Pemberian Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas Tempat
Penimbunan Berikat;

4) melaksanakan telaah atas hasil -analisis dalam rangka
Pemberian Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas Migas dan
Panas Bumi,

5) melaksanakan telaah atas hasil analisis dalam rangka
Pemberian Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas Bea Masuk
Ditanggung Pemerintah (BMDTP);

6) melaksanakan telaah atas hasil analisis dalam rangka
Pembeknan dan Pencabutan Fasilitas Kepabeanan terkait

Fasilitas Tempat Penimbunan Berikat;
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7) melaksanakan telaah atas hasil analisis dalam rangka
Pembekunan dan Pencabutan Fasilitas Kepabeanan terkait
Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITIE);

8) melaksanakan telaah atas hasil analisis dalam rangka
Pemberian, Pembekuan, dan/  Pencabutan  Perizinan
Kepabeanan dan Cukai berupa Nomor [hduk Perusahaan
(NIPER);

9) melaksanakan telaah atas hasil analisis dalam rangka
Penerbitan Surat Pemberitahuan Penyesuaian Jaminan (SPPJ);

10) melaksanakan telaah atas hasil analisis dalam rangka
Penerbitan Fasilitas Pengembalian Kemudahan [mpor Tujuan
Ekspor (KITE);

11) melaksanakan telaah atas analisis dalam rangka Pemberian
Sertifikasi Authorized Economic Operator (AEO);

12) melaksanakan telaah atas analisis dalam rangka Pemberian
perizinan Kepabeanan dan Cukai berupa Nomor Identitas
Kepabeanan (NIK);

13) melaksanakan telaah atas analisis dalam rangka Pemutakhiran
Data Base Nilai Pabean (DBNP);

14) melaksanakan telaah atas analisis dalam rangka Pembekuan
dan pencabutan Sertifikasi Authorized Economic Operator (ARO);

15) melaksanakan telaah atas hasil analisis dalam rangka
penelitian Laperan Periodik Cukai (LACK);

16) melaksanakan telaah atas hasil analisis dalam rangka perizinan
berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPFBKC);

17) melaksanakan telaah atas hasil analisis dalam rangka
Kemudahan Cukai berupa Pembayaran Berkala;

18) melaksanakan telaah atas hasil analisis dalam rangka fasilitas
Cukai berupa Pembebasan Cukai;

19) melaksanakan telaah atas hasil analisis dalam rangka
Pemusnahan Pita Cukai/Barang Kena Cukai;

20) melaksanakan telaah atas hasil analisis dalam rangka
Penetapan Tarif Cukai;

21) melaksanakan telaah atas hasil analisis dalam rangka
pengembalian Cukai/Pita Cukai;

22) melaksanakan telaah atas hasil analisis dalam rangka

Kemudahan Cukai berupa Penundaan Pembayaran;
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23) melaksanakan telaah atas hasil analisis dalam rangka
pemberian fasilitas Cukai berupa Tidak Dipungut Cukai;

24) melaksanakan telaah atas hasil analisis dalam rangka
penelitian Laporan Penerimaan Pajak Rokok;

25) melaksanakan telaah atas hasil analisis dalam rangka
Penelitian Dokumen Cukai;

26) melaksanakan telaah atas permasalahan kepabeanan dan
cukai;

27) melaksanakan pengujian kompetensi Jabatan Fungsional
Pemeriksa Bea dan Cukai sebagai Assessor untuk Penieriksa
Bea dan Cukai kategori keterampilan, Ahli Pertama/Pertama,
atau jabatan yang setingkat;

28) melaksanakan penyustunan rekomendasi dalam rangka
Pemberian Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas Pasal 25 UU
Kepabeanan di KPPBC;

29) melaksanakan penyusunan rekomendasi dalam  rangka
Pemberian Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas Pasal 26 TU
Kepabeanan di KPPBC;

30) melaksanakan penyusunan rekomendasi dalam  rangka
Pemberian Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas Tempat
Penimbunan Berikat di KPPBC;

31) melaksanakan penyusunan rekomendasi dalam rangka
Pembeknan dan Pencabutan Fasilitas Kepabeanan terkait
Fasilitas Tempat Penimbunan Berikat di KPPBC;

32) melaksanakan penyusunan rekomendasi dalam  rangka
Penerbitan Surat Tanda Terima Jaminan (STTJ) di KPPBC;

33) melaksanakan penyusunan rekomendasi atas penerbitan
perizinan berupa NPPBKC di KPPBC;

34) melaksanakan penyusunan rekomendasi atas pemberian
Kemudahan Cukai berupa Penundaan Pembayaran di KPPBC;

35) melaksanakan penyusunan rekomendasi atas pemberian
fasilitas Cukai berupa Tidak Dipungut di KPPBC;

36) melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan
Fasilitas Pasal 25 UU Kepabeanan sebagai Ketua;

37) melaksanakan meonitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan

Fasilitas Pasal 26 UU Kepabeanan sebagai Ketua;
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38) melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan
Fasilitas Tempat Penimbunan Berikat sebagai Ketua;

39) melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan
Fasilitas Migas dan Panas Buiii sebagai Ketua;

40) melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan
Fasilitas BMDTP sebagai Ketua;

41) melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan
Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) sebagai
Ketua;

42) melaksanakan nionitoring dan evaluasi Sertifikasi Authorized
Economic Operator (AEQO) sebagai ketua;

43) melaksanakan moenitoring dan evaluasi Perizinan Kepabeanan
terkait Nomor Identitas Kepabeanan (NIK) sebagai ketua;

44) melaksanakan validasi terkait Sertifikasi Authorized Economic
Operator (AEQ) sebhagai ketua;

45) melaksanakan monitoring dan evaluasi atas Penetapan
Hubungan Keterkaitan sebagai Ketua;

46) melaksanakan menitoring dan evaluasi atas Laperan Periodik
Cukai (LACK) sebagai Ketua;

47) melaksanakan monitoring dan -evaluasi atas Pemberian
perizinan Kepabeanan berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang
Kena Cukai (NPPBKC) sebagai Ketuia;

48) melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pemberian fasilitas
Cukai berupa Pembebasan Cukai sebagai Ketua;

49) melaksanakan monitoring dan evaluasi atas Pemusnahan Fita
Cukai/Barang Kena Cukai sebagai Ketua,

50) melaksanakan monitoring dan evaluasi atas Penetapan Tarif
Cukai sebagai Ketua;

S51) melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pengembalian
Cukai/Pita Cukai sebagai Ketua;

S52) melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pemberian
Kemudahan Cukai berupa Penundaan Pembayaran sebagai
Ketua;

53) melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pemberian fasilitas
Cukal bernpa Tidak Dipungut sebagai Ketna;

54) melaksanakan penyusunan program mutu kategori [ sebagai

Anggota;
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melaksanakan penyusunan program mutu kategori 11 sebagai

o8
&

Anggota;

56) melaksanakan penyusunan pregram mutu kategori 111 sebagai
Anggota;

57) melaksanakan program mutu kategori [

58) melaksanakan Audit Internal sebagai Ketua;

59) melaksanakan evaluasi program mutu kategori 1 sebagai
Anggota;

60) melaksanakan kegiatan penyiapan deokumen mutu sebagai
Anggota [

61) melaksanakan evaluasi pengendalian rekaman muf;

62) melaksanakan penelitian barang di bidang kepabeanan dan
cukai sebagai Ketua;

63) melaksanakan pengujian contoh uji internal sebagai Pengawas
I

64) melaksanakan pengujian contoh uji eksternal sebagai Pengawas
L

65) melaksanakan penelitian dokumen impeor Jalur Merah;

66) melaksanakan penelitian dokumen inipor Jalur Merah dengan
menerbitkan risalah penelitian dan penetapan;

67) melaksanakan penelitian dekumen imper Jalur Merah dengan
menerbitkan Surat Penetapan Barang Larangan Pembatasan
(SPBL);

68) melaksanakan penelitian dokumen impor Jalur Kuning;

69) melaksanakan penelitian dokumen inipor Jalur Kuning dengan
menerbitkan risalah penelitian dan penetapan;

70) melaksanakan penelitian dokumen impor Jalur Kuning dengan
menerbitkan Surat Penetapan Barang Larangan Pembatasan
(SPBL);

71) melaksanakan penelitian dokumen impor Jalur Hijau;

72) melaksanakan penelitian dokumen impor Jalur Hijau dengan
menerbitkan risalah penelitian dan penetapan;

73) melaksanakan penelitian dokumen fasilitas kepabeanan Jalur
Merah;

74) melaksanakan penelitian dokamen fasilitas kepabeanan Jalur

Hijau;
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75) melaksanakan pengawasan dan/atau pelayanan kepabeanan
dan cukai di tempat-tempat tertentu kategori 1 yang ditunjuk
oleh Kepala Kantor sebagai Koordinater;

76) melaksanakan analisis perencanaan penelitian ulang tingkat
menengah;

77) melaksanakan penelitian ulang;

‘78_) melaksanakan audit kepabeanan dan cukai sebagai Ketua
Auditor untuk audit yang berskala nasional;

79) melaksanakan audit kepabeanan dan cukai sebagai pengendali
teknis audit untuk audit umum dengan 1 (satu) program audit;

80) melaksanakan andit kepabeanan dan cukai sebagai pengendali
teknis audit untuk audit umum dengan 2 (dua) pregram audit;

81) melaksanakan audit kepabeanan dan cukai sebagai pengendali
teknis andit untok aondit umum dengan 3 (tiga) program andit
atau lehih;

82) melaksanakan audit kepabeanan dan cukai sebagai pengendali
teknis andit untuk audit khusus dalam rangka keberatan atas
penetapan Pejabat Bea dan Cukai;

83) melaksanakan audit kepabeanan dan cukai sebagai pengendali
teknis audit nntok audit khusus lainnya;

84) melaksanakan audit kepabeanan dan cukai sebagai pengendali
teknis-audit untuk audit investigasi;

85) melaksanakan andit kepabeanan dan cukai sebagai pengendali
teknis audit untuk jenis audit yang dihentikan pekerjaan
lapangannya (Berita Acara Penghentian Audit/BAPA),

86) melaksanakan perencanaan audit kepabeanan dan cukai
Tingkat Menengah;

87) melaksanakan evaluasi hasil audit sebagai evaluator;

88) melaksanakan telaah atas hasil analisis dalam rangka
penelitian dokumen keberatan;

89) melaksanakan telaah atas hasil analisis dalam rangka Evaluasi
Keberatan;

90) melaksanakan telaah atas hasil -analisis dalam rangka
penyusunan Surat Uraian Banding dan Surat Tanggapan atas

perkara hukum di bidang kepabeanan dan cukai;
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91) melaksanakan telaah atas hasil analisis dalam rangka
penvusunan Memori PK dan Kontira Memori PK atas perkara
hukum di bidang kepabeanan dan cukai;

92) melaksanakan telaalh atas hasil analisis dalam rangka
penyusunan Surat Penjelasan Tertulis atas perkara hukum di
bhidang kepabeanan dan cukai;

93) melaksanakan telaah atas hasil analisis dalam rangka Evaluasi
Putusan Pengadilan dan PK;

94) melaksanakan kegiatan sidang di pengadilan atas perkara
hukum di bidang kepabeanan dan cukai sebagai Supervisor;

95) melaksanakan telaah atas hasil analisis dalam rangka Mediasi,
Gugatan/Jawaban Gugatan atas perkara hukum di bidang
kepabeanan dan cukai;

96) melaksanakan telaah atas hasil analisis dalam rangka
penyusunan Replik/duplik atas perkara hukum di bidang
kepabeanan dan cuikai;

97) melaksanakan telaah atas hasil analisis dalam rangka
penyiapan bukti yang akan diajukan ke pengadilan atas
perkara hukum di bidang kepabeanan dan cukai;

98) melaksanakan telaah atas hasil analisis dalam rangka
penyusunan Kesimpulan perkara atas perkara hukum di hidang
kepabeanan dan cukai;

99) melaksanakan telaah atas hasil analisis dalam rangka
penyusunan Legal Opini atas perkara hukum di bidang
kepabeanan dan cuikai;

100) melaksanakan telaah atas hasil analisis dalam rangka Kajian
Hukum perkara di bidang kepabeanan dan cukai;

101) melaksanakan kegiatan bantuan hukum di Kantor Pusat atas
perkara hukum di bidang kepabeanan dan cukai;

102) melaksanakan telaah atas hasil analisis dalam rangka evaluasi
kegiatan layanan informasi dan bimbingan kepatuhan di bidang
kepabeanan dan cukai;

103) melaksanakan penyusunan rekomendasi dalam rangka evaluasi
kegiatan layanan informasi dan bimbingan kepatuhan di bidang
kepabeanan dan cukai di KPPBC;

104) melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan bimbingan

kepatuhan di bidang kepabeanan dan cukai niclalui media
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tatap muka sebagai Client Coordinator (CC) MITA/Client
Manager (CM) AEO,

105) melaksanakan penyuluhan di bidang kepabeanan dan cukai
sebagai Anggota I;

106) melakukan telaah atas kegiatan pencegahan di bidang
Kepatuhan Internal Kepabeanan dan Cukai;

107)melaksanakan pengelolaan kinerja Kategori [ sébagai
Supervisor;

108) melaksanakan pengelolaan kinerja Kategori I sebhagai
Penanggung jawab;

109) melaksanakan pengawasan kepatuhan dan investigasi internal
kategori 1 sebagai Ketua;

110)melaksanakan pengawasan kepatuhan dan investigasi internal
kategori Il sebagai Pengendali;

111)melaksanakan Penjaminan Kualitas DJBC sebagai Supervisor;

112)melakukan  pengembangan  sistem  informasi layanan
kepabeanan dan cukai sebagai project manager;

113)melakukan pengelolaan Standarisasi data kepabeanan dan
cukai;

114) melakukan verifikasi rancangan sistem informasi layanan
kepabeanan dan cukai;

115)melaksanakan penyusunan rekomendasi atas model/Kkriteria
analisis pengolahan informasi tingkat nasional;

116)melaksanakan pengolahan informasi kepabeanan dan cukai
tngkat wilayah,

117) melaksanakan penelitian tindak pidana kepabeanan dan cukai
tingkat wilayah;

118) melaksanakan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai
tingkat wilayah sampai dengan penyerahan berkas perkara ke
Kejaksaan (P-18) atau penghentian penyidikan (SP-3);

119)melaksanakan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai
tingkat wilayah setelah penyerahan berkas perkara ke
Kejaksaan (P-18) sampai dengan berkas dinyatakan lengkap (P-
21) atau penghentian penyidikan (SP-3);

120) melaksanakan sidang sebagai Saksi Ahli atas permasalahan di

bidang kepabeanan dan cukai; dan
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121)melaksanakan Gelar Perkara atas dugaan tindak pidana

kepabeanan dan cukai sebagai penyidik.

Pemeriksa Bea dan Cukai Madya/Ahli Madya, meliputi:

1) melaksanakan penyusuman rekomendasi dalam  rangka
Pemberian Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas Pasal 25 TUU
Kepabeanan di Kanter Pelayanan Utama, Kantor Wilayah, dan
Karitor Pusat;

2) melaksanakan penyusunan rekomendasi dalam rangka
Pemberian Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas Pasal 26 UU
Kepabeanan di Kantor Pelayanan Utamia, Kantor Wilayah, dan
Kantor Pusat;

3) melaksanakan penyusunan rekomendasi dalam — rangka
Pemberian Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas Tempat
Penimbunan Berikat di Kantor Pelayanan Utama, Kantor
Wilayah, dan Kantor Pusat;

4) melaksanakan penyusunan rekomendasi dalam  rangka
Pemberian Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas Migas dan
Panas Bumi di Kantor Pelayanan Utama, Kantor Wilayah, dan
Kantor Pusat;

S) melaksanakan penyusunan rekomendasi dalam rangka
Pemberian Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas BMDTP di
Kantor Pelayanan Utama, Kantor Wilayah, dan Kantor Pusat;

6) melaksanakan penyusunan rekomendasi dalam rangka
Pembekuan dan Pencabutan TFasilitas Kepabeanan terkait
Fasilitas Tempat Penimbunan Berikat di Kantor Pelayanan
Utama, Kantor Wilayah, dan Kantor Pusat;

7) melaksanakan penyusunan rekomendasi dalam rangka
Pembekuan dan Pencabutan Fasilitas Kepabeanan terkait
Fasilitas Kemudahan lmpor Tujuan Ekspor (KITE) di Kantor
Pelayanan Utama, Kantor Wilayah, dan Kantor Pusat;

8) melaksanakani penyusunan rekomendasi dalam rangka
Pemberian, Pembekuan dan/ Pencabutan Perizinan Kepabeanan
dan Cukai berupa Nomor Induk Perusahaan (NIPER) di Kantor
Pelayanan Utama, Kantor Wilayah, dan Kantor Pusat;

9) melaksanakan penyvusunan rekomendasi dalam rangka

Penerbitan Surat Pemberitahuan Penyesuaian Jaminan (SPPJ);
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10) melaksanakan penibahasan dalam rangka perjanjian kerja sama
perdagangan dan kepabeanan cukai internasional sebagai
anggota;

11) melaksanakan penyusunan rekomendasi dalam rangka
Penerbitan Fasilitas Pengembalian Kemudahan Impor Tujuan
Ekspor (KITE);

12) mielaksanakan penyusunan rekomendasi dalam  rangka
penelitian Laporan Periodik Cukai (LACK);

13) melaksanakan penyusunan rtekomendasi dalam rangka
pemberian fasilitas Cukai berupa Pembebasan Cukai di Kantor
Wilayah dan Kantor Pusat;

14) melaksanakan penyusunan rekomendasi dalam rangka
Pemusnahan Pita Cukai/Barang Kena Cukai

15) melaksanakan penyusunan rekomendasi dalam rangka
Penetapan Tarif Cukat;

16) mielaksanakan penyusunan rekomendasi atas pengembalian
Cukai/Pita Cukai;

17) melaksanakan penyusunan rekomendasi dalam rangka
penelitian Laporan Penerimaan Pajak Rokok;

18) melaksanakan kegiatan penyusundan rekomendasi dalam rangka
Pemberian Sertifikasi Authorized Economic Operator(AEO);

19) miclaksanakan kegiatan penyvusunan rekomendasi dalam rangka
Pemberian perizinan Kepabeanan dan Cukai berupa Nomor
Identitas Kepabeanan (NIK);

20) mielaksanakan kegiatan penyusunan rekomendasi dalam rangka
Pemutakhiran Data Base Nilai Pabean (DBNP);

21) melaksanakan kegiatan penyusunan rekomendasi dalam rangka
Pembekuan dan pencabutan Sertifikasi Authorized Economic
Operator (AEQ);

22) melaksanakan penyusunan program mutu kategori 1 sebagai
Ketua;

23) melaksanakan penyusunan program mutu kategori 11 sebagai
Ketua;

24) melaksanakan penyusunan program mutu kKategori I sebagai
Ketua;

25) melaksanakan evaluasi program mutnu kategori 1 sebagai Ketua;
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26) melaksanakan kegiatan penyiapan dokumen mutu sebagai
Ketua;

27) melaksanakan penyusunan program penelitian barang di bidang
kepabeanan dan cukai;

28) mielaksanakan evaluasi program penelitian barang di bidang
kepabeanan dan cukat;

29) mielaksanakan penyusunan Naskah Akademis dalam rangka
perumusan atau perubahan kebijakan kepabeanan dan cukai
dalam Bentuk Tim sebagai Anggota;

30) melaksanakan penyusunan Naskah Akademis dalam rangka
pernmusan atan perubahan kebijakan kepabeanan dan cukai
secara mandiri;

31) mielaksanakan pengujian kompetensi dJabatan Fungsional
Pemeriksa Bea dan Cukai sebagai Assessor untuk Pemeriksa
Bea dan Cukai kategori keterampilan, Ahli Pertama/Pertama,
Ahli Muda/Muda, atau jabatan yang setingkat;

32) melaksanakan analisis perencanaan penelitian ulang tingkat
tinggi;

33) niclaksanakan audit kepabeanan dan cukai sebagai Pengendali
Teknis Audit untuk andit yang berskala nasional;

34) melaksanakan audit kepabeanan dan cukai sebagai pengendali
muty audit untuk audit umun dengan 1 (satu) program audit;

35) melaksanakan audit kepabeanan dan cukai sebagai pengendali
mutn andit untuk audit umum dengan 2 (dua) program audit;

36) mielaksanakan audit kepabeanan dan cukai sebagai pengendali
mutu audit untok andit umom dengan 3 (tiga) program audit
atau lebih;

37) melaksanakan audit kepabeanan dan cukal sebagai pengendali
mutn audit untok aondit kKhhusus dalam rangka keberatan atas
penetapan Pejabat Bea dan Cukai;

38) melaksanakan audit kepabeanan dan cukai sebagai pengendali
mutu audit nntuk audit khusus lainnya;

39) melaksanakan audit kepabeanan dan cukai sebagai pengendali
mutyu audit untuk audit investigasi,

40) melaksanakan audit kepabeanan dan cukai sebagai pengendali
mutu audit untuk jenis audit yang dihentikan pekerjaan
lapangannya (Berita Acara Penghentian Audit/BAPA):
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41) melaksanakan perencanaan audit kepabeanan dan cukai
Tingkat Tinggi;

42) melaksanakan  Quality Assurance proses  perencanaarn,
pelaksanaan, dan evaluasi audit sebagai Aniggota;

43) melaksanakan evaluasi hasil audit sebagai eksaminator;

44) melaksanakan penyusunan rekemendasi atas penelitian
dokumeén keberatan,

45) melaksanakan penyusunan rekomendasi atas Evaluasi
Keberatan;

46) melaksanakan penyusunan rekomendasi atas penyusunan
Surat Uraian Banding dan Surat Tanggapan atas perkara
hukum di bidang kepabeanan dan cukai;

47) mielaksanakan penyusunan rekomendasi atas penyusunan
Memeori PK dan Kentra Memori PK atas perkara hnkum di
bidang kepabeanan dan cukai;

48) mielaksanakan penyusunan rekomendasi atas penyusunan
Surat Penjelasan Tertulis atas perkara hukum di bidang
kepabeanan dan cukat;

49) miclaksanakan penyusunan rekomendasi atas Evaluasi Putiisan
Pengadilan dan PK;

50) melaksanakan kegiatan sidang di pengadilan atas perkara
hulkuni di bidang kepabeanan dan ctikai sebagai Koordinator;

S1) melaksanakan  penynsunan rekomendasi atas  Strategi
Penanganan Perkara Hukum di bidang kepabeanan dan cukai;

52_) melaksanakan  penyusunan rekomendasi atas —mediasi,
gugatan/jawaban gugatan, replik/duplik, bukti, kesimpulan
atas perkara hukum di bidang kepabeanan dan cukai,

53) melaksanakan penyusunan rekomendasi atas penyusunan Legal
Opini atas perkara hukum di bidang kepabeanan dai cukai;

54) melaksanakan penyusunan rekomendasi atas Kajian Hukum
perkara di bidang kepabeanan dan cukai;

S59) melaksanakan penyusunan rekomendasi dalam rangka evaluasi
kegiatan layanan informasi dan bimbingan kepatuhan di bidang
kepabeanan dan cukai di Kantor Pelayanan Utama, Kamtor
Wilayah, dan Kantor Pusat;

56) melaksanakan penyuluhan di bidang kepabeanan dan cukai
sebagai Ketua;
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57) melakukan penyusunan rekomendasi kebijakan atas kegiatan
pencegahan di bidang Kepatuhan Internal Kepabeanan dan
Cukai;

58) melaksanakan pengelolaan kinerja Kategori [ sebagai
Penanggung jawab;

59) melaksanakan Pengawasan Kepatuhan dan Investigasi [nternal
Kategori I sebagai Pengendali;

60) nielaksanakan Penjaniinan Kualitas DJBC sebagai Penanggung
jawab;

61) miclaksanakan penyusunan réekomendasi pengelolaan sistem
informasi layanan kepabeanan dan cukai;

62) melaksanakan penyusunan rekemendasi tema targeting analisis
kepabeanan dan cukai;

63) melaksanakan pengolahan informasi kepabeanan dan cukai
tingkat nasional;

64) mielaksanakan penelitian tindak pidana kepabeanan dan cukai
tingkat nasional;

65) melaksanakan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai
tingkat nasional sampai dengan penyeralian berkas perkara ke
Kejaksaan (P-18) atau penghentian penyidikan (SP-3);

66) melaksanakan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai
tingkat nasional setelah penyerahan berkas perkara ke
Kejaksaan (P-18) sampai dengan berkas dinyatakan lengkap (P-
21) atau penghentian penyidikan (SP-3);

67) mielaksanakan sidang sebagai Saksi Ahli atas perniasalahan di
bidang kepabeanan dan cukai; dan

68) melaksanakan Gelar Perkara atas dugaan tindak pidana

kepabeanan dan cukai sebagai penyidik.

d. Pemeriksa Bea dan Cukai Utama/Ahli Utama, meliputi:
1) melaksanakan Quality  Assurance proses  perencanaail,
pelaksanaan, dan evaluasi audit sebagai Ketua,
2) melaksanakan pembahasan dalam rangka perjanjian kerja sama
perdagangan dan kepabeanan cukai internasional sebagai ketua;
3) mieclaksanakan pengujian kompetensi Jabatan Fungsional

Pemeriksa Bea dan Cukai sebagai Assessor untuk Pemeriksa
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Bea dan Cukai kategori keterampilan, kategori keahlian, atau
jabatan yang setingkat;

4) melaksanakan penyusunan Naskah Akademis dalam rangka
perumusarn atau perubahan kebijakan kepabeanan dan cukai
dalam Bentuk Tin1 sebagai Ketua;

5) melaksanakan penyusunan rekomendasi dalam rangka
perumusan atau perubahan kebijakan kepabeanan dan cukai
dalam bentuk Naskah Akadeniis;

6) melaksanakan audit kepabeanan dan cukai sebagai Pengawas
Mutu Audit (PMA)untuk audit yang berskala nasional;

7) melaksanakan sidang sebagai Saksi Ahli atas permasalahan di
bidang kepabeanan dan cukai; dan

8) miclaksanakan gelar perkara atas dugaan tindak pidana

kepabeanan dan cukai sebagai penyidik.

V. HASIL KERJA TUGAS JABATAN SESUAI JENJANG JABATAN
1. Hasil kerja jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai kategori keterampilan

setiap jenjang jabatan, sebagai berikut:

a. Pemeriksa Bea dan Cukai Pelaksana Pemula/Pemula, meliputi:
1) Laporan Hasil Pemeriksaan;
2) Laperan Analisis;
8) Berita Acara;
4)  Laporan Perekaman;
3) Laperan Pengujian; dan
6) Laporan.

b. Pemeriksa Bea dan Cukai Pelaksana/Terampil, meliputi:
1) Laporan Hasil Pemeriksaan;
2) Surat Keputusan/Penolakar;
3) Nemor [nduk Perusahaan (NIPER)/Surat Penolakan;
4) Surat Pemberitahuan Penyesuaian Jaminan (SPPJ)/ Surat

Penolakann;
S) Sertifikat/ Surat Penolakan;
6) Nomor [dentitas Kepabeanan (NIK)/ Surat Penclakan;
7) Laporan;
8) Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC)/ Surat
Penolakan;

9) Laporan/ Berita Acara;
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10) Laporan Analisis;

11) Berita Acara;

12) Dokumen Mutii;

13) Laporan Hasil Audit (LHA);

14) Nota Dinas/Surat dan Naskah Akademis;
15) Laporan Hasil Audit;

16) Surat Uraian Banding (SUB)/ Surat Tanggapan,
17) Surat Penjelasan Tertulis;

18) Memori PK/ Kontra Memori PK;

19) Surat Tagihan;

20) Laporan Bahan Analisis;

21) Source code;

22) Buku petunjuk operasional;

23) Laporan atau Surat Jawaban;

24) Dokumentasi;

25) Lembar Kerja Analisis Intelijen (LKAI);
26) P-18/SP-3;

27) P-21/8P-3; dan

28) Laporan Penelitian.

c. Pemeriksa Bea dan Cukai Pelaksana Lanjutan/Mahir, meliputi:
1) Laporan Hasil Pemeriksaan;
2) Laporan Monitoring dan Evaluasi;
3) Laporan;
4)  Dokumen Mutu;
5) Telaahan/Kajiar;
6) Dokumen Ekspor;
7) Dokumen Cukai;
8) Pemberitahuan Impor Barang Khusus (PIBK);
9) Pencacahan dan Pembeaan Kiriman Pos (PPKP),
10) Customs Declaration;
11) Laporan Analisis;
12) Laporan Hasil Audit (LHA);
13) Surat Keputusan/ Penolakan;
14) Surat Uraian Banding (SUB)/Surat Tanggapan;
15) Surat Penjelasan Tertulis;

16) Memori PK/ Kontra Mermiori PK;
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17) Laporan/Berita Acara/Surat Tagihar;
18) DBerita Acara;

19) Source code;

20) Lembar Kerja Analisis Intelijen (LKAI);
21) P-18/8P-3;

22) P-21/8P-3; dan

28) Laporan Penelitian.

d. Pemeriksa Bea dan Cukai Penyelia, meliputi:
1) Laporan Hasil Pemeriksaari;
2) Laporan;
3) Dekumen Mutu,
4) Dokumen ekspor;
5) Laporan Hasil Audit (LHA);
6) Surat Keputusan/Penolakan;
7) Surat Uraian Banding (SUB)/ Surat Tanggapan;
8) Surat Penjelasan Tertulis;
9) Memori PK/ Kontra Memori PK;
10) Dokumen rancangan;
11) Lembar Kerja Analisis Initelijen/ LKAL
12) P-18/8P-3;
13) P-21/8P-3; dan

14) Laporan Penelitian.

2. Hasil kerja jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai kategori keahlian setiap
jenjang jabatan, sebagai berikut:
a. Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama/Ahli Pertama, meliputi:
1) Laperan analisis;
2)  Sertifikat/Surat Penolakan;
3) Nomor Identitas Kepabeanan (NIK)/Surat Penolakan;
4)  Surat Keputusan/Penolakan,;
5) Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC)/Surat
Penolakan;
6) Laperan/Berita Acara;
7) Nomor Induk Perusahaan (NIPER)/Surat Penolakan;
8) Surat Pemberitahuan Penyesuaian Jaminan (SPPJ)/Surat
Penolakan;

9) Laporan Momitoring dan Evaluasi;
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10) Laporan Validasi;

11) Laporan;

12) Laporan Evaluasi;

13) Dokumen Mutu;

14) Laporan Hasil Uji;

15) Laporan Hasil Audit: (LFHA);

16) Surat Uraian Banding (SUB)/Surat Tanggapar;
17) Memeori PK/Kontra Memori PK;
18) Surat Penjelasan Tertulis;

19) Laporan sidang;

20) Laporan/Suraf;

21) Replik/Duplik;

22) Bukt Perkara;

23) Legal Opini/Laporan;

24) Kajian Hukum/Laperan;

25) Laporan Hasil Analisis;

26) Dokumen rancangan;

27) Source code;

28) Dokumen skenario pengujian;
29) Lembar Kerja Analisis Intelijen (LKAT);
30) Laporan Penelitian;

31) P-18/8P-3; dan

32) P-21/8P-3.

b. Pemeriksa Bea dan Cukai Muda/Ahli Muda, meliputi:

1) Laporan analisis;

2) Sertifikat/Surat Penolakan;

3) Nomor Identitas Kepabeanan (NIK)/Surat Penolakan;

4) Surat Keputusan/Penolakan;

S) Nomer Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC)/Surat
Penolakari;

6) Laporan/Berita Acara,

7) Nomer [nduk Perusahaan (NIPER)/Surat Penelakan;

8) Surat Pemberitahuan Penyesuaian Jaminan (SPPJ)/Surat
Penolakan;

9) Laporan Monitoring dan Evaluasi;

10) Laporan Validasi;
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15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
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Laporai;

Laporan Evaluasi;

Dokumen Mutit;

Laporan Hasil Uji;

Laporan Hasil Audit (LHA);
Surat Uraian Banding (SUB)/Surat Tanggapan;
Memori PK/Kontra Memori PK;
Surat Penjelasan Tertulis;
Laporan sidang;
Laporan/Surat;

Replik/Duplik;

Bukti Perkara;

Legal Opini/Laporan;

Kajian Hukum /Laporan;
Laporan Hasil Analisis;
Dokumen rancangan;

Source code;

Dokumen skenario pengujian;
Lembar Kerja Analisis Intelijen (LKAI);
Laporan Penelitian;
P-18/8P-3; dan

P-21/8P-3.

Pemeriksa Bea dan Cukai Madya/Anhli Madya, meliputi:

1)
2)
3)

4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

Surat Keputusan/Penolakam;

Nomor [nduk Perusahaan (NIPER)/Surat Penolakan;
Surat Pemberitahuan Penyesnaian Jaminan (SPPJ)/Surat
Penolakan;

Laporan;

Berita Acara;

Sertifikat/Surat Penolakan;

Nomntor [dentitas Kepabeanan (NIK)/Surat Penolakari;
Program Mutu,

Laporan Evaluasi;

Dokumern Mutu;

Program Penelitian;

Naskah Akademis;

Laporan Hasil Audit (LHA);
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14) Laporan analisis;
15) Surat Uraian Banding/Surat Tanggapan;
16) Memori PK/ Kontra Memori PK;
17) Surat Penjelasan Tertulis;
18) Legal Opini/Laporan;
19) Kagjian Hukum/Laporan;
20) Surat/Nota Dinas;
21) Lembar Kerja Analisis Intelijen (LKAI);
22) Laporan Penelitian;
23) P-18/8P-3; dan
24) P-21/SP-3.
d. Pemeriksa Bea dan Cukai Utama/Ahli Utama, meliputi:
1) Laporan;
2) Naskah Akademis;
3) Nota Dinas/Surat dan Naskal Akademis; dan
4)  Laporan Hasil Audit.

VI. PENILATAN ANGKA KREDIT BAGI PEMERIKSA BEA DAN CUKAI YANG
MELAKSANAKAN TUGAS TIDAK SESUAI DENGAN JENJANG JABATANNYA

1. Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Pemeriksa Bea dan Cukai
untuk melaksanakan tugas sesuai dengan jenjang jabatannya
sebagaimana dimaksud pada angka IV, maka Pemeriksa Bea dan Cukai
lain yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang
jabatannya dapat melaksanakan kegiatan tersebut berdasarkan
penugasar secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

2, Dalam hal pada unit kerja terdapat salah satu jenjang jabatan
fungsional Penieriksa Bea dan Cukai yang volume beban tugasnya
melebihi kebutuhan jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai, maka Pemeriksa
Bea dan Cukai yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di
bawah jenjang jabatannya dapat melaksanakan kegiatan tersebut
berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang
bersangkutarn.

3. Penilaian Angka Kredit atas hasil penugasan sebagaimana dimaksud

pada angka 1 dan angka 2, ditetapkan sebagai berikut:
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a. Pemeriksa Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas satu tingkat di
atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan
sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap butir
kegiatan, sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nemer 31 Tahun 2016.

Contoh:

Sdr. Husni Fattah Prasetya, S.E., NIP. 19790220 200203 1 001,
jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai Muda/Ahli Muda, pangkat Penata
Tingkat I, golongan ruang IT/d pada Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai.

Yang bersangkutan ditugaskan untuk melaksanakan audit
kepabeanan dan cuikai sebagai pengendali mutui audit untuk audit
khusus dalam rangka keberatan atas penetapan Pejabat Bea dan
Cukai dengan Angka Kredit 0,2025. Kegiatan dimaksud merupakan
tugas jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai Madya/Anhli Madya.

Dalam hal ini Angka Kredit yang diperolel sebesar 80% X 00,2023 =
0,1620.

b. Pemeriksa Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas satu tngkat di
bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan
sebesar 100% (seratus persen) dari Angka Kredit setiap butir
kegiatan sebagaimana tercantumi dalam Lampiran I Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016.

Contoh:

Sdr. Yulian Rio Pradika, S.8.7T., NIP. 19781210 200211 1 004,
jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai Muda/Ahli Muda, pangkat Penata
Tingkat I, golongan ruang III/d pada Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai.

Yang bersangkutan ditugaskan untuk melaksanakan analisis dalam
rangka Mediasi, Gugatan/Jawaban Gugatan atas perkara hukum di
bidang kepabeanan dan cukai dengan Angka Kredit 0,1967.
Kegiatan dimaksud merupakan tugas jabatan Pemeriksa Bea dan
Cukai Pertama/Ahli Pertama.

Dalam hal ini Angka Kredit yang diperoleh sebesar 100% X 0,1967 =
0,1967.
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VIL PEJABAT YANG BERWENANG MENGANGKAT, PENGANGKATAN
PERTAMA, DAN PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN
A. PEJABAT YANG BERWENANG MENGANGKAT
Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan
Cukai ditetapkan oleh Pgjabat sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.

B. PENGANGKATAN PERTAMA
1. Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pemieriksa Bea dan Cukai
kategori keterampilan melalui pengangkatan pertama harus
memenuhi syarat:

a. berstatus PNS;

b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
sehat jasmani dan rohani;
pangkat paling rendah Pengatur Muda, golongan ruang IT/a;

€. berijazah paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)
atau yang sederajat dan paling tinggi Diploma III (D-III) di bidang
kepabeanan dan cukai atau kualifikasi pendidikan lain yang
ditentukan oleh Instansi Pembina;

f. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi
Manajerial, Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar
komipetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;

g. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional
di bidang kepabeanan dan cukai; dan

h. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu)
tahun terakhir.

2. Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai

Keahlian melalui pengangkatan pertama harus memenuhi syarat:

a. berstatus PNS;

b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
sehat jasniani dan rohani;
pangkat paling rendah Penata Muda;, golongan ruang I1l/a;

e, berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV) di bidang
kepabeanan dan cukai atau kualifikasi pendidikan lain yang

ditentukan olel Instansi Pembina;
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f. mengikuti dan lulus wuwji Kompetensi Teknis, Kompetensi
Manajerial, Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar
kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;

g. mengikuti dan lulus diklat fungsional di bidang kepabeanan dan
cukai; dan

l: milai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu)
tahun terakhir.

3. Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada angka 1, dan
angka 2 merupakan pengangkatan untuk mengisi kebutuhan dari
Calon PNS.

4. Calon PNS sebagaimana dimaksud pada angka 3 setelah diangkat
sebagai PNS$ paling lama 2 (dua) tahun harus mengikuti dan lulus
diklat fungsional di bidang kepabeanan dan cukai serta uji
kom petensi.

5. PNS yang telah mengikuti dan lulus diklat fungsional di bidang
kepabeanan dan cukai serta uji kompetensi sebagainiana dimaksud
pada angka 4 paling lama 1 (satu) tabhun harus diangkat dalam
Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai.

6. Pelaksanaan tugas di bidang kepabeanan dan cukai sejak menjadi
Calon PNS danj/atan PNS selama belum diangkat dalam jabatan
Pemeriksa Bea dan Cukai dapat dinilai sepanjang bukti fisik
lengkap.

7. Keputnsan pengangkatan pertama dalam dJabatan Fungsional
Pemeriksa Bea dan Cukai dibuat menurut contoh formulir yang
tercantum dalam Anak Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

C. PENGANGKATAN PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN
1. Pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain ke dalam
Jabatan  Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai dapat
dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. memenuhi persyaratan pengangkatan pertama kecnali haruf hy
b: memiliki pengalaman di bidang kepabeanan dan cukai paling
singkat 2 (dua) tahumn;
c.. nilai prestasi ketja paling kurang bemilai baik dalam 2 (dua)
tahun terakhir;
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d. berusia paling tinggi:

1) 58 (lima puluh ftiga) tahun untuk Jabatan Fungsional
Pemeriksa Bea dan Cukai kategori Keterampilan, Jabatan
Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama/Ahli Pertama
dan Pemeriksa Bea dan Cukai Muda/Ahli Muda;

2) 85 (lima puluh lima) tahun untuk Jabatan Fungsional
Pemeriksa Bea dan Cukai Madya/Ahli Madya; dan

3) 60 (enam puluh) tahun tahun untuk Jabatan Fungsional
Pemeriksa Bea dan Cukai Utama/Ahli Utama bagi PNS yang
telah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.

€. syarat lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina.

2. Pengalaman di hidang kepabeanan dan cukai sebagaimana
dimaksud pada angka 1 huruf b, dapat dihitung secara kumulatif.

3. Usia sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d, merupakan
batas usia paling lambat penetapan keputusan pengangkatan dalam
Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Ciuikai, oleh karena itu
penyampaian usul pengangkatannya sudah diterima oleh Pejabat
Pembina Kepegawaian masing-masing paling kurang 6 (enam) hulan
sebelum usia yang dipersyaratkan berakhir,

Contolh:

Sdr. Tesalonika Broery Agustin, S.8.T., M.IL, NIP. 19620610 199403
1001, pangkat Pembina Tingkat 1, golongan ruang IV/b, miendudtiki
jabatan Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Sorong.

Apabila yang bersangkutan akan dipindahkan ke dalam Jabatan
Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai untuk menduduki Jabatan
Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai Madya/Ahli Madya, maka
penyampaian usul pengangkatannya sudah diterima olehh Pejabat
Pembina Kepegawaian paling lambat akhir bulan Desember 2016
dan penetapan keputusan pengangkatannya paling lambat akhir
bulan Mei 2017, mengingat yang bersangkutan lahir bpulan Juni
1962.

4. Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada

angka 1, sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang

jabatan ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang
ditetapkan oleh pejabat vang berwenang menetapkan Angka Kredit.

Jumlah Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada angka 4

ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang,

<l
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6. Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada angka 35 tidak
didasarkan pada masa kerja pangkat dan golongan ruang, tetapi
didasarkan pada kegiatan unsur utama dan dapat ditambah dari
kegiatan unsur periunjang.

Contoh:
Sdr. Arief Nico Firmansyah $.H., M.H., NIP. 19780408 200708 1
001, pangkat Penata, golongan ruang Ill/c, jabatan Kepala Seksi
Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan. Yang bersangkutan akan
diangkat dalam Jabatan Fungsienal Pemeriksa Bea dan Cukai.
Selama menduduki jabatan Kepala Seksi Penyidikan dan Barang
Hasil Penindakan; yang bersangkutan melakukan kegidtan antara
lain:
a, Unsur utama

1) Diklat fungsional bidang kepabeanan dan cukai sebesar S

Angka Kredit.
2) Pelaksanaan tugas kepabeanan dan cukai sebesar 25 Angka
Kredit.

3) Pengembangan profesi sebesar 5 Angka Kredit.
b. Unsur penunjang

Mengikuti 1 (satu) kali kegiatan seminar di bidang kepabeanan

dan cukai sebagai moderator sehingga memperoleh 2 Angka

Kredit.
Dalam hal demikian, Angka Kredit ditetapkan dari unsur utama dan
unsur penunjang yakni sebesar 37 Angka Kredit ditambah Angka
Kredit dari pendidikan Magister (S2) sebesar 150 Angka Kredit,
jumlah keselurulian yakni sebesar 187 Angka Kredit. Maka Sdr.
Arief Nico Firmansyah 8S.H., M.H., diangkat dalam Jabatan
Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama/Ahli Pertama dengan
tidak didasarkain pada masa kerja pangkat dan golongain ruang.

7. Keputusan pengangkatan PNS melalui perpindahan dari jabatan
lain ke dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai dibuat
menurut contoh formulir yang tercantum dalam Anak Lampiran 2
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala

Badan ini.
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D. PENGANGKATAN DARI JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN

CUKAI KATEGORI KETERAMPILAN KE KATEGORI KEAHLIAN

1. Pemeriksa Bea dan Cukai kategori keterampilan yang memperoleh
jjazah Sarjana (S1)/Diploma IV dapat diangkat dalam Jabatan
Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai kategori keahlian, dengan
syarat sebagai berikut:

a. ijazah yang dimiliki sesuai dengan bidang tugas Jabatan
Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai;

b. mengikuti dan lvlus pendidikan dan pelatihan fungsional yang
ditentukan untuk Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai
kategori keahlian; dan

¢. memenuhi jumlah Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan.

2. Pemeriksa Bea dan Cukai kategori keterampilan yang akan diangkat
menjadi Pemeriksa Bea dan Cukai kategori kealilian sebagaimana
dimaksud pada angka 1 diberikan Angka Kredit dari ijazah Satrjana
(81)/Diploma IV (DIV), ditambah sebesar 65% (enam puluh lima
perseil) Angka Kredit Kumulatif dari diklat, togas jabatan, dan
pengembangan prefesi dengan tidak memperhitungkan Angka Kredit
dari unsur penunjang.

3. Pemeriksa Bea dan Cuokai yang menduduki pangkat Pengatur
Tingkat I, golongan ruang 11/d ke bawal yang memperoleh ijazah
Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV), sebelum diangkat dalam Jabatan
Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai kategori keahlian ditetapkan
terlebih dahulu kenaikan pangkatnya menjadi Penata Muda,
golongan ruang [ /a.

4. Pemeriksa Bea dan Cukai kategori keterampilan sebagaimana
dimaksud pada angka 1, dapat dipertimbangkan untuk diangkat
dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai kategori
keahlian setelah dinyatakan lulus diklat fungsional yang ditentukan
untuk Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai kategori
keahlian.

5. Pengangkatan ‘Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai
kategori keterampilan menjadi Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea
dan Cukai kategori keahlian ditetapkan oleh Pejabat Pembina
Kepegawaian dengan mempertimbangkan ketersediaan kebutuhan

Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai kategori keahlian.

www.peraturan.go.id



57 2017, No.1181

6. Penetapan Angka Kredit perpindahan dari Jabatan Fungsional
Pemeriksa Bea dan Cukai kategori keterampilan menjadi Jabatan
Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai kategori keahlian dibuat
menurut contoh formulir vang tercantum dalam Anak Lampiran 3
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala
Badan ini.

7. Keputusan pengangkatan Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan
Cukai kategori keterampilan menjadi Jabatan Fungsional Pemeriksa
Bea dan Cukai kategori keahlian dibuat menurut contoh formulir
yang tercantum dalam Anak Lampiran 4 yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

E. TATA CARA PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL
PEMERIKSA BEA DAN CUKAIT
Ketentuan Teknis tata cara pengangkatan dalam Jabatan Fungsional
Pemeriksa Bea dan Cukai diatur dengan petunjuk teknis yang
ditetapkan oleh Menteri Keuangan selaku Pimpinan Instansi Pembina

Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai.

VII. SASARAN KERJA PEGAWAI, TARGET ANGKA KREDIT MINIMAL
PERTAHUN, DAN SANKSI
A. SASARAN KERJA PEGAWAI

1. Pada awal tahun, setiap Pemeriksa Bea dan Cukai wajib menyusun
Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang akan dilaksanakan dalam 1
(satu) tahun berjalan.

2. SKP Pemeériksa Bea dan Cikai disusun bérdasarkan penetapan
kinerja unit kerja yang bersangkutan.

3. SKP untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari butir
kegiatan yang merupakan turunan dari penetapan Kinerja unit
dengan mendasarkan kepada tingkat kesulitan dan syarat
kompetensi untuk masing-masing jenjang jabatan.

4. SKP dapat ditambahkan dengan kegiatan lain yang merupakan

turunan dari penetapan kinerja unit atau atasan langsung,

<1

SKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada angka 1

harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung.
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B. TARGET ANGKA KREDIT MINIMAL PERTAHUN

1. Pemeriksa Bea dan Cukai kategori keterampilan setiap tahun wajib
mengumpulkan angka kredit dari unsur diklat, tugas jabatan,
pengembangan profesi, dan unsur penunjang dengan juralah angka
kredit paling kurang:

a. 3,75 untuk Pemeriksa Bea dan Cukai Pelaksana Pemula/
Pemula,

b. & untuk Pemeriksa Bea dan Cukai Pelaksana/ Terampil;

c. 12,6 untuk Pemeriksa Bea dan Cukai Pelaksana
Lanjutan/Mahir; dan

d. 25 untuk Pemeriksa Bea dan Cukai Penyelia.

2. Pemeriksa Bea dan Cukai kategori keahlian setiap tahun wajib
mengumpulkan angka Kkredit dari unsur diklat, tugas jabatan,
pengembangan profesi, dan unsur penunjang dengan jumlah angka
kredit paling kurang:

12,5 untuk Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama/Ahli Pertama;
25 untuk Pemeriksa Bea dan Cukai Muda/Ahli Muda;

37,5 untuk Pemeriksa Bea dan Cukai Madya/Ahli Madya; dan
50 untuk Pemeriksa Bea dan Cukai Utama/Ahli Utanmia.

&9 TP

3. Target Angka Kredit minimal sebagaimana dimaksud pada angka 1
dan angka 2, terdiri dari:
4. unsur utama tidak termasuk sub unistr pendidikan formal; dan
b. unsor penunjang.

4. Jumlah target Angka Kredit minimal sebagaimana dimaksud pada
angka 1 huruf 4, tidak berlaku bagi Pemeriksa Bea dan Cukai
Penyelia, pangkat Penata Tingkat 1, golongan ruang T1/d.

<l

Jumlah target Angka Kredit minimal sebagaimana dimaksud pada
angka 2 huruf d, tidak berlaku bagi Pemeriksa Bea dan Cukai
Utama/Ahli Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang [V/e.

6. Pemeriksa Bea dan Cukai Penyelia, pangkat Penata Tingkat I,
golongan ruang [II/d setiap tahun sejak menduduki pangkatnya
wajib mengumpulkan paling karang 10 (sepulul) Angka Kredit dari
kegiatan pemeriksaan bea dan cukai, pencegahan pelanggaran
peraturan perundang-undangan, penyidikan tindak pidana,
pelayanan informasi, kepatuhan internal, dan pengelolaan informasi

di bidang kepabeanan dan cukai.
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7. Pemeriksa Bea dan Cukai Utama/Ahli Utama, pangkat Pembina
Utama, golongan ruang IV/e setiap tahun sejak menduduki
pangkatnya wajih mengumpulkan paling kurang 25 (dua pulub
lima) Angka Kredit dari kegiatan pemeriksaan bea dan cukai,
pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan,
penyidikan tindak pidana, pelayanan informasi, kepatuhan internal,
dan pengelolaan informasi di bidang kepabeanan dan cukai dan
pengembangan profesi.

8. Jumlah target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada angka 1,
angka 2, angka 6, dan angka 7 sebagai dasar untuk penilaian SKP,

C. SANKSI

Pemeriksa Bea dan Cukai akan mendapatkan sanksi disiplin apabila

pencapaian sasaran Kerja akhir tahun sebagai berikut:

1. Pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun bagi Pemeriksa Bea dan
Cukai yang hanya mencapai 25% (dua puluh lima persen) sampai
dengan 50% (lima puluh persen) dijatuhi hukuman tingkat sedang
sesuai peraturan perundang-undangan.

2. Pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun bagi Pemeriksa Bea dan
Cukai yang hanya mencapai kurang dari 25% (dua puluh lima
persen) dijatuhi hukuman tingkat berat sesuai peraturan

perundang-undangan.

[X. PENGUSULAN, PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
A. PENGUSULAN PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

1. Bahan usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit Pemeriksa Bea
dan Cukai disampaikan oleh Pemeriksa Bea dan Cukai kepada
pimpinan unit kerja atau paling rendah pejabat Pengawas yang
bertanggung jawab di bidang tata usaha setelah diketahui atasan
langsung Pemeriksa Bea dan Cukai yang bersangkutan.

2. Usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit sebagaimana
dimaksud pada angka 1 dengan melampirkan Daftar Usul Penilaian
dan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) Pemeriksa Bea dan Cukai
yang dibuat menurut contoh formulir yang tercantum dalam Anak
Lampiran 5A sampai derigan Anak Lampiran 5D dan Anak Lampiran
6A sampai dengan Anak Lampiran 6D yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peratuiiran Kepala Badan ini.
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3. Setiap usulan penetapan Angka Kredit Pemeriksa Bea dan Cukai
harus dilampiri, antara lain dengan:

a. surat pernyataan melakukan Kkegiatan pemeriksaan, dibuat
menurut contoh formulir yang tercantum dalam Anak Lampiran
7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Kepala Badan ini;

b. surat pernyataan melakukan kegiatan pemeriksaan bukti
permulaan, dibuat menurut centeh formulir yang tereantum
dalam Anak Lampiran 8 yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini;

c. surat periiyataan melakukan kegiatan pencegahan dan
penyidikan, dibuat menurut contoh formulir yang tercantum
dalam Anak Lampiran 9 yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini;

d. surat penyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi
dibuat menurat contoh formulir yvang tercantum dalam Anak
Lampiran 10 yang merupakan bagian tidak terpisabkan dari
Peraturan Kepala Badan ini;

e. surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang pelaksanaan
tugas Pemeriksa Bea dan Cukai, dibuat menurut contoh formulir
yang tercantum dalam Anak Lampiran 11 yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini; atau

f. surat pernyataan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dan
fotocopy bukti-bukti mengenai ijazah/Surat Tanda Tamat
Pendidikan dan Pelatihan, dibuat menurut contoh formulir yang
tercantum dalam Anak Lampiran 12 yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

4. Surat pernyataan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud

pada angka 4, harus dilampiri dengan bukti fisik.

5. Pimpinan unit kerja atau paling rendah pejabat Pengawas yang
bertanggung jawab. di bidang tata usaha menyampaikan bahan
usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit kepada pejabat yang
berwenang mengusulkan penetapan Angka Kredit dan dibuat
menurtit contoh formulir yang tercantim dalam Anak Lampiran 13
yang merupakan bagian tidak terpisalikan dari Peraturan Kepala
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6. Usulan penetapan Angka Kredit Pemeriksa Bea dan Cukai diajukan
oleh:

a. Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kepada Direktur
Jenderal Bea dan Cukai untuk Angka Kredit bagi Pemeriksa Bea
dan Cukal Madya/Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan
mang IV/a sampai dengan pangkat Pembina Utama Muda,
golengan ruang IV/c dan Pemeriksa Bea dan Cukai Utama/Ahli
Utama pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d
sampai dengan pangkat Pembina Utama; golongan ruang [V/e;

b. Pejabat Administrator yang membidangi kepegawaian pada unit
Jabatat Pimpinan Tinggl Madya yang membidangi Kepabeanan
dan Cukai kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
untuk Angka Kredit bagi:

1) Pemeriksa Bea dan Cukal Pelaksana Pemula/Pemula
pangkat Pengatur Muda, golongan ruang I/a, sampai
dengan Pemeriksa Bea dan Cukai Penyelia pangkat Penata
Tingkat I, golongan ruang 1I1/d; dan

2) Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama/Ahli Pertama, pangkat
Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan
Pemeriksa Bea dan Cukai Muda/Ahli Muda, pangkat Penata
Tingkat 1, golongan ruang I1/d;

di lingkungan kantor pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Kementerian Ketiangan.

c. Pejabat Administrator yang membidangi kepegawaian pada
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Pejabat
Administrator yang membidangi kepegawaian pada Kantor
Pengawasan dan Pelayanan (KPPBC) atau Unit Pelayanan Teknis
(UPT) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kepada Kepala Kantor
Wilayalh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian
Keuangan untuk Angka Kredit bagi:

1) Pemeriksa Bea dan Cukai Pelaksana Pemula/Pemula
pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a, sampai
dengan Pemeriksa Bea dan Cukai Penyelia pangkat Penata
Tingkat I, golongan ruang II1/d; dan

2) Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama/Ahli Pertama, pangkat
Penata Muda, golongan ruang [I/a sampai dengan
Pemeriksa Bea dan Cukai Muda/Ahli Muda, pangkat Penata
Tingkat T, golongan ruang 11T/d;
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di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan

Cukai dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan (KPPBC) atau Unit

Pelayanan Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Kementerian Keuangan.

d. Pejabat Adniinistrator vang membidangi kepegawaian pada
Kantor Pelayanan Utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan kepada Kepala Kantor Pelayanan Utama
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan
untuk Angka Kredit:

1) Pemeriksa Bea dan Cukai Pelaksana Pemula/Pemula
pangkat Pengator Muda, golongan ruang II/a, sampai
dengan Pemeriksa Bea dan Cukai Penyelia pangkat Penata
Tingkat I, golongan ruang II1/d; dan

2) Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama/Ahli Pertama, pangkat
Penata Muda, gelongan ruang IlI/a sampai dengan
Pemeriksa Bea dan Cuikai Muda/Ahli Muda, pangkat Penata
Tingkat T, golongan ruang 11T/d;

di lingkungan Kantor Pelayanan Utama Direktorat Jenderal Bea

dan Cukai Kementerian Keuangan.

7. Pejabat yang mengusulkan Angka Kredit menyampaikan bahan
usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit kepada pejabat yang
berwenang menetapkan Angka Kredit.

8. Dalam hal melakukan proses penilaian dan penetapan DUPAK
menjadi Penetapan Angka Kredit (PAK), pejabat yang berwenang
menetapkan Angka Kredit dibantu oleh Tim Penilai.

B. PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

1. Penilaian prestasi kerja Pemeriksa Bea dan Cukai dilakukan 1 (satu)
kali dalam setahun.
Contolh:
Prestasi kerja Pemeriksa Bea dan Cukai mulai 1 Januari 2017
samipai dengan 31 Desember 2017 harus dinilai dan ditetapkan
paling lambat bulan Januari 2018.

2. Penilaian dan penetapan Angka Kredit terhadap Pemeriksa Bea dan
Cukai dilakukan paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun.
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3. Penilaian dan penetapan Angka Kredit untuk kenaikan pangkat
Pemeriksa Bea dan Cukai dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum periode
kenaikan pangkat PNS, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. untuk kenaikan pangkat periode April, Angka Kredit ditetapkan
paling lambat pada bulan Januari tahnn yang bersangkutai;
dan

b. untuk kenaikan pangkat periode Oktober, Angka Kredit
ditetapkan paling lambat pada bulan Juli tahun yang
bersangkutan.

4. Setiap usulan penetapan Angka Kredit bagi Pemeriksa Bea dan
Cukai harus dinilai secara seksama oleh Tim Penilai berdasarkan
rincian kegiatan dan nilai Angka Kredit sebagainiana tercantum
dalami Lampiran [ dan Lampiran II Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 31 Tahun 2016.

5. Bahan usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit yang telah
dilakukan penilaian oleh Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada
angka 4 kemudian ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
menetapkan Angka Kredit.

6. Asli penetapan Angka Kredit disampaikan kepada Kepala Badan
Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian
Negara, dan tembusannya disampaikan kepada:

a. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit;

b. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;

c. Kepala Biro Kepegawaian/Bagian Kepegawaian yang
bersangkutan;

d. Pemeriksa Bea dan Cukai yang bersangkutan; dan

e. Pejabat lain yang dianggap perlu.

7. Penetapan Angka Kredit Pemeriksa Bea dan Cukai; dibuat menurut
contoh formulir yang tercantum dalam Anak Lampiran 14 yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan

i,

X. PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT, TIM
PENILATL, TIM TEKNIS, DAN TUGAS TIM PENILAT
A. PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT
1. Pejabat vang berwenang menetapkan Angka Kredit Jabatan
Fungsional Pemeriksa Bea dan Cuikai, yaitu:
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a. Direktur Jenderal Bea dan Cukai untuk Angka Kredit bagi
Pemeriksa Bea dan Cukai Madya/Ahli Madya, pangkat Fembina,
golongan ruang IV/a sampai dengan pangkat Pembina Utama
Muda, golongan ruang IV/c dan Pemeriksa Bea dan Cukai
Utama/Ahli Utama pangkat Pembina Utama Madya, golongai
mang IV/d sampal dengan pangkat Pembina Utama, golongan
ruang IV/e di lingkungan Kementerian Keuangan

b. Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk Angka
Kredit bagi:

1) Pemeriksa Bea dan Cukai Pelaksana Pemula/Pemula
pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a, sampai
dengan Penieriksa Bea dan Cukai Penyelia pangkat Penata
Tingkat I, golongan ruang IlI/d; dan

2) Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama/Ahli Pertama, pangkat
Penata Muda, geolongan ruang II/a sampai dengan
Pemeriksa Bea dan Cukai Muda/Ahli Muda, pangkat Penata
Tingkat I, golongan ruang 1I1/d;

di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Kementerian Keuangan.

¢. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan untuk Angka Kredit bagi:

1) Pemeriksa Bea dan Cukai Pelaksana Pemula/Pemula
pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a, sampai
dengan Pemeriksa Bea dan Cukai Penyelia pangkat Penata
Tingkat I, golongan ruang IlI/d; dan

2) Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama/Ahli Pertama, pangkat
Penata Muda, golengan rnang II/a sampai -dengan
Pemeriksa Bea dan Cukai Muda/Ahli Muda, pangkat Penata
Tingkat I, gelongan ruang I11/d;

di lingkungan Kantor Wilayah dan Kantor Pengawasan dan

Pelayanan (KPPBC) atau Unit Pelayanan Teknis (UPT) Direktorat

Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuarnigan.

d. Kepala Kantor Pelayanan Utama Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai Kementerian Keuangan untuk Angka Kredit bagi:

1) Pemeriksa Bea dan Cukai Pelaksana Pemula/Pemula
pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a, sampai
dengan Pemeriksa Bea dan Cukai Penyelia pangkat Penata
Tingkat T, golongan ruang 111/d; dan
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2) Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama/Ahli Pertama, pangkat
Penata Muda, golongan ruang Il/a sampai dengan
Pemeriksa Bea dan Cukai Muda/Ahli Muda, pangkat Penata
Tingkat 1, golongan ruang [1/d;

di lingkungan Kantor Pelayanan Utama Direktorat Jenderal Bea

dan Cukai Kementerian Keuangan.

2. Dalam rangka tertib administrasi dan pengendalian;, Pejabat
sebhagaimana dimaksud pada angka 1 harus membuat spesimen
tanda tangan dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian
Negara/Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.

3. Apabila terdapat pergantian pejabat yang berwenang menetapkan
Angka Kredit, spesimen tanda tangan pejabat yang menggantikan
tetap harus dibuat dan disampaikan kepada Kepala Badan
Kepegawaian Negara/Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.

4. Apabila pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit
sebagaimana dimaksud pada angka 1 berhalangan sehingga tidak
dapat menetapkan Angka Kredit sampai batas waktu yang
ditentukan pada angka IX huruf B angka 3, maka Angka Kredit
dapat ditetapkan oleh pejabat lain satu tingkat di bawahnya, yang
secara fungsional bertanggung jawab di bidang kepabeanan dan
cukai setelah mendapatkan delegasi atau kuasa dari pejabat yang
berwenang menetapkan Angka Kredit atau atasan pejabat yang
berwenang menetapkan Angka Kredit.

5. Keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit tidak

dapat diajukan keberatan.

B. TIM PENILAI
1. Dalam menjalankan tugasnya, pejabat yang berwenang menetapkan

Angka Kredit Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai dibantu

oleh Tim Penilai, yang terdiri atas:

a. Tim Penilai Direktorat Jenderal bagi Direktur Jenderal Bea dan
Cukai untuk Angka Kredit bagi Pemeriksa Bea dan Cukai
Madya/Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang [V/a
sampai denigan pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang
IV/c dan Pemeriksa Bea dan Cukai Utama/Ahli Utama pangkat
Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d sampai dengan
pangkat Pembina Utama, golongan ruang IVie di lingkangan

Kementerian Keuangan.
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b. Tim Penilai Sekretariat Direktorat bagi Sekretaris Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai untuk Angka Kredit:

1) Pemeriksa Bea dan <Cukai Pelaksana Pemula/Pemula
pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a, sampai
dengan Penieriksa Bea dan Cukai Penyelia pangkat Penata
Tingkat I, gelongan ruang I11/d; dan

2) Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama/Ahli Pertama, pangkat
Penata Muda, golongan ruang I[I/a sampai dengan
Pemeriksa Bea dan Cukai Muda/Ahli Muda, pangkat Penata
Tingkat I, golongan ruang II1/d;

di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Bea dan Cukai

Kementerian Keuangar;

¢. Tim Penilai Kantor Wilayalh bagi Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan
untuk Angka Kredit:

1) Pemeriksa Bea dan Cukai Pelaksana Pemula/Pemula
pangkat Pengatuor Muda, golongan ruang IIfa, sampai
dengan Pemeriksa Bea dan Cukai Penyelia pangkat Penata
Tingkat I, golongan ruang II1/d; dan

2) Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama/Ahli Pertama, pangkat
Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan
Pemeriksa Bea dan Ciikai Muda/Ahli Muda, pangkat Penata
Tingkat I, golongan ruang 1I1/d;

di lingkungan Kantor Wilayah dan Kantor Pengawasan dan

Pelayanan (KPPBC) atau Unit Pelayanan Teknis (UPT) Direktorat

Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.

d, Tim Penilai Kantor Pelayanan Utama bagi Kepala Kantor
Pelayanan Utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan untuk Angka Kredit:

1) Pemeriksa Bea dan Cukai Pelaksana Pemula/Pemula
pangkat Pengatur Muda, golongan ruang Il/a, sampai
dengan Pemeriksa Bea dan Cukai Penyelia pangkat Penata
Tingkat 1, golongan ruang I11/d; dan

2) Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama/Ahli Pertama, pangkat
Penata Muda, golongan ruang I[I/a sampai dengan
Pemeriksa Bea dan Cukai Muda/Ahli Muda, pangkat Penata
Tingkat I, golongan ruang III/d;
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di lingkungan Kantor Pelayanan Utama Direktorat Jenderal Bea
dan Cukai Kementerian Keuangan.
Pembentukan dan susunan anggeta Tim Penilai ditetapkan oleh:
a. Direktur Jenderal Bea dan Cukai untuk Tim Penilai Direktorat
Jenderal.

b. Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk Tim Penilai
Sekretariat Direktorat Jenderal.

¢. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Keuangan untuk Tim
Penilai Kantor Wilayalh.

Kepala Kantor Pelayanan Utama Direktorat Jendéral Bea dan Cukai

Kementerian Keuangan untuk Tim Penilai Kantor Pelayanan Utama.

. 'Tim Penilai terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur teknis yang
membidangi pemeriksaan bea dan cukai, pencegahan di bidang
kepabeanan dan cukal, penyidikan tindak pidana, pelayanan
informasi; kepatuhan internal, dan/atau pengelolaan informasi di
bidang kepabeanan dan cukai, unsur kepegawaian, dan Pejabat
Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai.

Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut:

a. seorang Ketua merangkap anggota;

b. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan

e. paling kurang 3. (tiga) orang anggota.

Ketiia Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a,

paling rendah Pejabat Administrator.

Sekretaris Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf

b, harus berasal dari unsur kepegawaian yang memiliki tuigas dan

fungsi pembinaan Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai.

Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada angka 4 hurufc,

paling sedikit 2 (dua) orang dari Pemeriksa Bea dan Cukai.

Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai, vaitu:

a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan
jabatan/pangkat Pemeriksa Bea dan Cukai yang dinilai,

b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai kinerja
Pemeriksa Bea dan Cukai; dan

c. aktif melakukan penilaian Kinerja.

.Masa jabatan anggota yaitu 3 (tiga) talhun dan dapat diangkat
kembali untuk masa jabatan perikutnya.
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11. Anggota yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan secara
berturut-turut sebagaimana dimaksud pada angka 9, dapat
diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa
Jjabatan.

12. Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang pensiun atau
berhalangan 6 (enam) bulan atau lebih, maka Ketua Tim Penilai
dapat mengajukan usul penggantian anggota secara definitif sesuai
masa kerja yang tersisa.

13. Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang ikut dinilai, Ketua
dapat mengajukan usul pengganti anggota.

14. Dalam hal komposisi jumlah anggota Tim Penilai tidak dapat
dipenuhi dari Pemeriksa Bea dan Cukai, maka Anggota Tim Penilai
dapat diangkat dari pgjabat lain yang mempunyai kompetensi dalam
penilaian prestasi kerja Pemeriksa Bea dan Cukal.

C. TIM TEKNIS

1. Tim Penilai dapat membentuk Tim Teknis yang anggotanya terdiri
atas para ahli, baik yang berstatus sebagai PNS atau bukan
berstatus PNS yang mempunyai kemampnan teknis yang
diperlukan.

2. Tugas pokok Tim Teknis memberikan saran dan pendapat
kepada Ketua Tim Penilai dalam hal memberikan penilaian atas
kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan
keahlian terteritu.

3. Tim Teknis menerima tugas dari dan bertanggung jawab kepada
Ketuia Tim Penilai.

4. Pembentukan Tim Teknis hanya bersifat sementara apabila terdapat
kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan
keahlian tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 2.

D. TUGAS TIM PENILAI
1. Tugas Timl Penilai Direktorat Jenderal, yaitu:
a. membantu Direktur Jenderal Bea dan Cukai tntuk Angka Kredit
bagi Penicriksa Bea dan Cukai Madya/Ahli Madya, pangkat
Pembina, golongan ruang IV/a sampai dengan pangkat Pembina
Utama Muda, golongan ruang IV/c dan Pemeriksa Bea dan
Cukai Utama/Ahli Utama, pangkat Pembina Utama Madya,
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golongan ruang IV/d sampai dengan pangkat Pembina Utama,

golongan ruang IV/e di lingkungan Kementerian Ketiangan; dan

b. melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan penetapan
Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalan huruf a.

2. Tugas Tim Penilai Sekretariat Direktorat, yaitu:

a. membantu Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam
menetapkan Angka Kredit bagi:

1) Pemeriksa Bea dan Cukai Pelaksana Pemula/Pemula
pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a, sampai
dengan Pemeriksa Bea dan Cukai Penyelia pangkat Penata
Tingkat I, golonigan ruang 111/d; dan

2) Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama/Ahli Pertama, pangkat
Penata Muda, golongan ruang [I/a sampai dengan
Pemeriksa Bea dan Cukai Muda/Ahli Muda, pangkat Penata
Tingkat 1, golongan ruang [1/d;

di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Bea dan Cukai
Kementerian Keuangain.

b. melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan penetapan

Angka Kredit: sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
3. Tugas Tim Penilai Kantor Wilayah, yaitu:

a. membantu Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai Kementerian Keuangan dalam menetapkan Angka Kredit
bagi:

1) Pemeriksa Bea dan Cukai Pelaksana Pemula/Pemula
pangkat Pengatuor Muda, golongan ruang II/a, sampai
dengan Pemeriksa Bea dan Cukai Penyelia pangkat Penata
Tingkat I, golongan ruang IlI/d; dan

2) Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama/Ahli Pertama, pangkat
Penata Muda, golongan ruang II/a sampai dengan
Pemeriksa Bea dan Cukai Muda/Ahli Muda, pangkat Penata
Tingkat I, golengan ruang 1T/d;

di lingkungan Kantor Wilayah dan Kantor Pengawasan dan

Pelayanan (KPPBC) atau Unit Pelayanan Teknis (UPT) Direktorat

Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.

b. melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan penetapan

Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
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4. 'Tugas Tim Penilai Kantor Pelayanan Utama, vaitu:

a. membantu Kepala Kantor Pelayanan Utania Direktorat Jenderal
Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dalam menetapkan
Angka Kredit bagi:

1) Pemeriksa Bea dan Cukai Pelaksana Pemula/Pemula
pangkat Pengator Muda, golongan ruang II/a, sampai
dengan Pemeriksa Bea dan Cukai Penyelia pangkat Penata
Tingkat I, gelongan ruang I11/d; dan

2) Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama/Ahli Pertama, pangkat
Penata Muda, golongan ruang II/a sampai dengan
Pemieriksa Bea dan Cukai Muda/Ahli Muda, pangkat Penata
Tingkat I, golongan ruang I1/d;

di lingkungan Kantor Pelayanan Utama Direktorat Jenderal Bea

dan Cukai Kementerian Keuarigan.

b. melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan penetapan
Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

E. TATA KERJA TIM PENILAI DAN TATA CARA PENILAIAN
Tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian ditetapkan oleh Menteri
Keuangan selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional
Pemeriksa Bea dan Cukai.

XI. KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN JABATAN
A. KENATKAN PANGKAT

1. Kenaikan  pangkat  Pemeriksa Bea dan Cukai, dapat

dipertimbangkan apabila:

a. paling singkat 2 (dua) tahhun dalam pangkat terakhir;

b. memenuhi Angka Kredit kumulatif yang ditentukan untuk
kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; dan

c. setiap unsur perilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik
dalam 2 (dua) tahun terakhir.

2. Kenaikan pangkat PNS Kementerian Keuangan yang menduduki
jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai Madya/Ahli Madya, pangkat
Pembina Utama Muda, golonigan ruang IV/¢c untuk menjadi
Pemeriksa Bea dan Cukai Utama/Ahli Utama, pangkat Pembina
Utama Madya;, golongan ruang IV/d sampai dengan pangkat
Pembina Utama, golongan ruang IV/e, ditetapkan dengan
Keputusan Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala

Badan Kepegawaian Negara.
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3. Kenaikan pangkat PNS Kementerian Keuangan yang menduduki
jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai Madya/Ahli Madya, pangkat
Pembina Tingkat I, golonigan ruang IV/b menjadi pangkat Pembina
Utama Muda, golengan ruang [V/c ditetapkan oleh Kepala Badan
Kepegawaiann Negara atas mnama Presiden setelah mendapat
pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.

4. Kenaikan pangkat PNS Kementerian Keuangan yang menduduki
jabatan:

a. Pemeriksa Bea dan Cukai Pelaksana Pemula/Pemula pangkat
Pengatur Muda, gelongan ruang II/a untuk menjadi Pengatur
Muda Tingkat [, golongan ruang II/b, sampai dengan untuk
menjadi Pemeriksa Bea dan Cukai Penyelia, pangkat Fenata
Tingkat 1, golongan ruang I11/d; dan

b. Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama/Ahli Pertama, pangkat
Penata Muda, golongan ruang III/a untuk menjadi Penata Muda
Tingkat [, golongan ruang Ml/b sampai dengan untok menjadi
Pemeriksa Bea dan Cukai Madya/Ahli Madya, pangkat Pembina
Tingkat I, gelongan ruang IV/Db;

ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian yang

bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Badan

Kepegawaian Negara.

5. Kenaikan pangkat bagi Pemeriksa Bea dan Cukai dalam jenjang
jabatan yang lebih tinggi dapat dipertimbangkan jika kenaikan
jabatannya telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Contoh:

Sdr. Mohamad Fadillah S.H., NIP. 197905035 200204 1 001, pangkat

Penata Tingkat I, golongan rmang II/d terhitung mulai tanggal 1

April 2016, jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai Muda/Ahli Muda.

Berdasarkan hasil penilaian pada bulan Januari tahun 2019, Sdr.

Mohammad Fadillah 8.H., memperoleh Angka Kredit sebesar 405

dan akan dipertimbangkan untuk dinaikkan pangkatnya menjadi

Pembina, golongan ruang IV/a, terhitung mulai tanggal 1 April

2019. Maka sebelum dipertimbangkan kenaikan pangkatioya

terlebih dahulu ditetapkan kenaikan jabatannya menjadi Pemeriksa

Bea dan Cukai Madya/Ahli Madya.
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6. Pemeriksa Bea dan Cukai yang memiliki Angka Kredit ruelebihi
Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat
setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut dapat
diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.
Contoh:

Sdr. Deny Iswore S.IE., NIP. 19801016 200504 1 010, pangkat
Penata, golongan ruang III/c terhitung mulai tanggal 1 April 2017,
jabatan Penleriksa Bea dan Cukai Muda/Ahli Muda. Pada waktu
naik pangkat menjadi Penata, golongan ruang Ill/e, yang
bersangkutan nieniperoleh Angka Kredit Kumulatif sebesar 210.
Adapun Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat menjadi
pangkat Penata, golongan ruang Ill/c yaitu 200 Angka Kredit.
Dengan demikian Sdr., Deny Isworo S.BE., memiliki kelebihan 10
Angka Kredit dan dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat
berikutnya.

7. Pemeriksa Bea dan Ciikai pada tahun pertania telah memenuhi atau
melebihi Angka Kredit yang dipersyaratkan antuk kenaikan pangkat
dalam masa pangkat yang diduduki, pada tahun berikutnya
diwajibkan mengumpulkan paling kurang 20% (dua puluh persen)
Angka Kredit dari jnmlah Angka Kredit yang dipersvaratkan untuk
kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan
pemeriksaan bea dan cukai.

Contoh:

Sdr. Paulus Yogya Wiragi S.ST., NIP. 19800210 200403 1 001,
pangkat Penata, golongan ruang Ill/¢, terhitung mulai tanggal 1
April 2013, jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai Muda/Ahli Muda,
dengan Angka Kredit sebesar 225.

Berdasarkan penilaian prestasi kerja bulan Januari 2013 sampai
dengan 31 Desember 2013, Sdr. Paulus Yogya Wiragi S.8T., telah
mengumpulkan Angka Kredit sebesar 80 sehingga dalam tahun
pertama masa pangkaf yang dimilikinya sejak 31 Maret 2014 telah
memiliki Angka Kredit yang dapat dipertimbangkan untuk kenaikan
pangkat menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang [I/d, yaitu

sebesar 305.
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Dalam hal demikian, pada tahun kedua masa pangkat yang
dudukinya yvakni sejak 31 Maret 2014 sampai dengan 31 Maret
2015 untuk kenaikan pangkat menjadi Penata Tingkat [, gelongan
ruang [I/d, Sdr. Paulus Yogya Wiragi 8.8T., wajib mengurmpulkan
Angka Kredit paling kurang 20% x 100 = 20.

B. KENAIKAN JABATAN

1. Kenaikan jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai, dapat dipertimbangkan
apabila tersedia kebutuhan jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai
dengan ketentuan:

a. paling singkat 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;

b. memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan wuntuk
kenaikan jahatan setingkat lebih tinggi;

¢. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik
dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan

d. telah mengikuti dan lulus uji kompetensi.

2. Kenaikan jabatan dari Pemeriksa Bea dan Cukai Madya/Ahli Madya
menjadi Pemeriksa Bea dan Cukai Utama/Ahli Utania ditetapkan
oleh Presiden setelahh mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan
Kepegawaian Negara.

3. Kenaikan jabatan dari Pemeriksa Bea dan Cukai Pelaksana
Pemula/Pemula sampai dengan menjadi Pemeriksa Bea dan Cukai
Penyelia, dan Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama/Ahli Pertama
sampai dengan menjadi Pemeriksa Bea dan Cukai Madya/Ahli
Madya ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

4. Pemeriksa Bea dan Cukai Muda/Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat
[, golongan ruang [I/d yang akan naik jenjang jabatan dan pangkat
setingkat lebih tinggi menjadi Pemeriksa Bea dan Cukai Madya/Ahli
Madya, pangkat Pembina, golongan rtuang IV/a wajib
mengumpulkan sebanyak 6 (enam) angka kredit yang berasal dari
sub unsur pengembangan profesi.

3. Pemeriksa Bea dan Cukai Madya/Alhli Madya, pangkat Pembina,
golongan ruang IV/a yang akan naik pangkat menjadi Pembina
Tingkat I, golongan ruang IV/b wajib mengumpulkan sebanyak 8
(delapan) angka kredit yang berasal dari sub unsur pengembangan

profesi.
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6. Pemeriksa Bea dan Cukai Madya/Ahli Madya, pangkat Pembina
Tingkat 1, golongan ruang IV/b yang akan naik pangkat menjadi
Pembina Utama Muda, golongan ruang [V/c wajibh mengumpulkan
sebanyak 12 (dua belas) angka kredit yang berasal dari sub unsur
pengembangan profesi.

7. Pemeriksa Bea dan Cukai Madya/Ahli Madya, pangkat Pembina
Utama Muda, golongan ruang IV/c yang akan naik jenjang jabatan
dan pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Pemeriksa Bea dan
Cukai Utama/Ahli Utama, pangkat Pembina Utama Madya,
golongan rtuang IV/d wajib mengumpulkan sebanyak 14 (emipat
belas) angka kredit yang berasal dari sub onsur pengembangan
profesi.

8. Pemeriksa Bea dan Cukai Utama/Ahli Utania, pangkat pangkat
Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d yang akan naik
pangkat menjadi Pembina Utama, golongan ruang IV/e wajib
mengumpulkan sebanyak 16 (enam belas) angka kredit yang berasal
dari sub unsur pengembangan profesi.

9. Angka Kredit dari pengembangan profesi yang dipersyaratkan untuk
kenaikan Pangkat dan/atau jabatan niasing-masing sebagaimana
dimaksud pada angka 4 sampai dengan angka 8 tidak bersifat
Contol:

Sdr. M. Aashar S.E., NIP. 19780608 200104 1 001, pangkat Penata
Tingkat 1, golongan ruang I1/d, jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai
Muda/Ahli Muda, apabila yang bersangkutan akan naik jabatan
setingkat lebih tinggi menjadi Pemeriksa Bea dan Cukai Madya/Ahli
Madya diwajibkan mengumpulkan 6 (enam) Angka Kredit dari
unsur pengembangan profesi dengan rincian sebagai berikut:

a. Diklat fungsional/teknis yang = 6 Angka Kredit

mendukung tugas Pemeriksa Bea dan

Cukai,

b. Pelaksanaan kegiatan di bidang 88 Angka Kredit
kepabeanan dan cukai
¢. Pengembangan Profesi

Membuat karya tulis/karya ilmiah

6 Angka Kredit
hasil penelitian /pengkajian/survey/
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evaluasi di bidang kepabeanan dan

cukai vang dipublikasikan dalam

bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh

kementerian yang bersangkutan
Untuk kenaikan pangkat berikutnya menjadi menjadi Pembina
Tingkat I, golongan ruang IV/b wajib mengumpulkan sebanyak 8
(delapan) angka kredit yang berasal dari sub unsur pengembangarn

profesi.

a. Diklat fungsional/teknis yang 8 Angka Kredit
mendukung tugas Pemeriksa Bea dan
Cukai,

b. Pelaksanaan kegiatan di bidang

135 Angka Kredit
kepabeanan dan cukai

c. Pengembangan Profesi
Membuat karya tulis/karya ilmiah
berupa tinjauan atau ulasan ilmiah

Il

8 Angka Kredit

hasil gagasan sendiri di bidang

kepabeanan dan cukai yang

dipublikasikan dalam bentuk buku

yang diterbitkan dan diedarkan secara

nasional
Untuk kenaikan parigkat berikutnya menjadi menjadi Pembina
Utama Muda, golongan ruang IV/c wajib mengumpulkan sebanyak
12 (dua belas) angka kredit yang berasal dari sub unsur

pengembangan profesi.

a. Diklat fungsional/teknis yang 10 Angka Kredit
mendukung tugas Pemeriksa Bea dan
Cukai.

b. Pelaksanaan kegiatan di bidang

136 Angka Kredit
kepabeanan dan cukai
¢. Pengembangan Profesi
1) Membuat karya tulis/karya ilmiah
berupa tinjauan atau ulasan ilmiah

8 Angka Kredit

hasil gagasan sendiri di bidang
kepabeanan dan cukai yang
dipublikasikan dalam bentuk buku
yang -diterbitkan dan diedarkan

secara nasional

www.peraturan.go.id



2017, No.1181

-76-

2) Membuat karya tulis/karya ilmiah =

berupa tinjauan atau ulasan ilmiah
hasil gagasan sendiri di hidang
kepabeanan dan  cukai yang
dipublikasikan dalam bentuk
makalah ilmiah yang diakui oleh

Kementerian yang bersangkiitan

4 Angka Kredit

Untuk kenaikan pangkat berikutnya menjadi rmenjadi Pembina

Utama Madya, gelongan ruang IV/d wajib mengumpulkan sebanyak

14 (empat helas) Angka Kredit yang berasal dari sub unsur

pengembangan profesi.

a. Diklat fungsional/teknis yang
mendukung tugas Penieriksa Bea dan
Cukai.

b. Pelaksanaan kegiatan di bidang

kepaheanan dan cukai

¢. Pengembangan Profesi

1)

2)

Membuat karya tulis/karya ilmiah
berupa tinjaunan atau ulasan ilmiah
hasil gagasan sendiri di bidang
kepabeanan dan cukai yang
dipublikasikan dalam bentaok buku
yang diterbitkan dan diedarkan
secara nasional

Membuat karya tulis/karya ilmiah
berupa tinjauan atan ulasan ilmiah
hasil gagasan sendiri di bidang
kepabeanan dan cukai yang
dipublikasikan dalam bentuk
makalah ilmiah yvang diakui oleh
Kementerian yang bersangkutan
Membuat tulisan ilmiali popular
dibidang kepabeanan dan cukai
yang disebarluaskan melalui media
massa yang merupakan satu

kesatuan

10 Angka Kredit

136 Angka Kredit

8 Angka Kredit

4 Angka Kredit

2 Angka Kredit
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10. Keputusan kenaikan jabatan dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa
Bea dan Cukai dibuat menurut conteh formulir yang tercantium
dalam Anak Lampiran 15 yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Kepala Badan ini.

XII. PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI
A. PEMBERHENTIAN
1. Pemeriksa Bea dan Cukai diberhentikan dari jabatannya, apabila:
a. mengundurkan diri dari Jabatan;
diberhentikan sementara sebagai PNS;
menjalani cuti di luar tanggungan negara;

menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;

o a0 o

ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Pemeriksa

Bea dan Cukai; atau
f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

2. Keputusan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea
dan Cukai dibuat menurut contoh formulir yang tercantiini dalam
Anak Lampiran 16 yang meérupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Kepala Badan ini.

B. PENGANGKATAN KEMBALI

1. Pemeriksa Bea dan Cukai yang diberhentikan dari jabatannya
karena alasan sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1 huruf
b, huruf ¢, huruf d, dan huruf e, dapat diangkat kembali sesuai
dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia kebutuhan
Jabatan Fungsional Pereriksa Bea dan Cukai,

2. Pemeriksa Bea dan Cukai yang diberhentikan sementara sebagai
PNS sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1 huruf b, dapat
diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan
Cukai apabila telah diangkat kembali sebagai PNS.

3. Pemeriksa Bea dan Cukai yang diberhentikan karena menjalani cuti
diluar tanggungan negara sebagaimana dimaksud pada huruf A
angka 1 huruf ¢, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional
Pemeriksa Bea dan Cukai, apabila telah selesai menjalani cuti di

lnar tanggungan negara dan diaktifkan kembali sebagai PNS.
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4. Pemeriksa Bea dan Cukai yang diberhentikan karena menjalani
tugas belajar lebih dari 6 (énam) bulan sebagaimana dimaksud pada
huruf A angka 1 huruf d, dapat diangkat kembali dalam Jabatan
Fungsional Penieriksa Bea dan Cukai, apabila telah selesai
menjalani tugas belajar.

S. Pemeriksa Bea dan Cukai vang diberhentikan karena ditugaskan
secara penulr di luar Jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai
sebagaimana dimaksud pada huraf A angka 1 huruf e, dapat
diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan
Cukai apabila berusia paling tinggi:

4. 50 (lima puluh) tahun untuk Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea
dan Cukai Pelaksana Pemula/Pemula, Pemeriksa Bea dan Cukai
Pelaksana/Terampil, Pemeriksa Bea dan Cukai Pelaksana
Lanjutan/Mahir, dan Pemeriksa Bea dan Cukai Penyelia;

b. 88 (lima puluh tiga) tahun untuk Jabatan Fungsional Pemeriksa
Bea dan Cuokai Pertama/Ahli Pertama dan Pemeriksa Bea dan
Cukai Muda/Ahli Muda;

c. 85 (lima puluh lima) tahun untuk Jabatan Fungsional Pemeriksa
Bea dan Cukai Madya/Ahli Madya; dan

d, 57 (lima puluh tujuh) tahun wntuk Jabatan Fungsional
Pemeriksa Bea dan Cukai Utama/Ahli Utama.

6. Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Pemieriksa Bea
dan Cukai sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3
dengan menggunakan Angka Kredit terakhir vang dimilikinya
sebelum diberhentikan dari Jabatan Furnigsional Pemeriksa Bea dan
Cukai.

7. Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea
dan Cukai sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka 5
dengan menggunakan Angka Kredit terakhir sebelum diberhentikan
dari Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai dan dapat
ditambah dengan Angka Kredit dari pengembangan profesi yang
diperoleh selama menjalani pemberhentian dari jabatan.

8. Pengangkatan kembali ke dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea
dan Cukai sebagaimana dimaksud pada angka 5, dapat dilakukan
dengan ketentuan pengajuan usulan sudah diterima oleh Pejabat
Pembina Kepegawaian masing-masing paling kurang 6 (enam) bulan

sebelum usia yang dipersyaratkan berakhir.
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contol:
Sdr. Halim Nuswantoro, S.H., M.H., NIP. 19631207 199103 1 001,
jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai Madya/Ahli Madya, pangkat
Pembina, golongan ruang 1V/a. Yang bersangkutan diberhentikan
dari Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai dan diangkat
dalam Jabatan Administrator terhitung mulai tanggal 1 Februari
2012.
Apabila yang bersangkutan akan diangkat kembali ke dalam
Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai, maka untuk tertib
administrasi usulan sudah diterima oleh Pejabat Pembina
Kepegawaian paling lambat Dbulan Juni 2018, karena yang
bersangkutan lahir pada bulan Desember 1963, tanpa harus
berhent dari jabatannya.

9. Keputnsan pengangkatan kembali dalam Jabatan Fuangsional
Pemeriksa Bea dan Cukai dibuat menurut contoh formulir yang
tercantum dalam Anak Lampiran 17 yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

XII. PENYESUATAN / INPASSING DALAM JABATAN DAN PANGKAT
l. PNS yang pada saat ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 31
Tahun 2016 memiliki pengalaman dan masih melaksanakan tugas
pemeriksaan bea dan cukai, pencegahan pelanggaran peraturan
perundang-undangan, penyidikan tindak pidana, pelayanan informasi,
kepatuhan internal, dan pengelolaan informasi di bidang kepabeanan
dan cukai berdasarkan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian, dapat
disesuaikan/ inpassing dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan
Cukai, dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai kategori keterampilan
dengan syarat sebagai berikut:
1)  berstatus PNS;
2) memiliki integritas dan moralitas yang baik;
3) sehat jasmani dan rohani,
4)  berijazah paling rendahi Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)
atau yang sederajat dan paling tinggi Diploma I (D-IM) di
bidang Kepabeanan dan Cukai atau kualifikasi pendidikan lain

yang ditentukan oleh Instansi Pembina;
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5)  mengikuti dan lulus uji kempetensi;

6) nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua)
tahun terakhir; dan

7) syarat lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina.

b. Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai kategori keahlian
dengan syarat sebagai berikut:

1) berstatus PNS;

2) memiliki integritas dan moralitas vang baik;

3) sehat jasmani dan rohani;

4)  berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV)
Kepabeanan dan Cukai atau kualifikasi pendidikan lain yang
ditentukan olel Instansi Pembina;

5) mengikuti dan lulus uji konipetensi;

6) milai prestasi ketja paling karang bernilai baik dalam 2 (dua)
tahun terakhir; dan

7) syaratlain yang ditentukan oleh Instansi Pemibina.

2. Angka Kredit Kumulatif untuk penyesuaian/inpassing dalam Jabatan
Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai sebagaimana tercantum dalam
Lampiran VII dan Lampiran [X Peraturan Menteri Pendayagunazan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 31
Tahun 2016.

3. Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada angka 2, hanya
berlaku selama masa penyesuaian/ inpassing.

4. Jenjang jabatan dalam masa penyesuaian/inpassing ditetapkan
berdasarkan pangkat terakhir yang dimilikinya.

5. Masa kerja dalam pangkat terakhir untuk penyesuaian/inpassing
sebagaimana ftercantum dalam Lampiran VII dan Lampiran IX
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nemor 31 Tahun 2016, dihitung dalam
pembulatan ke bawah, yaitu:

a. kurang dari 1 (satu) tahuan, dihitung kurang 1 (satu) tahun;

b. 1 (satu) tahun sampai dengan kurang dari 2 (dua) tahun, dihitung 1
(satu) tahvn;

c. 2 (dua) tahun sampal dengan kurang dari 3 (tiga) tahun, dihitung 2
(dna) tahumn;
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d. 8 (tga) tahun sampai dengan kurang dari 4 (empat) tahun, dihitung
3 (tiga) tahun; dan
e. 4 (empat) tahun atau lebih, dihitung 4 (empat) tahun.

6. Untuk menjamin keseimbangan antara beban kerja dan jumlah
PNS vang akan disesuaikan/inpassing sebagaimana dimaksud
pada angka 1, maka pelaksanaan penyesuaian/inpassing harus
nienipertimbangkan kebutithan jabatan.

7. PNS yang akan disesuaikan/inpassing sebagaimana dimaksud
pada angka 1 telah mengikuti dan lulus uji kempetensi sesuai dengan
jenjang yang akan didudukinya,

8. PNS yang dalam masa penyesuaian/inpassing telah dapat
dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, maka sebelum disesuaikan/
inpassing dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai terlebih
dahulu  dipertimbangkan  kenaikan  pangkatnya agar dalam
penyesuaian/ inpassing telah mempergunakan pangkat terakhir.

9. PNS yang telah disesuaikan/inpassing dalam Jabatan Fungsional
Pemeriksa Bea dan Cukai untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat
lebih tinggi harus menggunakan Angka Kredit yang ditentukan, serta
memenuhi syarat lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-
undangan.

10. Keputusan  penyesuaian/inpassing dalam Jabatan Fungsional
Pemeriksa Bea dan Cukai, ditetapkan oleh pejabat sesuai peraturan
perundang-undangan dan dibuat menurot contohh formuolir yang
tercantum pada Anak Lampiran 18 yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

1 1. Penyesuaian/ inpassing dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan
Cukai, harus selesai ditetapkan paling lambat pada tanggal 31 Januari
2019.

XIV. UJI KOMPETENSI
1. Uji kompetensi bagi Pemeriksa Bea dan Cukai yang akan naik jabatan
setingkat lebih tinggi berlaku sejak tanggal 1 Januari 202 1.
2. Pelaksanaan Uji kempetensi bagi Pemeriksa Bea dan Cukai yang akan
naik jabatan setingkat lebih tinggi sebelum tanggal 1 Januari 2021
menggunakan uji kompetensi yang sudah ada dan telah dilaksanakan

oleh Kementerian Keuangan.
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XV. PENUTUP
1. Apabila dalam mielaksanakan Peraturan Kepala Badan ini dijumpai
kesulitan, agar dikonsultasikan kepada Kepala Badan Kepegawaian
Negara atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mendapat penyelesaian.
2. Demikian Peraturan Kepala Badan ini dibuat untuk dapat dilaksanakan
sebaik-baiknya.

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd

BIMA HARIA WIBISANA
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ANAK LAMFIRAN 1

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 16 TAHUN 2017

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKA]

CONTOI
KEPUTUSAN PENGANGKATAN PERTAMA

KEPUTUSAN
MENTER] KEDANGAN
NOMOR ..vovinsne.
TENTANG
PENGANGKATAN PERTAMA
DALAM JABATAN FUNGSIONAL FEMERIKSA BEA DAN CUKAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN,

Menimbang ; a, bahwa Saudara .......o0 NP 0000, pangkat/golongan ruang
weeen o telah memenuhi syarat dan dianggap-cakap nntuk diangkat dalam
Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai;
I bahwa berdasarkan kebutuhan jabatan yang telah ditetapkan, perlu
mengangkat yang bersangkutan dalam Jabatan Fungsienal Bea dan Cukai;

Mengingat . Undang-Undang Nemor 3 Taliun 2014,
2, Peraturan Pemerintah Namor 11'Tahun 2017,
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birakrasi Republik Indonesia Namor 31 Tahtin 2016,
4, Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 16 Tahun 2017,
MEMUTUSKAN:
Mengtapkan
KESATI . Calon Pemeriksa Bea dan Cukai dibawah ini’
a. Nama ;.
o, NIP -
¢, Pangkat/golongan ruang/TMT : ..
d. Unit kerja : ‘
Terhitung mulai tanggal ... . diangkat dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa
Bea dan Cukal jenjang .. ... dengan angka kredit sebesar ... [woien)
KEDUA PO =
RETIGA ¢ Apabila di kemuclian hari ternyata terdapat kekelirnan dalam keputusan Ini,
akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang
bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagainiana mestinya.
Ditetapkan ci
pada tanggal
TEMBUSAN: ‘
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regianal BKN yang bersangkuran®);
2. Kepala Bird Kepegawaian/Bagian Kepegawaian yang bersangkutan®):
3. Pejabal yang berwenang menetapkan angka kredit;y
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Bira/

Bagian Keuangan yang bersangkutan®);
Pejabal lain yang dianggap perlu.

L

%) Coret vang tidak perly
¥¥) Diisi apabila ada perambahan diktum yang dianggap perlu,
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ANAK LAMFIRAN 2

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 16 TAHUN 2017

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKA]

CONTOH

KEPUTUSAN FENGANGKATAN FER-
PINDAHAN. DARI JABATAN LAIN KE
DALAM JABATAN FUNGSIONAL
PEMERIKSA BEA DAN CUKAI

KEPUTUSAN
MENTER] KEUANGAN
NOMOR ..o
TENTANC
PENGANGKATAN DARI JABATAN LAIN
KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN,

Menimbang ; babwa untuk mengisi kebutuhan Jabdtaﬂ yang lowong, Saudara .,
NIP vvwsiis vwviss vws TADREEA winwes v pangkat/golongan ruang ..., e
memenuld syarat dan dlanggap ca.l{ap untuk diangkat dalam Jabaian
Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai melalui perpindahan dari jabatan lain;

Mengingat L. Undang-Undang Nomor 5 Taluin 20 14,
2, Peratiiran Pemerintal Nomor 11 Tahun 2017,
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birakrasi Republik Indonesia Narmor 31 Tahiin 2016,
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 16 Taliun 2017,
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
KESATU ¢ Mengangkat:
a. Nama
[». NIP
. Pangkat/golongan ruang/TMT
d. Unit kerja
Terhitung mulai tanggal ...... cl.lcmgkat dalam Jabatan Fungsmnal Pemeriksa
Bea dan Cukal jenjang . denga.n angka kredit sebesar . sste o v viad)
KETIGA ¢ Apabila di kemudian hari temyata tf:rdapai keke]jruaﬂ dalam kepu tusan i,
akan disdakan perbaikan dan perhitingan kembali sebagaimana mestinya,
Asli Keputusan ini «isampaikan kepada Pegawal Negeri Sipil yang
bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya,
Ditetapkan di v o co
pada tariggal ... e v
TEMBUSAN:
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan*);
2. Kepala Bira Kepegawaian/Bagian Kepegawaian yvang bersangkutan®):
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelavanan Perbendaharaan Negara/ Kepala Bira/

Bagian Keuangan yang bersangkutan®);
5. Pejabat lain vang dianggap perlu.
¥ Caretyang fictak perlu
¥*) Diisi apabila ada perambahan diktum yang dianggap perlu,
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ANAK LAMPIRAN 3
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR |6 TAHUN 2617
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN GUKAI
CONTOH
PENETAPAN ANGISA KREDIT PERPINDAHAN
DARI JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA
BEA DAN CUKAI KATECGORI
KETERAMPILAN KE DALAM JABATAN
FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAIL
KATEGORI KEAHLIAN

PENETAPAN ANGKA EREDIT
NOMOR i

[PEREEHEESL o nwusonm oo 650 33 vioc ums s oo Masa Periladan: v wewumun s i v

[ | KETERANGAN PERORANGAN

1 | Nama
2 | NTP
3 | Nomor Seri KARPEG
4 | Pangkat/Golongan ruang TMT
5 | Tempat dan Tanggal lahir
6 | Jenis Kelamin
7 | Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya
8 | Jabatan Fungsional/TMT
9 | Masa Kerja Golongarn léa;lj
10 | Unit Kerja
[T | PENETAPAN ANGKA KREDIT LAMA BARU JUMLAH JUén?/ d
fere]
Pendidikan Sekolal 100 -

B | Perolelian Angka Kredit dari;

1 | UNSUR UTAMA

4, Pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis 65%
dibidang perpajakan  serta miemperoleh ‘Surat
Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP]

b, Pemeriksaan, pemeriksaan bukt permulaan 65%
. dan/atau penvidikan bidang perpajakan
¢, Pengembangan Profesi 65%
Jumlah Tnsur Tiaonea,
2 | UNSUR PENUNJANG: X

Kegiatan Penurjang Pemeriksa Bea dan Cukai

|

| Jumlah Unsur Penunjang

Jumlah keselurmihan angka kredit davi Dnsir Utaama
(diklat, tugas jabatan, dan pengembangun profesi) ditamboh X X X (A+B1)
angka Iredit dari Pendidikan Sekolah
III | DAPAT/TIDAK DAFAT*) DIPERTIMBANGKAN UNTUK DIANGKAT DALAM JABATAN FUNGSIONAL
FEMERIKSA BEA DAN CUKA] JENJANG ...ovvce... PANGKAT/GOLONGAN RUANG...

ASL] disampaikan dengan hormat kepada Kepala BKN Ditetapkan di .., ...
Padatanggal ...

Tembusan disampaikan kepadat
L. ‘Sekretaris Tim Penilai __var}g bersangkutan::
2. Kepala Bira Kepégawaian/Bagian Kepegawaian yang

bersangkutan:*) Nama Lengkap
3. Pejabat vang berwenang menetapkan Angka Kredit: NIF, .
4. Pemeriksa Bea dan Cukai yang bersangkutan: dan
5. Pejabat laift vang dipandang perlu.
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Y Caret yang ldak perlu
ANAK LAMPIRAN 4
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 16 TAHUN 2017
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI

CONTOH

KEPUTUSAN PENGANGKATAN
PERPINDAHAN DAR] PEMERIKSA BEA
DAN CUKAl KATEGORI KETERAMPILAN
KE DALAM PEMERIKSA BEA DAN CURAI
KATEGORI KEAHLIAN

KEPUTUSAN
MENTER] KEUANGAN
NOMOR oviernins
TENTANG
PENGANGKATAN DARI PEMERIKSA BEA DAN CUKAI KATEGORI KETERAMPILAN
KE DALAM PEMERIKSA BEA DAN CUKAT KATEGORI KEAHLIAN

DENGAN RAHMAT TIJHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN,

Menimbang ; babwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara .. NIP
it « jabatan o pangkat/golongan ruang ........ telah memenuhi
syarax dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional

Pemeriksa Bea dan Cukai kategori keahlian,

Mengingat @ L. Undang-Undang Nomor 5 Talnn 2014,
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahon 20173
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negarar dan Reformasi
Birckrasi Republik Indenesia Nemor 31 Tahun 2016,
4, Peramuran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 16 Tahun 2017;

MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
KESATU ¢ Mengangkat:
a. Nama
I3, NIP
¢. Pangkat/golongan ruang/ TMT
d. Unit kerja
Terhitung mulai tanggal .. :hangkat dalam Jabatan Pungsional Pemeriksa
Bea dan Cukai kategori kealilian jenjang ... . dengan angka kredit sebesar
wo omevenine ven)
KETIGA 1 Apabila dikemudian har ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan mi,
akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimena mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawal Negeri Sipil yang
bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana miestinya.
Ditetapkan di ... oo o
pada tanggal ...
TEMBUSAN:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Reglanal BKN yang bersangkutan®):
2. EKepala Bira' Kepegawaian/Bagian Kepegawalan yang bersangkutan?®);
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit:
4. Kepala Rantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/ Kepala Bira/
Bagian Keuangan yang bersangkutan®);
5 Pejdbat lain yang dianggap perlu.
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¥ Caretyang tcak perlu
¥¥) Diisi apabila ada perambahan diktum yang dianggap perlu,
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ANAK LAMFIRAN 7

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 15 TAHUN 2017

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUEKA]

CONTOH
SURAT PERNYATAAN TELAH
MELAKUKAN KEGIATAN PEMERIKSAAN

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN MELAKUKAN KEGIATAN PEMERIKSAAN

Yang bertanda tangan di bawal ini.

Nama

NIP

Pangkat/golongan ruang/TMT
Jabatan

Unit kerja

Menyatakan bahwa,

Nama

NIP

Pangkat/golongan ruang/TMT
Jabatan

Unit kerja

Telah melakukan kegiatan melakukan kegiatan pemeriksaan sebagai berikut,

5 Jumlah . | Jumlah |
No Uraian Kegiatan Tanggal bﬁg L;?f] Volume ﬁiﬁ Angka kgtfgg"}i?ﬁ/
Kegiatan | Kredit
! g 3 4 & & Z 8
1.
2,
3.
4.
e
dst

Demikian perayataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.......... 3

Atasan Langsung
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ANAK LAMPIRAN 8
FERATURAN KEFALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 15 TAHUN 2017
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUEAI
CONTOH
SURAT FERNYATAAN TELAH
MELARKUKAN KEGIATAN FEMERIKSAAN
BUKTI PERMULAAN

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGATAN MELAKUKAN KEGIATAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

NIP

Pangkat/golongan ruang/TMT
Jabatarn

it kerja

Menyatakan bahwa

Nama

NIP

Pangkat/golongan ruang/TMT
Jabatan

Unit kerja

Telah melakukan kegiatan melakukan kegiatan pemeriksaan bukti permulaan sebagai berikut

. ) Satuarn it Arigka el Keterangan/
No Uraian Kegiatan Tanggal HE& Volums Kredit Angka Bkt fisik
Kegiatan Kredit

1 2 | 3 4 5 5] Z 38

1.

2

&

%

3

dst

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.......... T —

Atasan Langsung
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ANAK LAMPIRAN 9
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 16 TAHUN 2017
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIGNAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI
CONTOH
SURAT PERNYATAAN TELAH
MELAKUKAN KEGIATAN PENYIDIKAN

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN MELAKUKAN PENYIDIKAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

NIP

Pangkat/golonigan ruang/TMT
Jabatan

Unit kerja

Menyatakan baliwa:

Nama

NIP

Pangkat/golonigan ruang/TMT
Jabatan

it kerja

Telah melakukan kegiatan melakukan kegiatan penyidikan bidang perpajakan sebagai berikut:

N Jumlah Jumlah _ .
No Uralan Kegiatan Tanggal b;maﬂ Volume A’ngka Angka hetnrap gan/
asil T Kredit . = bukti fisik
Kegiatan Kredit
1 2 3 4 5 6 7 8
1,
2
3.
4.
5.
dat

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atasan Langsung

NEPL: s o s ;
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ANAK LAMFIRAN 10
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 16 TAHUN 2017
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CTUKAI
CONTOH
SURAT FERNYATAAN TELAH MELAKUKAN
KEGIATAN PENGEMBANGAN FROFESI

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFES]

Yang bertanda tangan di bawaly ini.

Nama

NIP

Pangkat/golorigan ruang/ TMT
Jabatar

Uit kerja

Menyatakan bahwa

Nama A A L NN N
NIP Y A A NN
Pangkat/golongan ruang/TMT H il S SIS S S Sl St
Jabatan s -
Uit kerja

Telah melakukan kegiatan pengembangan prefesi sebagai berileut:

Jumlah Jumlah .

No Uraian Kegiatan | Tanggal Sﬁiﬁj Yolpme Agilﬁ? A’n gkg Kg:iz.nﬂgfif
Kegiatan Kredit

I 2 3 4 5 6 Z 8

1.

2,

a

4.

S.

dst

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atasan Langsung

1) [ P pp— :
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ANAK LAMFIRAN 11

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 16 TAHUN 2017

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUEKA]

CONTOH
SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN
KEGIATAN PENUNJANG FEMERIKSA BEA DAN CUKAT

SURAT PERNYATAAN
MELAKUICAN KEGIATAN PENUNJANG PEMERIKSA BEA DAN CUIKAIL

Yarig bertanda tangan di bawah ini;

Nama

NIP

Pangkat /golongan ruang/TMT
Jabatan

Unit kerja

Menyatakan baliwa:

Nama

NIP

Pangkat /golongan ruang/TMT
Jabatan

Unit kerja

Telah melakukan kegiatan penunjang Pemeriksa Bea dan Gukai sebagai lerikut:

Jumlah Jumlah

No Uraian Kegiatan | Tanggal S;tuan Valume Ptngl(.a Angka Ke«terafn\%a'_n/

asil i i Kredit i bukti fisik

Kegiatan Kreclit

i =2 3 4 G 6 i ]

1

2.

3.

4.

5.

dst

Demikian permyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya,

Atasan Langsung

NIP.. ©onie e .
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ANAK LAMFIRAN 12
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 15 TAHUN 2017
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUEKA]
CONTOH
SURAT PERNYATAAN TELAT MENGIKUTI
PENDIDIKAN DAN FELATTHAN FUNGSIONAL/TEENIS

SURAT PERNYATAAN
TELAH MENGIKUT! PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FIUNGSIONAL/TEKNIS
JABATAN FUNGSIONAL FEMERIKSA BEA DAN CUKAI

Yarig bertanda tangan di bawah ini;

Nama

NIP

Pangkat /golongan ruang
Jabatan

Unit kerja

Menyatakan baliwa.

Nama

NIP

Pangkat /golongan ruang/TMT
Jabatan

Unit kerja

Telah mengikuti pendidikan dan pelatiban fungsional /teknis Pemeriksa Bea dan Cukai sebagai
berikut:

; ; Satuan Jumlah Angka Jumlah Keterangan/
No Uraian Kegiatan Tanggal Haisi] Volume Kreclit Angka kil fisik
Kegiatan - Kiredit

1 2 3 4 & & 1 T &

1.

2.

3

g,

3,
st

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atasan Langsurig

www.peraturan.go.id



2017, No.1181

CONTOH

-94-

- 146 -

ANAK LAMPIRAN 13

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 16 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN

JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI

SURAT PENYAMPAIAN USULAN PENILATIAN
DAN PENETAPAN ANGEA KREDIT BAGI

PEMERIKSA BEA DAN CUKA]

Kepacla Yth,

Pejabat vang berwenang mengusulkan Angka Kredit

Jabatan Fungsienal Pemeriksa Bea dan Cukai

Di
Tempet

Bersama ini kami sampaikan bahan usulan penilaian dan penetapan angka kredit atas

nama-nama Pejabat Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukal dan bukti [isiknya, sebagai

berikut:

NO

NAMA / NIP

JABATAN

PANGKAT/

. . LUINIT KERJ
GOLONGAN RUANG THR

dst

2. Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasili,

Pimpinan Unit Kerja paling rendah

pengawas

www.peraturan.go.id
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ANAK LAMPIRAN 14
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 16 TAHUN 2017
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUEKA]
CONTOHM
PENETAPAN ANGKA KREDIT

PENETAPAN ANGKA KREDIT
NOMOR ..ovvvininie.

[TEEEEABES oo onr 050 331 aacns s ons Masa Pentiladan: i v wewmmeum < i v

[ | KETERANGAN PERORANGAN

Nama

NIF

Nomor Sert KARFEG

Pangkat/Golongan ruang TMT

Tempat dan Tanggal lahir

Jenis Kelamin

Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya
Jabatan Fungsional/TMT

Laimna

O oo || ov|wr| & | ke | =

Masa Kerja Golangan

10 | Unit Kerja ;
U | PENETAPAN ANGKA KREDIT LAMA BARU | JUMLAH
A | Pendidikan Sekolah
B | Angka Kredit Pefijenjangan
1 | UNSUR UTAMA
4, Pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis dibidang
perpajakan serta memperolell Surat Tanda Tamat
I Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)
b. Diklat fungsional / Teknis
¢. Pemeriksaan, pemeriksaan bukt permulaan
dan/atan penyidikan bidang perpajakan
| d. Pengembangan Profesi

.Jumlah Unsur Utama:

2 | UNSUR PENUNJANG
Kegiatan Penunjang Pemeriksa Bea dan Cukal

Jumlah Tinsur Peminjang

Jumlah Pendidikan $ekolah dan Angka Kredit Penjenjangan

Ml | DAPAT/TIDAK DAPAT*) DIPERTIMBANGEAN UNTUK DINATKKAN DALAM JABATAN v e vvvvvvin /
PANGKAT/GOLONGAN RUANG , e

ASLI disampaikan denigan hormat kepada Kepala BKN Ditetapkart di ... v v o
Pada tanggal ... v, oo v oo

Tembusan disampaikan kepada:

Pejabat yatg berwenang menetapkan Angka Kredit;

Sekretaris Tifh Penilat yang bersangkutan;

Kepala Bivo Kepegawaian1/Bagian Kepegawaian yan .

bm?sangkutan }] & / pes B Nama Lengkap

Pimpinan Unit Kerja vang bersangkutan: NIFL s sis i v s s i

Pemeriksa Bea dan Cukai yang bersangkutan, dan

Pejabat lain yang dipandang perlu,

oven b @P&

) Caret yang tidak perlu

www.peraturan.go.id
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ANAK LAMPIRAN 15
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 16 TAHUN 2017
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUEKA]
CONTOHM
KEPUTUSAN KENATKAN JABATAN
DALAM JABATAN TFUNGSIONAL
PEMERIKSA BEA DAN CUKAI

KEPUTUSAN
MENTER! KEUANGAN
NOMOR o somisss s smsssi i anas
TENTANG ,
KENAIRAN JABATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAIL
MENTERI KEUANGAN,
Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai yang
lowong, Saudara ........ NIP . e jabatan ... pangkat/golongan

TLANG v v telah memennhi sya_rat dan dianggap ca.kap unfrk dinaikkan
dalam jenjang jabatan setingkat lebil Hnggi;

Mengirigat o L. Undang-Undang Nonor 5 Taliun 2014,
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017,
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refarmasi
Birokrasi Republik Indenesia Noemor 31 Talun 2016;
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 16 Tahun 2017;

MEMUTUSKAN:
Menetapkan:
PERTAMA o Terhitung mulai tanggal ..o mengangkat Pegawal Negeri
Sipil:
a., Nama
b, NIP
¢, Pangkat/golongan ruang/TMT .
di Usib kerje 00000 sssesesssenene
Dati Jabatan Fungsional Pt“mt’ﬂksa Bea dan Cukai jemang o i s e w108
dalam .Jabatan PFungsional Pemeriksa Bea dan Cukai |en]aﬂg, ........ S———
dengan angka kredit sebesar........ (1 erenee mmnines ean )
KEDUA : saa®¥)
KETIGA : Apabﬂa chkxemuchan hari ternyata t@rdapat kEkEhruan da.Ia.m kepumsan ini,
akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang
bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya,
ditetapkan di
pada tanggal
NIP,
TEMBUSAN; , ‘ -
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kanter Regianal BKN yang bersangkutat®):
2. Kepala Biro Kepegawaian/Bagian Kepegawsaian yang bersangkutan;
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit:
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaliaraan Negara/ Kepala Bira/

Bagian Keuangan yang bersangkutan®;
3. Pejabat lain yang dianggap perlhi.

*) Dicoret yang tidak perlu
¥ Diisi apabila ada penambahan diktumiyang dianggap perlu.

www.peraturan.go.id



97 2017, No.1181

ANAK LAMPIRAN 16
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 15 TAHUN 2017
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUEKA]
CONTOHM
KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN DAR]
JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI

KEPUTUSAN
MENTERI KEUANGAN
NOMOR ...coviioniiin.
, TENTANG
PEMBERHENTIAN DARL JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN GUEAI

MENTER] KEUANGAN,

Menirnbang i oas bahwa berdasarkan surat . oo c Nomot . tanggal ..
peribal usulan pemberhentian darl Jabatan F ungsmnal Pemeriksa Bea
dan Cukai karena ,.....oo.-. )

b. bahwa untuk tertily administrasi, perlu melaknkan pemberhéntian dari
Jabatan Fungsienal Pemeriksa Bea dan Cukat,

Mengirigat 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2, Peraturan Pemerintalh Nomor 11 Tahun 2017,
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refarmasi
Birokrasi Republik [ndenesia Nomer 31 Tahun 2015;
4, Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nemor 16 Tahun 2017;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PERTAMA ¢ Terhitung mulai tanggal ....... diberhentikan dari jabatan Pemeriksa Bea dan
Cukai:
a. Nama
b. NIP
¢ Pangkat/Golongan ruarig/ TMT
d. Jabatan
e. Unit Kerja -
KEDUA Y Y T O A N Y Y W
KETIGA . Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekelirnan dalam keputusan ini,
akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang
hersangkutan untuk diketahii dan diindahkan sebagaimana mestinya.
ditetapkar ei ... o e o
pada tanggal ... v o
NIP
TEMBUSAN
1 Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantar Regional BEKN yang bersangkutant);
2. Kepala Biro Kepegawaian/Bagian kepegawaian yang bersangkutan®):
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/ Kepala Bira/

Bagian Kenangan yang hersangkntan®);
. Pejabat lain yang dianggap perln.

il

¥ Caret yang tidak perlin

¥ Tulislah surat dar phimpinan unil kerja paling rendali setingkal Pimpinan Tinggi Pratama, nomor surat,
tanggal dikeltnarkan suraf, perihal surat pengusiilan pemberhentian dari jabatan karena .

**4 Diisi apabila ada penambahan dikium yang dianggap perlu.

www.peraturan.go.id



2017, No.1181 98-

ANAK LAMFIRAN 17

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 16 TAHUN 2017

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKA]

CONTOHM
KEPUTUSAN PENGANGKATAN KEMBALI

KEPUTUSAN
MENTER! KEUANGAN
NOMOR ...

TENTANG
PENGANGKATAN KEMBALI
DALAM JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI
MENTER] KEUANGAN,

Menimbang : bahwa Saudara ... NIP oo pangkat/golongan ruang ... jabatan s

telah: memenuhi syarat dan dianggap eakap untuk diangkat kembali dalam
Jabatant Fungsional Perderiksa Bea dan Cukai,

Mengingat . L, Undang- Undang Nomor $ Tahun 2014,

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017,

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birckrasi Republik Indenesia Nemor 31 Tahun 2016,

4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 16 Tabun 2017;

MEMUTUSKAN:
Menetapkan
PERTAMA ¢ Terhitung mulai tanggal .. mengangkat kembali Pegawai Negeri Sipil:
a. Nama e A A G 0 0
b, NIP -
¢. Pangkat/golongan ruang/TMT ¢ .
d. Unit kerja T O A A O S AT
Dalam jabatan Pemeriksa Bea da.n Cukal jenjang - .. dengan angka kredit
SEESAY wisiama i [ wsamssias v s )
KEDUA e e e e e R S S <o £ e S e e ene s s S o %
KETIGA : Apablla dikemudian har ternyata terdapat kekelirtan dalam keputusan ini,
akan diadakan perbmkan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinyea.
Asli keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang
bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya,
ditetapkan di ... vvnee oo A
pada tanggal v. oo v
NIP,
TEMBUSAN:
1, Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan®);

&

.Jl)’

2. Kepala Bira Kepegawaian/Bagian kepegawaian yang hérsangkutan:
3
4. Kepala Kartor Pélavanan Perbendaliaraan Negara/Kepala Biro/

Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredil;

Bagian Keuangan yang bersangkutan®);
Pejabat lain vang dianggap perlu.

Dicoret yang tidak pertu

) Diisi apabila ada perambahan diktnm yang dianggap perli,

www.peraturan.go.id
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ANAK LAMPIRAN 18
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 16 TAHUN 2017
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI
CONTOH
KEPUTUSAN PENYESUAIAN /INPASSING

KEPUTUSAN
MENTERI KEUANGAN
NOMOR .o,
TENTANG
PENYESUAIAN / INPASSING DALAM JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN,

Menimbang © bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan vang lowong., Saudara ... NIP
......... jabatan ... pangkat/golongan tuang ... telall memenulii
svarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional
Pemeriksa Bea dan Cukai melalui penyesuaian/ inpassing,

Mengingat v 1. Undang-Undang Nomor & Tahun 2014;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 20 16;

4, Peratursm Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomaor 16 Tahun 2017,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU . mengangkat;
a. Nama ¥ VAN VTN VOSSO ss
b. NIP ) s R A S 4 111
c. Pangkat/Golongan ruang/TMT ... . s e
d, Unit Kerja ) erpm s e s s 1 e 1
‘Terhitung mulai tanggal ... disesuaikan /inpassing dalam Jabatan
Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai jenjang ...... dengan angka kredit sebesar

1) CERYRER)

KEDUA L e e 1 b e )

KETIGA . Apabila dikermnudian hari ternyata terdapat kKekelirtan dalam Keputusan ini,
akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya,
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawal Negeri Sipil yang
bersangkutan wmtuk diketaliui dan diindahkan sebagaimana mestnyva.

Ditetapkan di ......... oo
pada tanggal ........ prreere s

TEMBUSAN;

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regiomal Badan Repegawaian Negara®):

2. Kepala' Birg Kepegawaian/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan®);

3. Pejabal vang berwenang menetapkan angka kredit:

4 Kepala Kantor: Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biru/

Bagian Keuangan vang bersangkutan®):
5. Pgjabal lain yang dianggap perin.

*)  Coret vaig tidak perlu:
¥ Diisi apabila ada penambahan diktim yang dianggap pertu.

www.peraturan.go.id
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CONTGH
DAFTAR USUL PENETAPAN ANGICA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI

ANAK LAMPIRAN 5A

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 16 TAHUN 2017

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUICAL

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI PELAKSANA FEMULA/PEMULA

Nomor

TNSTANST £ 1o svvus e s e arvans s s 0o s v MASA PENILAIAN :
Bulan ., o0 8/d Bulan,,, e TABUT G 0000

NO KETERANGAN PERORANGAN

1, | Nama :

2, | NIP

3. | Nomor Seri Karmu Pegawai

4, | Tempai tlan Tanggal Lahir

8, | Jenis Kelamm

6. | Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya

7. | Jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai / TMT

8. | Masa Kerja golongan lama

9. | Masa Kerja golongan baru
10, | Unit Kerja
UNSUR YANG DINILAT
NGO ANGKA EREDIT MENURUT
. UNSUR. SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAL
LAMA | BARU | JUMLAH | LAMA | BARU | JUMLAH
0} 2 3 4 S [<3 Z &

1 |PENDIDIKAN

A. |Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar

Mengikuti Pendidikan sekolah dan memperoleh jjazah /gelar

1. |Diploma I

2, |Diploma III

. |Pendidikan dan pelatilian fungsional/teknis Jabatan Fungsional Pemeriksa
Bea dan Cukai serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan
Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat

Mengikuti pendidikan dan pelatihan fangsional/ teknis Jabatan
Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai dan mempersleh Surat Tanda
‘Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPF) atau Sertifikat

lamanya lebih dari 960 jam

lamanya antara 641-960 jam

lamanya atitara 481-640 jam

Nl el

lamanya antara 161-480 jam

5, |lamanya antara 81-160 jam

6, |lamanya antara 31-80 jam

7. [lamanya kurang dari 30 jam

Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan

Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan

Pendidikan dan pelatihan Prajalyatan' rnglkat 11

PEMERIKSAAN BEA DAN CUKAI

A |Pemeriksaan Barang, Badan dan‘Sarana Penganglout

1 |Melaksanakan pemeriksaan barang ekspor tingkat kesulitan sederhana

2

Melaksanakan pemeriksaan :

a |barang penumpang dan awak sarana pengangkit

b

arang liriman

Melaksanakan pencacahan !

a |Pita Cukai

b |Barang Kena Cnkar

Pemeriksaan Identifikasi dan Klasifikasi Barang Secara Laboratoris

Melaksanalkan penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan program
mmutn kategori [V

-

Melaksanakan kegiatan persiapan pengujian sebagai Anggota [T
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UNSUR YANG DINILAT

ANGEA KREDIT MENURUT

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN [NSTANSI PENG USUL “TIM PENTLAL
LAMA | BARU | yumMLAH| Lawa | BARU | aumran
> 3 4 5 & 7 &

3 |Melsksandkan pengujian conthiuji internal sebagal Asisten Analis

4 |Melaksanakan pengujian conteh uji eksternal sebagai Asisten Analis
5 |Melaksanakan kegiatan manajemen laboratorinm sebagai Anggota T
C |Analisis penerimmaan. Pemberian dan Evaluasi Perizinan. Sertifikasi ABO.
Pemutakiran Darabase Nilai Pabe an dan' Fasilitas Kepabeanan dan Cukai

Melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka @

a |Penelitian laporan periodik atas pelaksanaan fasilitas

ke pabeanan

b |Pemuralchiran Do Base Nilai' Pabean di tingkat wilayah

2 |Melaksanalan validasi terkait Sertifikasi ABO sebagail anggota 11
D: |Penelitian Dokumen Kepabeanan dan Culkai

Melaksanakan pengawasan dan/atau pelayanan kepabeanan dan
cukai di tempat-tempat fertentu yang ditunjnk oleh Ke pala Kantor
sehagai Anggpia 11

-

PENCEGAHAN DAN PENYIDIKAN DI BIDANG KEPAEEANAN DAN CUKAI

A |Pengolahan Informasi Kepabeanan dan Cukai

Melaksanakan penelitian lapangan dalam rangka pengumpulan

informasi di bidang kepabeanan dan cukai sebagai Anggota Tl

B |Pelaksanaaan Patroli

L |Melaksanakan patreli laut di bidang kepabeanan dan cukaisebagai ¢

4. |Wakil Komandan ‘patroli pada Kapal Patroli Kategori M

Iy, |Awak Kapal pada Kapal Patroli Kategori 1N

2 |Melaksanakan operasi pelacakan (K-9) sebagai Handler

3 |Melaksanakan pemeliharaan peralatan dan kapal patroli Kategort [T
Melaksanakan patrolt-darat dibidang kepabeanan dan cukai sebagat

4 Anggota [

PELAYANAN INFORMASI DI BIDANG KEPABBANAN DAN CUKAT

Pelaksanaan infornrasy di bidang kepabeanan dan cukai
Melaksanakan kegratan pelayanan informasi di bidang kepabeanan
dan cukai !

Imelalui me dia tatap muka (Helpdesk)/ agen jumiot

PENGELOLAAN INFORMASI DI BIDANG: KEPABEANAN DAN CUKAI

Pelaksanaan pengelolaan miformasi di bidang kepabeanan dan cukai
]Melakukan perekaman data ke pabeanan dan cukai

PENGEMBANGAN FROFESSL

A |Pembugtan karya tulis/karya ilmiah di bidang kepabeanan dan cukai
1. [Membuat karya tulis /karya ilmiah hasil penelitian/
pengkajian/survei/evaluasi di bidang kepabeanan dan cukai yang
dipublikasikari

a, |Dalam bentule buku yang diterbitkan dan diedarkan secara
nasional

b |Palam bentuk majalah ilmiak yang diakui oleh Kementerian yang
bhersangkutan

Membliat. karya tilis /karya ilmiah hasil penelitian/

pengkajian /survei/ evaluasi di bidang Kepabeanan dan Cukai yang
tidlak dipublikasilean, etapi didokiimentasilkan di perpustakaan;

©

a, |Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara

nasional
b, |Dalam bentul majalah ilmiah yang diakui oleh Kementferian yang
ersangkutan

3. |Membuat karya fulis /karya ilmigh bermipa tinjanan atan ulasan ilmiah
hasil gagasan sendiri di bidang Kepabeanan dan Cukai yang

dipublikasikar:
Dalam bentuk buku yang diferbitkan dan diedarkan secara
2 |nasional
b Dalam bentule majalah ilmiah yang diskuioleh Kementerian yang
" |bersangkutan

4 | Membuat makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan
sendiri dalam Bidang Kepabeanan dan Cokai yang tidak
dipublikasikan retapi didokumentasikan di perpustakaan;

a; |Dalam beatuk bitku
Iy, |Dalam mayalah
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NO

UNSUR YANG DINILAT

ANGEA KREDIT MENURUT

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN

INSTANSI PENGUSUL

TIM PENTLAT

LAMA | BARU | JUMLAH | LAMA

BARU | JUMLAH

)

3

Fl

5

&

7

g

5. |Membuat trlisan ilmiah populer di hidang kepabeanan dan cukai yang,
disebarloaskan melalui’ media massa yang merupakan satu kesatman

6, |Menyampaikan prasaran berupa finjanan, gagasan. atau ulasan ilmiah
dalam pertemuan ilmiah nasional {tidak harus memberikan
rekomendasi tetapi harus ada kesimpulan akhir)

B |Penerjemahan/penyaduran buku, karya ilmiah, peraturan dan hahan

lamnya di bidang kepabeanan dan cnkai

1, |Menevemahkan/menyadur bukn, karya {lmiah, dan bahan lamnya di
bidang kepabeanan dan cukai yang dipublikasikan.

Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara

4 |nasienal

Iy, |Dalam bentuk majalah ilmiah tngkat nasional

2. |[Menerjemahkan/menyadur buku , karyailmiah, dan bahan lainnyadi
bidang kepabeanan dan cukai yang tidak dipublikasikan !

a, |Dalam bentuk bitku

h. [Dalam bentulk majalah yang diakui oleh Instansi yang

3. |Menerjemahkan /menyadur peraturan di bidang kepabeanan dan
cukai yang diakui oleh Direkforat Jdenderal Bea dan Cukai

C |Penyusunan ketenitman pelaksanaan/ ketentman teknis di bidang

Kepabeanan dan Cukai

. |Menyusin ketentuan pelaksanaan di bidang lsepabeanan dan cukai

1
2, [Menyusun ketentuan teknis di bidang kepabeanan dan cukai

JUIMLAH UNSUR UTAMA [ $D VI

PENUNJANG TUGAS PEMERIKSA BEA DAN CUKAI

A |Pengajar/ pelatih di bidang Kepabeanan dan Cukai

Mengajar/melatily yang berkaitan dengan lideng Kepalyeanan dan
Culzai

B |Peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang Kepabeanan dan Ciukai

1, |Mengilut kegiatan seminar/lokakarya/konferensi di bidang
Kepabeanan dan Cukai sebagai:

2 |Pemrasaran /penyaj /narasumber

b. |Pembahas /moderator

¢ |Peserta

Mengikuti /berperan serta sebagai delegasi ihniah sebagai;

1

a |Ketua

b [Anggota

€ |Keanggotaan dalam Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea
dan Coka

Menjadi anggota organisasi profesi Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea
dan Cokai :

1. |sehagai Pengurus aktif

2, |sebagai Anggota aktif

D |Keanggptaan dalam Tim Penilai Kinerja Jabaran Fungsional Pemneriksa Bea
dan Crkar

Menjadi anggota Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Pemeriksa
Bea dan Cukar

E |Perolehan pengharvgaan /tanda jasa

Memperoleh Penghargaan/tanda jasa Satyalancand Karyasatya

1, |30 (tiga puluh) tahun

2. |20 (dua puluh) rahun

3. |10 (sepuluh) tahun

F' |Perolehan gelar Kesarjanaan lainmya

Memperoleh pendidikan yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya

Diplema I

[ R s

Diploma IIT

JUMIAH UNSUR PENUNJANG
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Butir Kegiatan jenjang jabatan di atas/dibawah *)

1 2 3 ] 5 [ % a8

JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG

) Dicoret yang tidak perlu
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I |LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :

. Burat pernyataan melakukan kegiatan ...
Surat peuiyalaa.u melaknkan kegiatam .., ...
. Surat pernvataan nielakukan kegigtan ...
Suraf pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi

- X s

Surat pernyataan nielakukan kegiatan penunjang

O

., dan seterusnya:

NIE.

IV |Catatan Pejabat Pengusul :

4, danseterusnya

{ jabatan')

(nama pejabat pengusul )

NIP,

V |Catatan Anggota Tim Penilai :

4. dan seterusnya

| Nama Penilai T )

NIP,

(Nama Penilai II)

NIP,

V1L |Catatan Ketua Tim Penilai :

E

2w

dan seterusnya

Ketua Tim Penilai,

(Nama )
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ANAK LAMFPIRAN 5B
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 16 TAHUN 2017
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAT
CONTOH
DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PEMBERIKSA BEA DAN CUKAI

DATTAR USUL PENETAPAN ANGEA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI PELAKSANA/TERAMPIL

Nomor:
INSTANSI : .. MASA PENILATAN :
Bulan oo s/d Bulan.o wos TaBUm, e e
NG KETERANGAN PERORANGAN
1. | Nama
2, | NLP

Nomor Seri Kartu Pégawai

w

4. | Tempat dan Tanggal Lahir

5. | Jenis Kelamin

6. | Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya
7 | Jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai / TMT

8. | Masa Kerja golongan lama

9. | Masa Kerja golongan barn

10, | Unit Kerja

UNSTR YANG DINILAT

ANGEA KREDIT MENURUT

NO
UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN INSTANS] PENGUSUL TIM PENILAT
LAMA | BARU | JUMLAH | LAMA | BARU | JUMLAH
T 2 3 El 5 [ 7 8

1 |PENDIDIKAN

A, |Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah /gelar
Mengikuti Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar
L. |Diploma 1

2, |Diploma T

B, |Pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Jabatan Fungsional Pemeriksa
Bea dan Cukai serta sremperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan
Pelatibhan (STTPP) atau Seriifikat

Mengikaiti pendidikan dan pelatilian fungsional/teknis Jabatan
Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai dan memperoleh Surat Tanda
Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat

L, |lamanya lebih dari 960 jam

2. |lamanya antara 641-960 jam

lamanyz-amtara 481-640 jam

lamanya antara 161-480 jam

lamanya: aritara 81-160 jam

lamanya antara 31-80 jam

1o o] a]e

. |lamanya kurang dari 30 jam

C, |Pendidikan den Pelatihen PraJabatan

Mengikarti pendidikan dan pelatihan prajabatan
lPen,didjkan dan pelatihan Prajabatan tingkat [T

I |PEMERIKSAAN BEA DAN CUEKAL

A |Pemeriksaan Barang, Badan dan Sarana Pengangkui

1 |Melaksanakan pemerilcsaan barang dalam rangka impor dengan ;

a |ungkat kesnlitanisederhana

b |karakteristik barang karge bandara

2. |Melaksanakan pemeriksaan barang ekspor :

ltingkat kesulitan-menengaly

3 |Melaksanakan pemeriksaan barang kena cukai dalam negeri berupa. .

a |Minuman Mengandang Etil Allcohol
b |Btil Alkohol

¢ |Hasil Tembakan

4 |Melaksanakan pemeriksaan !

a [bada.u
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UNSTIR YANG DINILAT

ANGEA KREDIT MENURUT

NO
UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN INSTANS] PENGUSUL TIM PENILAT
LAMA | BARU | JUMLAH | LAMA | BARU. | JUMLAH
I 2 3 4 5 13 7 8

b

sarana penganghkut laut

fol

sarana pengangknt udara

5

Melaksanakan pemerilssaan Barang Iena Culeai

Pemeriksaan Identifikasi dan Klasifikasi Barang Secara Laboratoris

1

Melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka:

a |pelaksanaan program mutu kategori 11

b [pelaksanaan program mutu kategor [T

Melaksanakan program mutu Kategori [V

Melaksanakan kegiatan penyiapan-dokumen murtn sebagai Anggota V

Melaksanakan kegiatan persiapan pengujian sebagat Anggota 1

Melaksanakan pengujian contch uji internal sebagai Analis

Melaksanakan pengujian contoh uji eksternal sebagai Analis

Melaksanakan kegiatan manajemen laboratorium sebagai Anggota [

Melaksanakan Audit Internal sehagai Anggora 11

alisis penerimaarn., Pemberian dan Bvaluasi Perizinan. Sertifikasi ATO,

:—mela\mawno

Melaksanakan penyrapan bahan analisis dalam vanglka !

a |Pemberian Fasilitas Kepabeanan terkan Fasilitas Pasal 25 UU
Kepabeanan

b, |Pemberian Fasilitas Kepabeanan terkart Fasilitas Pasal 26 UU
Kepabeanan

¢ |Pemberian Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas Tempat
Penimbunan Berikat

d |Pemberian Fasilitas Kepabeanan terkait Tasilitas Migas dan
Panas Bumi

¢ |Pemberian Fasilitas Kepabeanan terkan Fasilitas BMDTP

1 |Pembekuan dan Pencabutan Fasilitas Ke pabeanan terkait
Fasilitas Tempat Penimbunan Berikat

g |Pembekuan dan Pencabutan Fasilitas Kepabeanan terkait
Fasilitas KITE

h [Pemberian. Pembekiian dan/ Pencabutan Petizinan Kepabeanan
dan Cukai berupa NIPER

1 |Penerbitan SPPJ

Penerbitan Fasilitas Pengembalian KITE

J
k |Pemberian Sertifikasy AEO
I |Pemberian perizinan Kepabeanan berupa NIK

E

Pemutakhiran Data Base Nilai Pabean di tingkat Nasional

=3

Pembeknan dan pencabutan Sertifikasi AEG

Pepelitian L-aporan Periodik Cukai (LACK)

Pemberian perizinan berupa NPPBKC

pemberian fasilitas Cukai berupa Pembebasan

Pemusnahan Pita CukaifBarang Kena Cukai

o
P
q [pemberian Kemudahan Cukai berupa Pembaysran Berkala
T
s
1

Penetapan Tarif Cukai

Pengembalian Cukai/Pita Cokai

Pemberian Kemndahan Cukai berupa Penundaan Pembayaran

Pemberian fasilitas Cokai berupa Tidak Dipungut

% |Penerimaan Laperan Pajak Rokok

v |Analisis Dokumen Cukail

z |Penmerbitan STT.J

4 |Melaksanakan validasi terkait Sertifikasi ABO sebagai anggota I
Penelitian Dokumen Kepabeanan dan Cukai

1

Melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka:

perencanaan Penelitian Ulang (untuk bahan tingkat kesulitan
pertama)

&

Melaksanakan pengawasan dan/atan pelayanan kepabeanan dan
ciikai di empat-tempat ertentu yang ditunjukoleh Kepala Kantor
sebagai Anggota. |

Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Audit Kepabeanan dan Conkai

1

Melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka :

perencanaan audit kepabeanan dan cukai (untuk bahan Tingkat
Kesulitan Pertama)

)

Melaksanakan audit kepabeanan dan cukaisebagai Anditor untuk
jens;
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UNSUR YANG DINILAT

ANGKA KREDIT MENURUT

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAT
LAMA | BARU | JUMLAH | LAMA | BARU | JUMLAH
2 3 4 5 & 7 &

a8 |Audit Umum dengan L (satu) Prograin audit
b [Audit Khnsus keleratan dalam rangka penetapan Pejabat Bea
dan Cukai

& |Audit Khnsus lainnya
d |Audit yang dihentikan pekerjaan lapangannya (Berita Acata
Penghentian Audit /BAPA)

3 |Membantu melaksanakan audit kepabeanan dan ¢ukai

F |Penelitian Keheratan, Proses Banding dan Penagihan Kepabeanan dan
Cukai

1 |Melaksandkan Penyiapan bahan dalam rangka:

a |penelitian’ dokumen keberatan Kategori [

b |Bvaluasi Keberatan Kategori I

2 |Melaksanakan penyrapan bahan analisis dalam rangka penyusunan
Surat Uraian Banding dan Surat Tanggapan gtas perkara hukum di
bidang ke pabeanan dan cukai sebagai Anggota 11

3 |Melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka penyusunan
Surat Penjelasan Tertulis atas perkara hukum di bidang kepabeanan
dan cukaisebagai Anggota IIL

4 |Melaksanakan penyrapan bahan analisis dalam rangka penyustunan

Memori PK dan Kontra Memoti PK atas perkara hukum di bidang,
kepabeanan dan cukai sebagai Anggota IIT

5 |Melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka penyusunan
BEvaluasi Putusan Pengadilan dan PK sebagai Anggota 11

6 |Melaksanakan kegiatan sidang di pengadilan atas perkara hokum di
Bidang Kepabeanan dan Cukat sebagai Anggora 11

Melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka kegiatan penagihan
piutang negara di bidang Kepabeanan dan Cukai

<

PENCEGAHAN DAN PENYIDIKAN DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI

A |Pengolahan Informasi Kepabeanan dan Cokai

1 |Melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka :
a |pengolahan informasi kepabeanan dan cukai tingkat lokal
b |Analyzing Poiit kepabeanan dan cukat

Melaksanakan penelitian Iapangan dalam. rangka pengumpulan
informasi di bidang ke pabeanan dan cukai sebagai Anggota [

B |Pelaksanaaan Patroli

1 |Melaksanakan patroli laut di bidang ke pabeanan dan cukai sebagal
a |Komandan patroli pada Kapal Patroli Kategori IIT

b |Wakil Komandan patroli pada Kapal Patrali Kategori 1T

¢ |Perwira pada Kapal Patroli Kategori T

d |Awak Kapal pada Kapal Patroli Kategori [

2 |Melaksanakan operasi pelacakan (K-9) sebagai Trainar

2

3 |Melaksanakan pemecliharaan peralatan dan kapal patroli kategoridl
Melaksanakan patroli datat di bidang kepabeanan dan cukai sebagai
Anggota T

C |Pelaksanaan Penyidikan

1 |Melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penyidikan tindak
pidana kepabeanan dan cokai tingkat lokal

Melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penelitian tindak
pidana kepabeanan dan cokai tingkat lokal

3 |Melaksanakan pengelolaan rumali tahanan dan barang hasil

4

L)

PELAYANAN INFORMASE DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI

Pelaksanaan miormasi di bidang kepabeanan dan cukai

1 |Melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka

a |bimbingan kepatmhan di bidang kepabeanan dan cukai ik CG
b |evaluasi kegiatan layanan informesi dan bimbingan kepatuhan i
¢ |penvululian di bidang kepabeanan dan cukai

3 |Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi di bidang kepabeanan
dan cukai sehagai agen senior

KEPATUHAN (NTERNAL DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAT

| Pelaksanaan kepatuhan internal di bidang leepabeanan dan cukai
1 |Melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka keglatan pencegahan di
bidang Kepatuhan Internal Kepabeanan dan Culeai Bahan kategori 1l
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NGO

UNSUR YANG DINILAT

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT MENURUT

INSTANSI PENGUSUL

TIM PENILAT

LAMA

BARU | JUMLAH

LAMA

BARU

JUMLAH

2

3

4 | 5

&

4

8

)

Melaksanakan pengelolaan kinerja Kepebeanan dan Cukai !

a |Kategori 1 sebagai-Anggota [l

b |Kategori 11 sebagai Angpota [

3 |Melaksanakan Pengawssan Kepatuhen dan Investigasi lnternal
Kepabeanan dan Cukai ¢

a |Kategori I'sebagai Anggota [I1

b |Kategori II sebagai Anggota O

4 |Melaksanakan Penjaminan Kualitas DIBC sebagai Anggpta [l

PENGELOLAAN INFORMAST D] BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI

Pelaksanaan pengelolaan informasi di bidang kepabeanan dan cnkai

1 |Melaksanakan penyiapan bahan analisis pengelolaan sistem informasi
layanan kepabeanan dan ¢ukaj

2 |Melakulzan pengembangan program sistem informasi layanan
kepabeanan dan culkai dengan kategori program sederhana

3 |Melakulean peremajaan program sistem informasi layanan kepabganan
dan cukai dengan kategori sederhana

4 |Menyusun petunjnk pengoperasian sister informasi layanan
kepabeanan dan culai

§ |Melakukan pengujian sistem iiformasi layanan kepabeanan dan cukai

6. |Melakukan penanganan gangguan sistem informasi layanan
kepabeanan dan culai kategor 1

7 |Melakukan iniplementasi sistem inform asi Jayanan ke pabeanan dan
cukai

& |Melakulkan pemantauan sistem informasi layanan kepabeanan dan
sukai

9 |Melakukan pemeliharaan sistem informasi layanan kepabeanan dan
cukai

10 |Metakukan update data sistem mformasi layanan kepabeanan dan
cukai

1) |Melaknkan pengelolaan basis dafa kepabeanan dan cukai kategori T

12 |Melakulzan pengelalasn penyajian dara kepabeanan dan cukai Kategori

13 |Membuat dokiumentasi pengelolaan sistem intormasi layanan
kepabeanan dan cukai ’

VII

PENGEMBANGAN PROFESI

A |Pembuatan karya tulis/lkarya’ilmish di bidang kepabeanan dan cukai

L. | Membuat karya tulis / karye ilmiah hasil penelitian/
pengkajian fsurvéi/evalnasi di bidang kepabeanan dan cokai yang

dipublikasikan;
a. |Dalam bentuk bukn yang diterbitkan dan diecdarkan secara
nasional
b |Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui sleh Kementerian yang
bersanglkutan

2, |Membuat karya tulis /karye ilmiah hasil penelitian/
pengkajian/survéi/ evaluasi di bidang Kepabeanan dan Cukai yang,
tidak dipublikasikan, tetapt didoekumentasikan i perpustakaan:

a. |Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara
nasional

b, |Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang
bersangkiitan

3. |Membuat karya tuiis /karya ilmialy berupa tinjanan atan dlasan ilmialy
hasil gagasan gendiri di hiddang Kepabednan dan Cukai yang

Dalam bentnk bukn yang diterbitkan dan diedarkan secara

a. H
nasional

Dalam benfuk majalah ilmiah yang diskui oleh Kementerian yang

b bersangkutan

4, |Membuat makalah berupa finjanan atau ulasan ilmiah hasil gagasan
sendiri dalam bidang Kepabeanan dan Cukai yang tidak
dipublikasikan tetapi didokumentasilcan di perpustakaan;

a. |Dalam bentuk bukn

b. |Dalam majalah

5. |Membuat tulisan ilmiah populer di bidang kepabeanan dan cukai yang
disebarluaskan melalui media massa yang merupakan satu Kesatuan

6, |Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan, atau ulasan ilmiah
dalam pertemuan ilmiah nasional (idak harus memberikan
rekomendasi tetapi-harus ada kesimpulan akhir)
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UNSUR YANG DINILAT

ANGEKA KREDIT MENURUT

NO
UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAT
CAMA | BARU | JUMILAH | TAMA | BARD | JUMLAH
4 ] 2 S 5 83 7 3

B |Penerjemahan/penyaduran buku . karya ilmish. peraturan dan bahan
lainnya: di bidang kepabeanan dan cukai

L, |Menerjemahkan/menyadur huku, karya ilmial, dan bahan lainnya di
bidang kepabeanan dan cukai yang dipublikasikan

Dalam bentuk buleu yang diterbitkan: dan diedarkan secara

a:
b, |Dalam bentuk majalah ilmiah tingkat nasional

2, |Menerjemalikan /menyadur huku , karya llmrals, dan hahan lamnya di
bidang kepabeanan dan sukai yang tidak dipublikasikan !

a:. |Dalam bentuk buku

h. |Dalam bentuk majalah yang diakui oleh Instansi yang

3. |Menerjemahikan /menyadur peraturan di bidang kepabeanan. dan
cukai yang diakui'clely Direktorar Jenderal Bea dan: Culeai

C |Penyusunan ketentuan pelaksanaan/ ketentuan teknis di bidang
Kepabeanan dan Cakai
L, |[Menyusun ketentusn pelaksanaan di bidang kepabeanan dan pukai
2, |Menyusun ketentuan teknis dibidang kepabeanan dan cukai
JUMLAH UNSUR UTAMA.) 8D VIl
VI |PENUNJANG TUGAS PEMERIKSA BEA DAN CUKATL
A |Pengajar/pelatill di bidang Kepabeanan dan Cukai
Mengajar/melatih yang berkaitan dengen bidang Kepabeanan dan
Cukar
B |Peran serta dalam seminar/lokakarya i bidang Kepabeanan dan Cukai
L. |Mengilarti kegiatan seminar/lokakarya/konferensi di bidang
Kepabeanan dan Cukai sebagai:
a |Pemrasaran /penyaji/narasumber
b, |Pembahas /moderator
¢ |Peserta
2, |Mengiknti /berperan serta sebagai delegasi ilmiah sebagai:
a |Ketua
b |Anggota
C |Keangpotaan dalam Orgamisasi Profesi Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea
dan Cukai
Menjadi anggota organisasi profesi.Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea
dan Cukai :
L. |sehagal Pengurus akel
2, [sebagai Anggota aktif
D |Keanggotaan dalam Tim Penilat Kinerja Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea
dan Cuokai
Menjadi anggota Tim. Pénilai Kinerja Jabatan Fungsional Pemeriksa
Bes dan Cokai
E |Perolehan penghargaan/tanda jasa
Memperoleh Penghargaan /tanda jasa Satyalancana Karyasatya
L. |30 (tiga puluh) tahun
2, |20 (dna polnh) tahon
3. |10 {sepulnh) tahun
F |Peralelian gelar kesarjanaan lainnya

Memperoleh pendidikan yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya

L. |Diploma 1
2. |Diploma 1M1
JUMIAH UNSUR PENUNJANG
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Butir Kegiatan jenjang jabatan di atas/dibawah *)

1

2

=)

JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG

*) Dicoret yang tidak perlu
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HI |LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :

L. Surar pernyataan melakukan kegiatan .......

2. Surat pernyataan melakukan kegiatan ..., .

3. Surat pernyataan melakokan kegiatan ...

4, Burat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi
5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang

6

. dan seterusnya

NIP.

IV |Catatan Pejabat Pengusul :

4., dan seterusnya

( jabatan )

(nama pejabat pengusul )

NIP.
V |Catatan Anggota Tim Penilai:
| I
o R
fc P
4. dan seterusmya
{ Nama Penilai [ |
NIP,
{(Nama Penilai 11)
NIP,

VI [Catatan Retaa Tim Penilai :

4. dan seterusmya

Ketua Tim Penilai,

(Nama )
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CONTOGH
DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI

ANAK CLAMFIRAN 5C

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWATAN NEGARA
NOMOR 16 TAHUN 2617

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAT

DAFTAR USUL PENETAPARN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PEMFRIESA BEA DAN CUKAIPELAKSANA LANJUTAN/MAHIR

Nomor:

Bulan .. .ovons 87/d Bulan,. o wee Tahun,.
NO KETERANGAN PERORANGAN
1. | Nama
2, | NIP
3, | Nombr Seri Kartu Pegawai H
4. | Tempat dan Tanggal Lahir

Jenis Kelamin

E

Pendidikan yang diperhitungkan anglka lereditiiya

~T

Jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai / TMT

asa Kerja gplongan lame

o |

Wlasa Kerja golongan haro

=
A2

Unit Kerja

UNSUR YANG DINILAL

NO
UNSUR. SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN

ANGKA EREDIT MENURUT

INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAT

LAMA | BARU | JUMLAH | LAMA | BARU | JUMLAH

54

3 4 5 & Z &

PENDIDIKAN

Av |Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah /gelar

Mengikuti Pendidikan sekolah dan memperoleh fjazah/gelar

1. |Biploma I

2, |Diploma 11

Pendidikan dan pelalihan fungsional/teknis Jabatan Fungsional Pemeriksa
Bea dan Cukai serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan
Pelatihan {STTPP) atau Sertifikat

Mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional/feknis Jabatan
Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai dan memperaleh Surat Tanda
Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat

1, lamanya lebil dati 960 jam

. [lamanya antara 641-960 jam

lamanya antara 481-640 jam

. lamanya antara 161-480 jam

. lamanya antara 81- 160 jam

: lamanya antara 31-80 jam

7. |lamanya kurang dari 30 jam

€, |Pendidikan ¢lan Pelatilian Pra Jabaran

Mengikuti pendidikan dan pelatthan prajabatan

|Pendidika.n dan pelatihan Prajabatan tingkat 1T

PEMERIKSAAN BEA DAN CUKAT

A |Pemetiksaan Barang. Badan dan Sarana Pengangkut

L |Melaksanakan pemeriksaan barang dalam rangka impor dengan ;

|ﬁngkai kesulitan menengah

3

Melaksanakan pemeriksaan barang ekspor @

a |KITE

b [tingkat kesulitan tinggi

Pemeriksaan ldentifikasi dan Klasifikasi Barang Secara Laboratoris

Melaksanakan program orutu Kategori IIT

—

Melaksanakan kegiatan penyiapan doknmen wrutn sebagai Anggota IV

Melaksanakan kegiatan persiapan pengujian sebagai Ketua

Melaksanakan pengujian contoh uji internal sebagai Penyelia Analis [
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UNSUR YANG DINTLAT

ANGKA KREDIT MENURUT

NO
UNSUR. SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAT
LAMA | BARU | JUMLAH | LAMA | BARU | JUMLAH
1 2 =3 4 5 (3 z g

Melaksanakan penguijian sontoh ujieksternal sebagai Penyelia Analis

5

6 |Melaksanakan kegiatan manajemen laboratorium sebagai Ketua
C |Analisis penerimaan, Pemberian den Evaluasi Perizinan, Sertifikasi AEO,
Pemutakivan Database Nilai Pabean dan Fasilitas Kepabeanan dan Cuka)

Ifelaksanakan moniforing dan evalnasi atds !
a |pelaksanaan Fasilitas Pasal 25 UU Kepabeanan sebagai Anggota [l
b |pelaksanaan Fasilitas Pasal 26 U Kepabeanan sebagai Anggota [

¢ |pelaksanaan Fasilitas Tempat Penimbunan Berikat sebagai
[Anggota 11

pelaksanaan Fasilitas Migas dan Panas Bumi sebagai Anggota [T
pelaksanaan Fasilitas BMDTP sebagai Anggota 11

pelaksanaan Fasilitas KITE sebagai Anggota 11

sertifikast ABO sebagai anggota II

Pembetian Perizinan Kepabeanan terkait NIK sebagai anggota 11

oo | =] o | e

i [Penetapan Hubungan Ierterkaitan sebagai Anggota II
Laporan Periodik Cukai (LACK] sebagai Anggota IT
Pemberian perizinan berupa NEPBKC sebagai Anggota Il

=

1 [pemberian fasilitas Cukal berupa Pembebasan

Pemusnahan Pita Cukai/Barang Kena Cukai sebagai Anggota I
Penctapan Tarif Cukai sebagai Anggota II

pengembalian Cukai/Pita Cokai sebagai Angpota Il

p |pemberian Kemudahan Cikai beripa Penundaan Pembayaran
sebagai Anggota II

ole| B

pemberian fasilitas Cukaiberupa Tidak Dipungutsebagai Anggota
1T

D |Penelitan Dokumen Kepdbeanan dan Cukai

| |Melaksanakan penelitian dokmmen :

ekspor kategori 1L

cukai

PIBK

[PFEP

Customs Declaration (Bayar)

Custonrs Declaration (Non-Bayar)

2 |Melaksanalkan penyiapan bahen analisis dalam rangka;

[perencanaan Penelifian Ulang (untukbahan tingkat kesulitan
lanjutat)

3 |Melaksanakan pengawasan danfatau pelayanan ke pabeanan dan
cuka di' tempat-tempat tertentin yang ditunjuk oleh Kepala Kantor
sebagai Koordinator pada Tem pat. Kategori TV

2

(ol IR0 =% RN Nepl 53

E' |Perencanaan, Pelaksanaan, dan Bvaluasi Andit Kepabeanan dan Cukai

L [Melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka !

perencanaan audit kepabeanan dan cukai funtuk bahan Tingkat
Kesulitan Lanjutan)

Melaksanakan audit kepabeanan dan cukai sebagai Auditor untuk
jenis:

a |Andit Umum dengan 2 (dua) Program Audit

b |[Audit Umum dengan 3 (tiga) Program Audit atau lebih

¢ |Audit Investigasi

F' |Penelitian Keberatan, Proses Banding dan Penagihan Kepabeanan dan

L |Melaksanakan Penyiapan bahan dalam rangka!
a |penclitian dokmmen keberatan Kategori Il
b [Evaloasi Keberaran Kategori [I
Melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka penyusunan

Surat Uratan Banding dan Surat Tanggapan atas perkara hukum di
bidang kepabeanan dan cukal Kategori I

=

3 |Melaksanakan penyiapan bahan-analisis dalam rangka penyusunan
Surat Penjelasan Tertulis atas perkara hukiim di'bidang kepabeanan
dan culcai Kategori IT

4 |Melaksanakan penyiapan bahan-analisis dalam rangka penyusunan
Memori PK dan Konfra Memori PK atas perkara hruknm di bidang
kepabe anan dan cukai Kategori 11
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NO

UNSUR YANG DINILAL

ANGKA EREDIT MENURUT

UNSUR. SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN

INSTANSI PENGUSUL,

TIM PENILAT

LAMA

BARU | JUMLAH | LAMA | BARU

JUMLAH

2

3

4 5 I3 z

[

5 [Melaksanakan penyiapan lahan analisis dalam rangka penynsunan
Evaluasi Putusan Pengadilan dan PK @

& |Melaksanakan kegiatan sidang di pengadilan atas perkara hukum di
Bidang Kepabeanan dan Cukai sebagai Anggota 11

7 |Melaksanakan kegiatan penagihan piutang negara di bidang
Kepabeanan dan Cukai

8 |Melaksanakan kegiatan penyitaan dalam rangka penagihan piutang
Inegara di hidang Kepabeanan dan’ Culeai

Analisis dalam rangks perimosan dan evalnasi Kebijakan Kepabeanao dan
Cukai serta melakukan pengujian kompeiensi pejabar Fungsional
Pemetiksa Bea dan Cukai

Melaksanakan penyiapan yahan dalam rangka :

telaah atas perinasalabian kepabeanan dan culkai

PENCEGAHAN DAN PENYIDIKAN DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAT

A

Pengolahan lnformasi Kepabeanan dan’ Culeai

=

Melaksanakan penyiapan biahan dalam rangka !

I [pengolahan informasi kepabeanan dan cukai lingkat wilayah

Melaksanakan penelifian lapangan dalam rangka pengumpiulan
imformasi di bidang kepabeanan dan cukaisebagai Ketua

2

Pelaksanaaan Patroli

[

Melaksanakan patioli laut di bidang kepabeanan dan cukaisebagai ¢

a |Komandan patroli pada Kapal Patroli Kategori 11

b |Wakil Komandan patroli pada Kapal Patroli Kategord 1

¢ |Perwira pada Kapal Patroli Kategori I1

d |Awak Kapal pada Kapal Patroli Kategori 1

Melaksanakan pemeliharaan peralatan dan kapal patroli Kategori 1

15}

Melaksanakan patroli clarar di hidang kepabeanan dan ¢ukai sebagai

3 Ketua

Pelaksanaan Penyidikan

Melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penyidikan tindak
|pidana kepabeanan dan cukat tingkat Wilayah

L

Melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penelitian tindak
pidana kepabeanan dan cukai tingkat wilayah

PELAYANAN [NFORMASI DI BIDANG KEPAPEANAN DAN CUKAI

Pelaksanaan informasi di bidang kepabeanan dan cuikai

| |Melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka :

(himbingan kepatuhan di bidang kepabeanan dan ¢ukai untuk CC
MITA

(]

Melaksanakan penyuluban di bidang kepabeanan dan cukai sebagat
Anggota I1

3 |Melaksanakan kegiatan pelayanao informasi di hidang kepaheanan
dan culzai sebagai Team Leader

KEPATUHAN INTERNAL DI EIDANG KEPABEANAN DAN CUKAL

Pelaksanaan kepatuhan iiiternal di bidang kepabeanan dan ¢ukai

=

Melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka kegiatan pencegahan di
bidang Kepaluhan Internal Kepabeanan dan Cukai Bahan kategori T

2 |Melaksanakan pengelolasn kinerja Kepabeanan ¢dan Cukai .

a |Kategori I'sebagai Anggota |

b [Kategori I'sebagai Anggota 1

3 |Melaksanakan Pengawasan Kepatuhan dan nvestigasi Tnternal
Kepabeanan dan Cukai .

a |Kategori [sebhagai Anggora 11

b |Kategori Il'sebagai Anggota 1

4 |Melaksanakan Penjaminan Knalitas DJBC sebagai Anggota I

PEN

GELOLAAN INFORMASI DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAT

Pelaksanaan pengelolaan informasi di bidang kepabe anan dan cukai

1 [Melakukan pengembangan program sistem informasi layanan
ke pabeanan dan cukai dengan kategoery program Kompleks

2 [Melakukan penigembangan modul program sistem informasi layanan
kepabeanan dan cukai dengan kategori modul sedérhana

3 |Melaknikan peremajaan program sistem informasi'layanan kepabeanan
dan culkal dengan kategori Kompleks
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UNSUR YANG DINILAL

ANGKA KREDIT MENURUT
UNSUR: SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAL
LAMA | BARU | JUMLAH | LAMA | BARU | JUMLAH
Z 3 4 5 & b4 8

4 |Melakukan peremajaan modul program sistem informasi layanan
kepabeanan dan cukaidengan kategori modil sederhana

5 |Melakuikan penanganan gangguan sistem informasi layanan
kepabeanan dan cukai Kategori I

6 |Melakukan pengelolaan keamanan pada sistem informasi layanan
kepabeanan dan cukai kategori T

PENGEMBANGAN PROFEST

A |Pembuatan karya tolis/karya ilmiah di bidang kepabeanan dan culkai
1, |Membuat karya tulis /karya ilmiah hasil penelitian/
pengkajian/suivei/evalnasi di bidang kepabeanan dan cukai yang
dipublikasikan;

a: |Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara
nasional
b, |Dalam bentuk majalah ilmiah yang dialkui oleh Kementferian yang
bersangkitan
2, |[Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian;/
pengkajian /strvel/ evaluasi di bidang Kepabeanan dan Cukai yang
tidak dipublikasikan. tetapi didolkumentasikan di perpustakaan:

a. [Dalam bentuk bukn yang diterbitkan dan diedarkan secara
nasional
b. |Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang
bersangkutan
3. |Membrat karys trlis /karya ilmiah beripa tinjanan atan nlasan ilmiah
hasil gagasan sendiri di bidang Kepabeanan dan Cukai yang
dipublikasikan:

[Dalam bentuk buku yang diterbitikan dan diedarkan secara

' [nasional

Dalam’ bentuk majalah lmiah yang diaku olely Kementetian yang
(bersangkuran

4. |Membuat makalah berupa tinjanan atau ulasan ilmish hasil gagasan
sendiri dalam bidang Kepabeanen dan Cukai yang tidak
dipublikasikan tetapi didekumentasikan di perpustakaan:

b,

a. |Dalam bentuk buku
b. |Dalam majalah

5. [Membuat rulisan ilmiah popunler di hidang kepabeanan dan cukai yang
disebarlnaskan melalui media massa yang meriupakan satu-kesatuan

6, |Menyampaikan prasavan beropa finjanan. gagasan. atau ulasan ilmiah
dalam pertemuan ilmiah nasional (tidak harus memberikan
rekomendasi tetapi harus ada kesimpulan akhir)

B |Penerjemahan /peryaduran bukmn, karya ilmiah, pératoran dan bahan
lainnya i bidang kepabeanan dan cokay

1. [Menerjemahkan /menyadnr buku, karyailmiah, dan balan lainnyadi
bidang kepabeanar dan cikai yang dipublikasikan
Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara
(nasional
b, |Ralam bentuk majalah itmigh tingkat nasional
2. |Menerjemahkan /menyadur buku  karya ilmiah. dan bahan lainnya di
bidang kepabeanan dan cukai yang tidak dipublikasikan ;

a. |Dalaem bentuk buku

. |Palem bentulcmajalaly yang diaknislel ostansi yang berwenang,

a.

3. |Menerje mahkan /menyadur peraturan di bidang kepabe anan dan cukai
vang diakai oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

C |Penyusunan ketentuan pelaksanasn/ ketentuan teknis di bidang
Kepabeanan dan Cukai

1. [Menyusun ketentuan pelaksanaan di bidang kepabeanan dan cukai

2. |Menyusun ketentuan teknis di bidang kepabeanan dan cukai

JUMLAH UNSUR UTAMA ISD VI

PENUNJANG TUGAS PEMERIKSA BEA DAN CUKAT

A |Pengajar/pelatih di bidang Kepabeanan dan Cukai

Mengajar/melatth yang berkaitan dengan bidang Kepabeanan dan
Cukai

B |Peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang Kepabeanan dan Cukai
1. |Mengikuti kegiatan seminar/lokakarya/konferénsi di bidang
Kepabeanan dan ¢Cukaisehagai:
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NO

UNSUR YANG DINILAL

ANGKA KREDIT MENURUT
UNSTIR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN INSTANSI PENGUSUL TIM PENITAT
LAMA | BARU | JUMLAH | LAMA | BARU | JUMLAH
2 3 4 5 & z : 8 |
a |Pemrasaran /penyaji/narasumber
b |[Pembahas /moderator

«

Peserta

2, |Mengikviti /berperan serta schagai delegasi ilmiahl sebagai:

a

ISeTua

b

Anggota

Keanggotaan dalam Organisasi Profest Jabatan Fungsiofial Pemetiksa Bea
dan Cukai

dan

Menyach anggota organjs’asf proﬁes:i Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea

Cukai :

L,

sebagai Pengurus aktil

B,

sebagai Anggota alktif

Keanggotaan:dalam Tim Penilat Kinerja Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea
dan Culkai

Bea

Menjadi anggota Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Pemeriksa

dan Ciikai

Perolehan penghargaan /tanda jasa

Mem peroleh Penghargaan/tanda jasa Satyalancana Raryasatya

Lo

30 (tiga puluh) tahun

2,

20 (dna puluh) tahna

3¢

10 (sepuluh) tahmn

Perolehan gelar kesarjanaan lainnya

Mem peroleh pendidikan yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya

L. |Diploma [

Diploma ITT

JUMLAH UNSUR PENUNJANG
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Butir Kegiatan jenjang jabatan di atas/dibawah *)
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1T |LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :

1. Surat pernyataan melakukan kegiatan .......

2. Burat pernyataan melakukan kegiatan ...

3. Surat pernyataan melakukan kegiatan ...

4, Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi
5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang

6]

. dan seterusnya

NIP.

IV |Catatan Pejabat Pengnsul ;

4, dan seterusnya

( jabatan )

(nama pejabat péngusul )

NIP,
V |Catatan Anggota Tim Pexnilaj ¢
1. e
2
3
4. dan seterusnya
-
( Nama Penilai T )
NIP,
(Nama Penilai II)
NIP,

VI |Catatan Ketua Tim Penilai :

4. dan seterusnya

Ketua Tim Penilai,

(Nama )

NIF.
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ANAK LAMPIRAN 5D
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWATAN NEGARA
NOMOR 16 TAHUN 2017
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAT
CONTOH
DAFTAR USUL PENETAPAN ANGRA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAT

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAIL PENYELIA

Nomor:
INSTANSI : . MASA PENILAIAN :
Bulaii v e 8/ BUlan o, TAEL e

NO KETERANGAN PERORANGAN

1, | Nama

2, | NIP

3. | Nomor Seri Kartii Pegawai

4. | Tempat dan Tanggal Lahir

5. | Jemis Kelamin

6. | Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya

7. | Jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai. / THMT 1

8. | Masa Ketja golongan lama '

9. | Masa Ketja golongan baru 1

10. | Unit Ketja

UNSUR YANG DINILAT
NO ANGKA KREDIT MENURUT
UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAL
LAMA | BARU | JUMLAH | TAMA | BARU | JUMLAH

1 2 .3 4 5. & 7 8

1 |PENDIDIKAN

A, |Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah fgelar
Mengilaati Pendidikan sekolah ¢lan memperoleh fjazah/gelar

1. |Biploma I

2; |Diploma IIT
B. |Pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Jabatan Fungsional Pemeriksa
Bea'dan’ Culzai serta'memperoleh Sural Tanda Tamat Pendidikan dan
Pelatihan (STTPP) atat Sertifikat

Mengikut] pendidikan dan pelatihan fimngsional /teknig§ Jabatan
Pungsional Pemeriksa Bea dan Culkai dan memperoleh Surat Tanda
Tamat Pendidikan dan Pelathan (STIPP) atau Sertifikar

1. |lamanya lebih dari 960 jam

2. Jlamanya antara 641-960 jam

3. [lamanya antara 481-640 jam

4, |lamanya anrara 161-480 jam

5: [lamanya' antara 81-160jam

6. [lamanya antara 31-80 jam

=1

. [lamanya kurang dari 30 jam:

¢. |Pendidikan <an Pelatihan Pra Jabatan

Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan
]Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat [1

II |PEMERIKSAAN BEA DAN CUKAI

A |Pemeriksaan Barang, Badan dan Sarana Pengangkut

L |Melaksanakan pemeriksaan barang dalam rangka impordengan :
a |tingkat leesulitan tingg1

b |karakteristik barang pindahan

B |Pemeriksaan [dentifikasi dan Klasifikasi Barang Secara Laboratoris

1 |Melaksanakan evaluasi program mutu kategori 11
Melaksanakan leegratan penyiapan doknmen mur sebagat Anggota 111
Melaksangkan legnatan persiapan pengujian sebagal Pengawas

Melaksanakan pengujian centohiuji internal sehagai Pengawas 1T

Melaksanakan pengujian contoh uji eksternal sebagai Pengawas 1
Melaksanakan kegiatan manajemen laboratorium se hagat Pengawas

(o)l Be i B JVAY 5]




2017, No.1181 _1920-

NO

TINSUR YANG DINILAT

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT MENURUT

INSTANSI PENGUSUL

‘TIM PENILAT

LAMA

BARU | JUMLAH | LAMA | BARU

JUOMLAH

Z

3

4 5 3 7

8

Penelitian Dolamen Kepabeanan dan Cukai

1 |Melaksanakan penglitian dokumen ekspor kategori [

2 |Melaksanakan pengawasan dan/atau pelayanan kepabeanan dan
cukat di’tempat-tempat. tertentu yang ditunjuk eleh Kepala Kantor
sebagai Koordinator pada Tempat Kategori I

Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Andit Kepabeanan dan Cukai

Melaksanakan audit kepabeanan dan cuka sebagai Ketua Auditor
untuk jenis andit sederhana yang meliputi:

a |audit umum dengan 1 (satu) program audit

b Jaudit khusus keberatan dalam rangka penetapan Pejabat Bea dan
Cukai

¢ |auadit khusus lainnya

audit yang dihentikan pekerjaan lapangannya ( Berita Acara
Penghentian Audit/BAPA)

Penelitian: Keberatan, Proses Banding den Penagihan Kepabeanan dan
Cukai

L |Melaksanakan Penyiapan hahan ddlam rangka:

a |penelitian dokumen keberatan Kategori

b [Evaluasi Keberatan Kategori I

15

Melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka penyusiman
Surat Uratan Banding dan Surat Tanggapan atas perkara hukum i
bidang kepabeanan dan cukai Kategpri T

3 |Melaksanakan penyiapan bahan analisis alam rangka penyustinan
Surat Penjelasan Tertulis atas perkara hukum di bidang kepabeanan
dan culkai Kategori [

4 [Melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka penyusunan
Memori PK dan Kontra Memori PK atas perkara hulkum di bidang
kepabe anan dan cukai Kategori |

Ul

Melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam rangka penyusunan
EvaluasiPutasan Pengadilan dan PK Kategori I

Analisis dalam rangka perumusan dan evaluasi Kebijakan Kepabeanan dan

Melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka

penyusinan Naskah Akademis dalam rangla permmusan atan
perubahan kebijakan kepabeanan dan ¢ukat

lui}

PENCEGAHAN DAN PENYIDIKAN DI BIDANG KEPAREANAN DAN CUKAI

A

Pengolahan Informasi Kepabganan dan Cukai

Melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka !

Ipeugolahan informasi kepabeanan dan cukai tingkat nasional

Pelaksanaaan Patroli

1 |Melaksanakan patroh laut-di bidang kepabeanan dan cukai sebagai :

a |[Kentandan patroli pada Kapal Patreli Kategoril

b |Perwira pada Kapal Patoli Karegori 1

Pelaksanasan Penyidikan

L |Melaksanakan penyidpan bahan dalam rangka penyidikan tindak
pidana kepabeanan dan cukai tinglkat nasional

0

Melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penclitian tindak
pidana kepabeanan dan cikai tingkat nasional

v

PENGELOLAAN INFORMASI DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI

Pelaksanaan pengelolaan informasi di bidang leepabe anan dan cukai

Menyusun perancangan sistem informasi layanan kepabeanan dan
cukai kategori [

PENGEMBANGAN PROFESI

A

Pembuatan karya tlis/karya ilmiah di bidang kepabeanan dan cukai

1, [Membuat karya fulis /karya ilmiah hasil penelitian/
pengkajian fsurveifevaluasi di bidang kepabeanan dan cukai yang
dipublikasikan;

a. |Dalam bentuk bukn yang diterbitkan dan diedarkan secara
nasional

b, |Dalam’ benruk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang
bersangkutan

[

. [Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/
pengkajian /survei/ evaluasi di bidang Kepabeanan dan Culkai yang
fidak dipublikasikan. tetapi didcknmentasikan di perpustakaan'
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UNSUR YANG DINILAT

ANGKA KREDIT MENURUT

UNSUR, SUR UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN INSTANSI PFENGUSUL TIM PENILAL
LAMA | BARU | JUMLAH | TAMA | BARU | JUMLAH
2 3 4 5 & 7 &
a. |Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara
nasional
b. |Dalam bentuk majalal ilmiah yang diakui cleh Kementerian yvang
bersanglutan

Membiuat karya mlis /karya ilmiah berupa tingauan atau ulasan ilmiah
hasil gagasan senidini di bidang Kepabeanan dan Cukai yang
dipublilasikan:

‘0

Dalam bentuk biku yang diterbitkan dan diedarkan secara

* |nasional

b Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakut oleli Kementetan yang
* [bersangkutan

4, |Membuat makalah berupa tinjauan atau wlasan ilmiah hasil gagasan

sendirt dalam bidang Kﬁpabaanqn dan Cukai yang tidak

dipublikasikan tetapi didekumentasikan di perpustakaan:

a. |[Dalam bentuk bitkn

b. [Dalam majalaly
5. |[Membiiat tulisanilmiah populer dibidang kepabeanan dan ¢ukai yang
disebarinaslkan melalui media massa yang merupakan satu kesatuan

6. |Menyampaikan prasaran berpa tinjaunan, gagasan, atan ulasan ilimiah
dalam pertemuan ilmiab nasional (Hdak harns memberikan
rekomendasi tetapi harus ada kesimpulan akhir)

B |Penetjemabanypenyaduran buku, karya ilmigh, peraturan den bshan
lainnya di bidang kepabeanan dan cukai

1. |Menerjemahkan /menyadur buku, karya ilmiah. dan bahan lainnya di
bidang kepabeanan dan cukai vang dipublikasikan

Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara
nasjonal

a.

b. |Dalam bentuk majalah ilmiah tingkat nasional
Menegjemahkan /menyadur buku , karya ilmiah, dan balan ldinnya di
bidang kepabeanan dan cukai yang tidalk dipublikasikan :

[

a. |Dalam bentuk buky
b. |Palam bentuk majalahl yang diakuioleh Instansi yang berwenang
3. |Menerjemahkan /menyadur peraturan di bidang kepabeanan dan cukai
yang diakui oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

C |Penyusunan keteituwan pelaksanaan/ keteintuan teknis di bidang
Kepabeanan dan Cukai

1, |Menyusun ketentuan pelaksanaan di bidang kepabeanan dan cukai
2. |Menyusun ketentuan teknis di bidang kepabeanan dan cukai

JUMLAH UNSUR UTAMA ISD V

PENUNJANG TUGAS PEMERISA BEA DAN CUKAI

A |Pengajar/pelatih di bidang Kepabeanan dan Cukai

Mengajar /melatih yang berkaitan dengan bidang Kepabeanan dan
Culeai

B |Peran serta dalam’semmar/lokakarya di hidang Kepabeanan dan Cukai
1. [Mengikuti kegiatan seminar/lokakarya /koaferensi di bidang
Kepabeanan dan Cukai sebagai:

a |Pemrasaran /penyaji/narasumber

Pembahas /moderator

¢ |Peserta

Mengikuti /berperan serta sebagat delegasi ilmiah sebagait

L]

a |Ketua

b |Anggota
Keanggotaan dalam Organisasi Profesi.Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea
dan Cukai
Menjadi anggota organisasi profesi Jalyaran' Fungsional Pemeriksa Bea
dan Cukai !

1, |sebagai Pengurns aktif
2. |sebagai Anggota akrif
D |Eeanggotaan ddlam Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea
dan Culcai

Menjadi anggota Tim Penilat Kinerja Jabatan Fungsional Pemeriksa
Bea dan Cukai

o]
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UNSUR YANG DINILAT
No ANGKA KREDIT MENURUT
UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAL
LAMA | BARU | JUMLAH | TAMA | BARU | JUMLAH
1 2 3 4 5 & 7 &
E' |Perolehan penghargaan/tanda jasa
Memperoleh Penghargaan/tanda jasa Satyalanzana Karyasatya

1. |30 {tiga puluh) rabun

2. |20 (dua puluhy tahin

3. | LO/(seprilith) tahiin

F |Perolehan gelar kesarjanaan lainoya
Memperolelh pendidikan yang tidak sesuai dengan bidang togasnya

Diploma I
2. |Diploma III

JUMLAH UNSUR PENUNJANG
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Butir Kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah %)

1 2

L]
EN
el
o

~
oo}

JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG

*). Dicoret yang, tidak perliu
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I

LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :

&

o @

dan seternsnya

1. Surat pernyataan melakukan kegiatan

2. Surat pernvataan melakukan kegiatan ...
3. Surat pernydtaan melaknkan kegiatan
Surat pelﬁyaj;aan melaknkan kegiatan pengembangan profesi
Surat pernystaan melaknkan kegiatan penunjang

NIP.

v

Catatan Pejabat Pengusul :

oo e

4. danseterusnya

{ jabatan’)

[nama pejabal pengusul)

NIP,

Catatan Anggota Tim Penilai :

K=

3
4., dan seterusiva

( Nama Peailai [ )

NIP.,

[Nama Penilai 1)

NIP.

Catatan Ketna Tim Penilai :

4. dan séterusiva

Ketua Tibt Penilad,

(Nama )

NIP.
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CONTOH
DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA HEA DAN CUKAI

2017, No.1181

ANAK LAMPIRAN 6A

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMGOR 16 TAHUN 2017

TENTANG PETUNIUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI PERTAMA/AHLI PERTAMA

Nomor;

INSTANST £ vy ovne en snsns avesrsaes swsnss s sosnss vos MASA PENILAIAN ;
no KETERANGAN PERORANGAN

1. | Nama

Bl .

Nomor Seri Kartu Pegawai

Tenrpat dan Tanggal Lalir

Jems Kelamin

Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya

Jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai / TMT

Masa Kerja golongan lama

Masa Kerja golongan barn

TInit Kerja

UNSUR YANG DINILAL

UNSUR. SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT MENURUT

[NSTANSI PENGUSUL TIM PENILAT

LAMA | BARU | JUMLAH | LAMA | BARU | JUMLAH

LY

3 4 5 & 7 &

PENDIDIKAN

A, |Pendidikan:sekolah dan memperoleh jazah /gelar

Mengikuti Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah /gelar

1. |Sarjana(81)

2. |Magister (S2)

5. | Doktor (S3)

B. |Pendidikan dan pelatihan fiingsional/teknis Jabatan Fungsienal Pemeriksa
Bea dan Cukaiserta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan
Pelatihan (STTPP) atan:Sertifikat

Mengikut pendidikan dan pelatihan fungsional /reknis Jabatan
Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai dan mempereleh Surat Tanda
[Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat

lamanya lebih dari 960 jam

lamanya artara 641-960 jam

lamanya antara 481-640 jam

lamanyaantara 161-480 jam

lamanya antara &1-160 jam

lamanya antara 31-80 jam

oo o|afe|w]-

lamanya lurang dar 30 jam

G |Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan

Mengikuii pendidikan dan pelatihan prajabatan

I.Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat 11

PEMERIKSAAN BEA DAN CUKAI

A |Analisis penerimaan, Pemberian dan Evaluasi Perizinan, Sertifikasi AEO,
Pemutakiran Database NilaiPabean. Fasilitas dan Kebijakan Kepabeanan
dan Cukai

1| |Melaksanakan analisis dalam rangka

a |Pemberian Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas Pasal 25 UU
Kepabeanan

Iy |Pemberian Iasilitas Kepabeanan terkait Iasilitas Pasal 26 UU
Kepabeanan

¢ |Pemberian Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas Tempat
Pénimbunan Berikat

d |Pemberian Tasilitas Kepabeanan terkait Tasilitas Migas dan Panas
Bumi
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UNSUR YANG DINILAL

ANGKA KREDIT MENURUT

NO
UNSUR, STIB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN INSTANSI PENGUSUL TIM PENITAT
LAMA | BARU | JUMLAH | LAMA | BARU | JUMLAH
4 2 3 4 & [ 2 &

e |Pemberian Fasilitas I(el)abéanan terkait Fasilitas BMDTP

[ |Pembekuan den Pencaburan Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas
Tempat Penimbiinan Berikat

g |Pembekuan dan Pencaburan Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas
KITE

h [Pemberian, Pembekuan dan/ Pencabutan Perizinan Kepabeanan
dan Cukat berupa NIPER

1. |Penerbitan SPPJ

i |Pénerbitan STTJ

I |Penerbitan Fasilitas Pengembalian KITE

1 |Pemberian Sertifikasi AEQO

Pemberian perizinan Kepabeanan dan Cukal herupa NIK

Pemutakhiran Data Base Nilai Pabean

o |Pembekuan dan pencaburan Sertifilzasi AEO
p |Penetapan Hubungan Keterkartan

¢ |Pénelitian Laporan Periodik Cukai (LACK])

r |Pemberian perizinan berupa NPPBKC

pemberian fasilitas Cnkai berupa Pembebasan

Pémusnahan Pita Cukai/Barang Kena Cukai

Penetapan Tarif Cnkai

pengembalian’ Cukai/ Pira: Culzai

pemberian Kemudahan Cukai herupa Penundaan Pembayaran

pemberian fasilitas Cukai berupa Tidak Dipungut

Penelifian Laporan Penerimaan Pajak Rokok

w|<|w|s|<|a]| ==

Penelitian Dokumen Cukai

ag | EvaluasiLaporan Periodik atas pelaksanaan Fasilitas Kepabeanan

Melaksanakan analisis dan evaluasi atas penerimaan negara di bidang
kepabeanan dan cukai

o

Melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait ;

a |Fasilitas Pasal 25 UU Kepabeanan sebagai Anggota [

b |Fasilitas Pasal 26 UU Kepabeanan sehagai Anggota |

¢ |Fasilitas Tempat Penimbunan Berikat sebagai Anggota I

d |Fasilitas Migas dan Panas Bumi sebagai Anggota |

¢ |Fasilitas BMDTP sebagal Anggota |

f |Fasilitas KITE sebagai Anggota I

¢ |Serdfilsasi AEO sebagai anggota [

L [Pemberian Perizinan Kepadbeanan terkait NIK sebagai anggota |

i |Pénetapan Hubungan Keterkaitan sebagai Anggota 1

1 |Laporan Perindik Cukai (LACK) sebagai Anggota 1

It |Pemberian perizinan berupa NPPBKC sebagai Anggota [

1 |pemberian fasilitas Cukar berupa Pembebasan sebagat Anggota I

m |Pemusnahan Pita Cuokai/Barang Kena Cukai sebagal Anggota |

n |Penetapan Tarif Cukar sebagat Anggota I

o |pengembalian Cukai/Pita Cukai sebagai Anggota L

P |pemberian Kemudahan Cukai berupa Penundaan Pembayatan
sebagai Angpota 1 )

( |pemberian fasilitas Cukai berupa Tidak Dipungut sebagai Anggpta |

4

Me laksanakan Validasi rerkait Serifikasi AEO sebagai Anggota 1

Pemeriksaan [dentifikasi dan Klasifikasi Barang Secara Laboratoris

L

Melaksanakan penytapan bahan pelaksanaan program mutn kategori L

Melaksanakan program mutu Anggota II

Me laksanakan Andit Internal sebagai Angpota 1

Melaksanakan evaluasi program mutu kategoti [

Melaksanakan kegiatan penyiapan dokumen mnin sebagai :

M laksanakan pengendalian rekaman mutu

~lay | G| | G e

Melaksanakan penelitian barvang di bidang kepabeanan dan cukai
sebagai Anggota

M lsksanakan pengujian contoli uji mternal sebagai Penyelia Analis I

Melaksanakan pengujian cotitoh uji eksternal sebagai Penyelia Analis |

elitian Dokumren Kepabeanan dan Cuakai

Melaksanakan analisis dalam rangka perencanaan penelifian ulang
fingkat sederhana
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NO

UNSUR YANG DINILAL

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT MENURUT

INSTANSI PENGUSUL

TIM PENITAT

LAMA

BARU | JUMLAH | LAMA | BARU

JUMLAH

2

E;

4 & G 7

&

2 [Melaksanakan pengawasan <lali/ atau pelayanan kepabeanan dan cukai
di rempar-tempat erent yang ditunjuk oleh Kepala Kanmorsebagai
Eoordinator pada Temrpat Kategori IL

D: |Perencanaan; Pélaksanaan. dan Evaluasi Audit Kepabeanan dan Cukai

1 |Melaksanakan perencanaan dalam rangka audit kepabeanan dan: cukai
Tingkat sederhana

2 |Mglaksanakan audit kepabeanan dan cukai sebagai Ketua Auditor
untul jends

a |Audit Omum dengan 3 Program Audit atau lebih

b |Audit Unram dengan 2 Program Audit

¢ |Audit Untum dengan 1 Program audit

d |Audit Investigasi

Audit Khosos dalam rangka Keberatan atas Penetapan Pejabat Bea
dan Cukai

ES)

f |Audit Khusus lainnya

Audit yang dihentikan peketjaan lapangannya | Berita Acara
& Penghentian Audit/BAPA)

3 |Melaksanakan audit kepabeanan dan cukal berskala nasional sebagai
Audlitor

4 |Membantu melaksanakan audit kepabeanan dan culkai

5 |Mglaksanakan evaluasi hasil audit Kepabeanan dan Cukai'sebagai
[verifikator

E |Penelitian Keberatan, Proses Banding dan Penagihan Kepabeanan dan
Cukat

1| |Melaksanakan analisis dalam rangka ;

a |penelitian dokumen keberatan Kategori |

b |penelitian dokumren keberatan Kategori 11

¢ |Evaluasi Keberatan

d |penyusunan Surat Uraian Banding dan Surat Tanggapan atas
perkara hukim di bidang kepabeanan dan cukai Kategori ]

e |penyusunan ‘Surat Uraian Banding dan Surat Tanggapan: atas
perkara hukum di bidang kepabeanan dan cukai Kategord Tl

f |penyusunan Memori PK.dan Kontra Memori PK

¢ |penyusunan Surar Penjelasan Tertulis atas perkara hukum di
bidang kepabeanan dan cukat

I |Evaluasi Putusan Pengadilan dan PK

1 |Medias1, Gugatan/Jawaban Gugatan avas perkara hukum di
Bidang Kepabeanan dan Cukai

1 |penyusunanteplik/duplik atas perkara bukum di Bidang
Kepabeanan dan Cukai

k |penyiapan bukfi vang akan diajukan ke pengadilan atas perkara
hukum di Bidang Kepabeanan dan: Culkai

I |penyusunan Kesimpulan Perkara atas perkara hukum di Bidang
Kepabeanan'dan Cukai

m |penyusunan Lagal Opini atas perkara hukum di Bidang
Kepabeanan dan Cukai

n |penyusunan Kajian Hnkim perkara di Bidang Kepabeanan dan
Culeai

2 |Melaksanakan kegiatan sidang di pengadilan atas perkara hukum di
Bidang Kepabeanan dan Cukai sebagal Angegota |

3 |Melaksanakan kegiatan bantuan hukum atas perkara hulkmm di Bidang
Kepabeanan dan Cikai pada Kanwil/KPIT Bea dan Cokai

i8]

PENCEGAHAN DAN PENYIDIKAN DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAT

A |Pengplahan Informasi Kepabeanan dan Cukai

1 |Melaksanakan pengolahan informasi kepabeanan dan cnkar pada
tingleat Lokal

2 |Melaksanakan Analyzing Point kepabeanan dan cukai

B |Pelaksanaaan Patreli

]MElaksanakaﬂ operasi pelacakan (K-9) sebagai Head Trainer

(]

Pelaksanaan' Penyidikan

1 |Melaksanakan penelitian tindak pidania kepabeanan dan cukai pada
tingkat [okal

2 |Melaksanakan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan sukai sampai
dengan penyerahan berkas perkara ke Kejaksaan (P-18) atan
penghentian penyidikan (SP-3) tingkal Lolcal
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NO

UNSUR YANG DINILAL

UNSUR, $UB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT MENURUT

INSTANSI PENGUSUL:

‘TIM PENILAT

LAMA

BARU | JUMLAH | TAMA | BARU

JUMLAH

3

4

5 £ 7

&

Lo

2
Me laksanakan penyidikan tndak pidana kepabeanan dan cukai setelal
penyerahan berkas perkara ke Kejaksaan (P-18) sampai dengan herkas
dinyatakan lengkap (P21) atau penghentian penyidilcan (SP-3) tingkat
Lokal

4 |Mzlaksanakan sidang sebagat Saksi Ahli atas permasalahan di bidang
kepabeanan dan Cukai

ul

Mz laksanakan Gelar Perkars atas dugaan tindak pidana kepabeanan
dan cukatsebagai periyidik

PELAYANAN INFORMASI DI BIDANG: KEPABEANAN DAN CUKAI

Pelaksanaan pelayanan informasi di bidang kepabeanan dan cukai

1 |Melakukan analisis dalam rangka evaluasi kegiatan layanan informasi
den bimhingan kepatuhan di bidang kepabeanan dan culai

2 |Mzlaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan himbingan kepatnban
di bidang kepabeanan dan ¢ukai melalil media ratap muka sebagai
Client Coordinator Umum

3 |Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi di bidang ke pabeanan dan
cukai sebagai Assessor

4 |Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi di bidang kepabeanan dan
cnkai'sebagal Team Leader EOS

KEPATUHAN [NTERNAL DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAT

Pelaksanaan kepatnhan imternal di bidang kepabeanan dan cokai

L [Mglakulean analisis kegiaran pencegalian di bidang Keparulian Internal
EKepabeanan dan Cukat

2 |Melaksanakan pengelolaan kinerja Kepabeanan dan Cukai ¢

a |Kategori I sebagal Ketua Tim

b |Kategori I sebagdi Ketna Tim

3 |Melaksanakan Pengawasao Kepatuhan dan Investigasi ternal
Kepabeanan dan Cukai;

a |Kategori I sebagai Anggota |

b |Kategori ILsebagat Ketua Tim

4 |Melaksanakan Penjaminan Kualitas DJBC sebagai Ketua Tin

Vi

PENGELOLAAN INFORMASI D] BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI

Pelaksanaan Pengelolaan Informasi di bidang kepabeanan dan cukai

1 |Melaksanakan analisis pengelolaan sistem informasi layanan
kepabeanan dan culal

2 |Menyusun perancangan sistem informasi layanan kepabeanan dan
cukai kategori 1T ’

3 |Melakukan pengembangan modul program sistem informasilayanan
kepabeanan dan cukai dengan kategori modul kompleks

4 |Melakulan peremajaan modul program sistem informasi layanan
kepabeanan dan culai dengan kategori modul kompleks

5 |Merancang skenario pengujian sistem. informasi layanan kepabeanan
dan culai

6 |Melakukan Investigasi gangguan sistem informasi layanan kepabeanan
dan cukai

7 |Melakulcan pengelolaan keamanan: padasistem informasi layanan
kepabeanan dan culkai kategori 11

8 |Melakulan pengelolaan basis data kepabeanan dan cukai kategori IT

9 [Melakulkan pengelolaan ;

a |Kuaiitas data kepabeanan dan cukai

Iy |Akses sistem informasi layanan kepabeanan dan cukai

10 |Melakukan pengelolaan penyajian data kepabeanan dan cukai Kategori
a

PENGEMBANGAN PROFESI

A |Pembitatan karya tulis/karya ilorigh i bidang kepabeanan dan cuokai

1. |Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/
penglkajian/survel/evalnasiidi bidang kepabeanan dan cnkar yang
dipublikasikan:

a. |Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara
nasionial

by |Dalam bentuk majalah flmiah yang diakui oleh Kementerian vang

bersangkutan
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UNSUR YANG DINILAT

ANGEA KREDIT MENURUT

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI
LAMA | BARU | JUMIAH | LAMA | BARU | JUMLAH
2 3 4 5 {53 7 g

2. [Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/ pengkajian/survei/
evalnasi di bhidang Kepabeanan dan Crlkai yang tidak dipublikasikan,
tetapi didokumentasikan di perpustakaan:

a. |Dalam bentulk bulu yang diterbitkan dan diedarkan secara
nasional
b, |Dalam bentuk majalah flmiah yang diakui oleh Kementerian yang
bersangkutan
3. |Membuat karya talis /karya ilmiah berupa tinjanan atan ulasan ilmiah
hasil gagasan sendiri di bidang Kepabeanan dan Cukai yang
dipuiblikasikan

a. |Dalam pentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara
nasional
b |Palam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian vang
bersangkutan
4. |Membuat makalah berupa tinjanan atav ulasan ilmiah hagil gagasan
sendiri dalam bidang Kepabeanan dan Cukai yang tidak dipublikasikan
tetapi didokumentasikan di perpustakasn:

a. |Palam bentuk buku
b, |Dalam majalah

5. [Membuat mulisan {lmiah populer di bidang kepabeanan dan cukai yang
disebaruaskan melajfui media massa yang meripakan satu kesatuan

&, | Menyampaikan prasaran berupa tinjanan. gagasan, atau ulgsan ilmiah
dalam pertemuan ilmish nasional (tidak haris memberikan
relecomendasi retapt harus ada leesimmpulan akhir)

B |Penerjemahan /penyadiiran bulku, karya ilmiah, peratiran dan bahan
lainnya di bidang kepabeanan dan cukat

1, [Menerjemahkany/menyadur huku, karya ilmiah, dan bahan lainnya di
bidang kepabeanan dan cukai yang dipublikasikan
Dalam bentuk bilau yang diterbitkan dan diedarkan secara
nasionial

a.

by |Dalam bentuk majalah flmiah tinglkat nasional
2. |Menerjemahkan /menyadur buku . karya ilmiah. dan bahan lainnya di
hidang kepabeanan dan cukai yang bidak dipublikasilean ;

a. |Dalam bentuk bulu
b. |Dalam bentuk majalah yang diskuioleh Instansi yang berwenang

. [Menerjemahkan/menyadur peraturan di bidang kepabeanan dan cuka)
vang diakui oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

w

(9]

Penyusunan ketentuan pelaksanaan/ ketentuan teknis di bidang
Kepabeanan dan Cukai

1. |Menyisun ketentuan pelaksanaan. di bidang ke pabeanan dan cukai
2., [Menyusun ketentuan teknis di bidang kepabeanan dan cukai

JUMLAH UNSUR UTAMA [ SDVII

PENUNJANG TUGAS PEMERIKSA BEA DAN CUKAI

A |Pengajav/pelatih di bidlang Kepabeanan dan Cukai

Mengajar/melatih yang berkaitan dengan bidang Kepabeanan dan.
Culkai ‘

B' |Peran serta dalam seminar/lokakarya di'bidang Kepabeanan dan: Culeal
1. |Mengikufi kegiatan seminar/lokakarya/konferensi dibidang
Kepabeanan dan Cirkai sebagais

a |Pemrasaran /penyaji/narasumber

b |Pembahas /inoderator

¢ |Peserta

2, | Mengikurif herperan serta sebeagai delegasi Umiali sebagai:

a |Ketua

1> |Anggota

€ |Keanggotaan dalam Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea
dan Cukai

Menjadi anggota organisasi profesi Jabatan Fungsional Pemetiksa Bea
dan Cukai ;

1. |sebagai Pengurus aktif

2, |sehagai Anggora aktif
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NG

UNSUR YANG DINILAL

UNSUR. SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT MENURUT

[NSTANSI PENGUSUL

TIM PENILAT

LAMA | BARU | JUMLAH | LAMA

BARU | JUMLAH

&

Z

3 4 5 &

7

dan Cukai

B |Keanggotaan dalam Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea

dan Cukai

Menjadi anggota Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea

E |Perolehan penghargaan /tands jasa

Mempersleh Penghargaan /tanda jasa Satyalancana Karyasatya

30 (tiga puluh) tahun

20 (dua puluh)j tahun

wWlw | =

10 (sepulub) tahun

F |Perelehan gelar kesarjanaan ldinnya

blemperoleh pendidikan yang tidak sesidi dengan bidang tngasnya

1. |Sarjana(S1)

2. |Magister (52)

3. | Doktor (S3)

JUMLAH ONSUR PENUNJANG
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Butir Kegiatan jenjang jabatan' di atas/di bawah *)

1 2 3 4 5 6

<1
]

JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG

*) Dicoret yang tidak perlu
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LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :

. dan seterusnya

Surat pernyataan melakukan kegiatan
Surat pernyataan melakukan kegiatan
. Surat pernyataan melakukan kegiatan
Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi
. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang

w

Catatan Pejabat Pengusui :

4, dan seterusnya

( jabatan )

(nama pejabat pengusul)

Catatan Anggota Tim Penilai ¢

4, dan seterusnya

{ Nama Penilai [ )

NIP.

(Namma Penilai 1T |

NIP,

VI |Catatan Ketua Tim Penilai

4. dan seterusnya

Ketiia Tim Penilai,

(Nama )

NIP.
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ANAK LAMPIRAN 6B
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMGOR 16 TAHUN 2017
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN TTUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI
CONTOH
DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN TUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGEKA KREDIT
JABATAN FUNGSIGNAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAT MUDA /AHLI MUDA

Nomor!
INSTANSI : . MASA PENILAIAN :
Bilan co e /. BOIAD e TANIL L s s

NG KETERANGAN PERORANGAN

1. | Nama

2 |NLP

3. | Nomor Seri Kartu Pegawai i

4, | Tempat dan Tanggal Lahir i

5. | Jenis Kelamin i

6. | Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya b

=

Jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai / TMT i

®

Masa Kerjagelongan lama B

Masa Kerjagolongan baru

10. | Unit Regja

UNSUR YANG DINILAI

NO ANGKA KREDITMENURUT

UNSUR. SUB UNSUR DANBUTIR KEGIATAN INSTANS] PENGUSUL TIM PENILAIT
LAMA | BART | JUMLAH | LAMA | BARU | JUMLAH
1 2 3 % s G 7 &

I |PENDIDIKAN

A, [Pendidikan sekolah'dan memperoleh ijazahy/gelar

Mengiluti Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar
1, |Sarjana (S1)

2, | Magistei” (S2)

3. |Doktor (S3)

B: |Pendidikan dan pelatiban fungsional/teknis Jabatan Fungsional Pemeriksa
Bea dan Cukai serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan
[Pelatilvan (STTPP) atau Sertifileat

Mengikuty pendidikan dan pelatihan fimgsional/ teknis Jabatan
Fungsiofial Pemietiksa Bea dan Cukai dan mempersleh Surat Tanda
Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atan Seytifikat

1. |lamanya lebih dari 960 jam
lamanya antara 641-960 jam
lamariya antara 481-640 jam

0

lamanya antara 16 1-480 jant

lamanya antara 81-160 jam

. [lamanya antara 31-80jam

alao]s|e

lamanya kurang dari 30 jam

€, |Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan

Mengilkut pendidikan dan pelatihan prajalyatan.
IP&ndi'djka.u dan pelatihan Prajabatan tmgkat 01

I |PEMERIKSAAN BEA DAN CUKAI

A |Analisis penenmaan, Pemberian dan Evaluasi Perizinan, Sertifikasy AEQ,
Pemutakiran Database Nilai Pabean. Pasilitas dan Kebijakan Kepabeanan
dan Cukai

1 |Melaksanakan relaah avas hasil analisis dalam rangka ;
a |Pemberian Fasilitas Kepabeanan terkail Fasilitas Pasal 25 U1
Eepabeanan

Iy |Pemberian Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas Pasal 26 UU
Eepabeanan

¢ |Pemberian Tasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas Tempat
Penimbunan Berikat

d |Pemberian Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas Migas dan Panas
Bumi.
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NO

UNSTIR YANG DINILAI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN

ANGEKA KREDIT MENURUT

INSTANSI PENGUSUL

TM. PENILA

LAMA

BARU | JUMLAH | LAMA | BARU

JUMLAH

2

3

7]

L1 [ z

&

Pemberian Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas BMDTP

Pembeknan dan Pencabutan Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas
Tempat Penimbunan Berikat

Pembeknan dan Pencabutan Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas
KITE

h

Pemberian, Pembekuan dan/ Pencabutan Perizinan Kepabeanan
dan Cukai berupa NIPER

Penerbitan SPRI

Penerbitan' Fasilitas Pengemlyalian KITE

w

Pembernan Sertifikasi AEQ

Pemberian perizinan Kepabeanan dan Culal bertipa NIK

Pemutakhiran Data Base Nilai Pabean

Pembelkuan dan pencabutan Sertifikasi ABQ

Penelitian Laporan Periodik Cukai (LACK)

pemberian perizinan berupa NPPBKC

pemberian Kemudabhan Cukai berupa Pembayaran Berkala

gla | |o |k |E

pemberian tasilitas Cukai bevupa Pembebasan Cukai

%

Pemusnahan Fita Cukai/Barang Kena Cukai

Penetapan Tavif Cukai

pengembalian Culeai/ Pita Culkai

pemberian Kemudahan Cukai berupa Penundaan Pembayaran

pemberian fasilitas Cokai bernpa Tidak Dipungot Culkai

penelitian Laporan penerimaan Pajak Rokok

il N - S =

Penelitian Dokumen Cukai

Melaksanakan penyisunan rekomendasi dalam rangka :

a |Pemberian Fasilitas Kepabeanan terkail Fasilitas Pasal 25 00
Kepabeanan di KPPBC

Iy |Pemberian Fasilitas Kepabeanan terkait Tasilitas Pasal 26 UU
Eepabeanan di KPPBC

¢ |Pemberian Fasilitas Kepabganan terkail Fasilitas Tempat
Petrimbiman Berikat di KPPBC

d |Pembeknan dan Pencabutan Fasilitas Kepabeanan ferkail Fasilitas
Tempat Penimbunan Berikar di KPPBC

e |Penerbitan STTI

f |penerbitan perizinan berupa NPPBKC di KPPBC
pemberian Kemudahan Cukai berupa Penundaan Pembayaran di

g |gppBC

L |pemberian fasiliras Cukai berupa Tidak Dipungut di KPPBC

Melaks anakan monitoring dan evaluasi terkait |

Fasilitas Pasal 25 UU Kepabeanan sebagai Ketua

feal

Fasilitas Pasal 26 Ul Kepabeanan sebagai Ketua

a

Fasilitas Tempat Penimbunan Berikat sebagai Ketua

o

Easilitas Migas dan Panas Bumi sehagai Ketna

Fasilitas BMDTP sebagai Ketua

Fasilitas KITE sebagai Ketua

Sertifikasi ABQ Sebagai ketiia

B foa | | »

Pemberian Perizinan Kepabeanan terkait NIK sebagai ketua

Penetapan Hubungan Keterkaitan sebagai Ketua

Laporan Periodik Cukai (LACK) sebagai Ketua

Pemberian perizinan Iepabeanan berupa NPPBKC sebagai Ketua

pemberian fasilitas Cokai bernpa Pembebasan sebagai Ketna

Pemusnahan Fita Cukai/Barang Kena Cnkai sebaga Ketua

Penetapan Tarif Cukatsebagai Ketua

pengembalian Cukai/Pita Cukai sebagai Ketua

P

pemberian Kemudahan Cukai berupa Penundaan Pembayaran
sebagai Ketua

g

pemberian fasilitas Cukai berupa Tidak Dipungut sebagal Ketna

4

Melaksanakan Validasi terkait Sertifikasi AEO sebagai Ketua

Pemeriksaan [dentifikasi dan Klasifikasi Barang Secara Laboratoris

I

Melaksanakan penyusunan program mitu :

a

kategori I sebagai Anggota

b

karegori [I'sebagai Anggora

&

kategori [l sebagai Angeota
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UNSUR YANG DINILAI

ANGKA KREDIT MENURDT

NO
UNSUR, 8UB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN INSTANS] PENGUSUL TIM PENILAI
LAMA | BARU | JJUMLAH | LAMA | BARU | JUMLAH
{ 2 3 i 5 o 7 8

Melaksanakan program mutu kategori 1

Melaksanakan Audit Internal sebagai Ketua

Melaksanakan lkegiatan penyiapan dokumen muta sebagai Anggota 1

2
3
4 |Melaksanakan evaliiasi program mutu kategori ['sebagai Anggota
5
6

Melaksanakan evaluasi pengendalian rekaman muta

Melaksanakan penelitian barang di hidang kepabeanan dan ¢ukai
sebagai Ketua

8 |Melaksanakan pengujian confoly uji internal sebagai Pengawas 1

9 |Melaksanakan pengujian eontoh uji eksternal sebagai Pengawas 1

Penglitian Doknmen Kepabeanan dan Cukai

1 |Melaksanakan penélitian dokimen impor pada :

a |Jalur Merah

Iy |Jalur Merah dengan menerbitkan risalah penelitian dan
penetapan

¢ |Jahr Merah dengan menerbitkan Surat Penerapan Barang
Larangan Pembatasan (SPBL)

d |Jalur Knning

¢ |Jalur Knning dengan menerbitkan risalah penelitian dan
penetapan

f |Talur Knning dengan menerbitkan Sural Penctapan Barang
Larangan Pembatasan (SPBL)

g |Jdatur Hijau

1

=

Jalur Hijau dengan menerhitkan risalah penelitian dan penetapan

2 |Melaksanakan penelitian dokumen Fasilitas Kepabeanan :

a |Jalur Merah

b |dahur Hijau

3" |Melaksanakan analisis ddlam rangka perencanaan penelifian ulang
tingkat Menengah

4 |Melaksanakan penelitian nlang

5 |Melaksanakan pengawasan dan/atan pelayanan kepabeanan dan
cukai di tempat-temrpat tertentu yang ditunjuk oleh Kepala Kantor
sebagai Koordinator pada Tempat Kalegori'1

[Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Audit Kepabeanan dan Cukai

1 |Melaksanakan perencanaan dalam rangka sudit kepabeanan dan
cukai Tingkat Menengah

(&

Melaksanakan andit kepabeanan dan cukai sebagdai Pengendali Tekuis
Audit untuk jenis @

a |Audit Umum dengen 3 Program Auditarau lelyib

b |Audit Ummim dengan'? Program Audit

¢ |Audit Umam dengan | Program audit

< [Audil lnvestigasi

Audit Khusus dalam rangka Keberatan atas Penetapan Pejabat
Bea dan Cokai

f |Audit Khusus lainnya

Audit yang dihentikan pekerjaan lapanganmya ( Berita Acara
& |penghentian Audit/BAPA)

3 |Melaksanakan audit kepabeanan dan cukai berskala nasional sebagai
Ketna Auditoy

4 |Melaksanakan evalirasi hasil audit Kepabeanan dan Cukai sebagat
evaluator

Penclitian Keberatan. Proses Banding dan Penagihan Kepabeanan dan
Cikai

1 |Melaksanakan telaah atas hasil analisis dalam rangka

a |penelitian dokunren keberatan

Iy |Bvalnasi Keberatan

penyasunan Surat Uraian Banding dan Surat Tanggapan atas
¢ perkara hitknm di Bidang kepabeanan dan crlkai

4 lpenyusunsan Memori PK dan Kontra Memori PK atas perkara
hukum di bidang kepabeanan dan culeai

€ |penyusunan Surat Penjelasan Tertulis atas perkara hukum di
bidang kepabganan dan cukai

f |Evalnasi Putusan Pengadilan dan PK
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UNSUR YANG DINILAI

NO

ANGEA KREDIT MENURUT

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN

INSTANS] PENGUSUL

TIM PENITAT

LAMA

BARU | JUMTAH | 1AMA | BARU

JUMLAH

2

3

4

5 & v

8

g |Mediasi, Gugatan/Jawaban Gugatan atas perkara hukum di
Bidang Kepabeanan dan Cukai

h |penyusunan Replik/duplik atas perkara hukum di Bidang
Kepabeanan dan Cukai

L penyiapan bukii yang akan diajukan ke pengadilan atas perkara
hukum di Bidang Kepabeanan dan Cukai

i penyusunan Kesimpulan perkara atas perkara hukum di Bidang
Kepabeanan dan Crulkai

e penyasunan [egal Opini atas perkara hukum di Bidang
Kepabeanan dan Cirkai

L |penyusunsan Kajian Hukim perkara di Bidang Kepabeanan dan
Culzai

2 |Melaksanakan kegiatan sidang di pengadilan atas perkara hnkum di
Bidang Kepabeanarn dan Cukat sebagal Supervisor

3 |Melaksanakan leegiatan bantuan hukum atas perkara hukum di
Bidang Kepabeanan dan Cukai pada Kentor Pusat DJRC

Analisis alam rangka perumusan dan evalnasi Kebijakan Eepabeanan dan
Cukai serta melakukan pengujian kempetensi pejabatFungsional

1 |Melaksanakan telaghan atas permasalahan di'bidang kepabeanan dan
cukai

2 |Melaksanakan pengujian kampetensi Jabatan Fungsional Pemeriksa
Bea dan Cukai sebaga1 gssessor untuk;

Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai kategori
keterampilan, Ahli Pertama, atau jabatan yang setingkat

PENCEGAHAN DAN PENYIDIKAN DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI

A

Pengolahan Informasi Kepabeanan dan Cuakai

1 |Melaksanakan penyusunan rekomendasi model/lariteria analisis
pengolahan inforimasi tingkat nasional

2 |Melaksanakan pengolahan informasy kepabeanan dan: cukai pada
tingkat Wilayal

[Pelaksanaan Penyidikan

1 |Melaksanakan penelitian tindak pidana kepabeanan dan cukai pada
tingkat Wilayah

2 |Melaksanakan penyidikan tndak p:idana‘kep,abeanau dan cukai
sampai dengan penyerahan berkas perkara ke Kejaksaan (P- L8} atau
penghentian penyidikan (SP-3) fingkat Wilayah

3 |Melaksanakan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai
setelall penyerahan berkas perkara ke Kejaksaan (P-18) sampai
dengan berkas dinyatakan lengkap (P-21) atat penghentian penyidikan
(SP-3) tingkat Wilayah

4 |Melaksanakan sidang sebagal Saksi Ahli atas permasalahan di bidang
kepabeanan dan Cukai

5 |Melaksanaken Gelar Perlara atas dugaan tindak pidana kepabeanan
dan cukai sebagai penyidilk

FELAYANAN INFORMAST DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKA]

Pelaksanaan pelayanan intormasi di bidang kepabeanan dan cukai

Melaksanakan telaah atas hasil analisis dalam rangka evaluasi
1 |kegiatan layanan informasi dan bimbingan kepdtuhan di bidang
kepabeanan dan culzai

2 |Melaksanakan penyusunan rekomendasi dalam. rangka evaluasi
kegiatan layanan informasi dan bimbingan kepatuhan di bidang
kepabeanan dan culai pada KPPBC

3 |Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan himbingan
kepatuhan di bidang ke pabeanan dan cukai melalui media tatap muka
sebagai Client Coordinator MITA. / CM AEO

4 |Melaksanakan penyuluhan di bidang kepabeanan dan cukai sebagai’
[Anggota

KEPATUHAN [INTERNAL DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAT

Pelaksanaan kepatuhaninternal di bidang ke pabeanan dan cukai

1 [Melaknkan telaah atas kegiatan pencegahan di bidang Kepatithan
Internal Kepabeanan dan: Crikai

2 |Melaksanakan pengelolaan kinerja Kepabeanan dan Cukai !

a |Kategori 1sebagai Supervisor

I |Kategori Il sehagat Penanggung jawab

3 |Melaksanakan Pengawasan Kepatuhan dan Investigasi [nrernal
Kepabeanan dan Culkai:
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UNSUR YANG DINILAI

ANGKA KREDIT MENURDT

NO
UNSUR, 8UB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN INSTANS] PENGUSUL TIM PENILAI
LAMA | BARU | JJUMLAH | LAMA | BARU | JUMLAH
{ 2 3 i 5 o 7 8

a |Kategori Isebagai Ketua

b |Rategeri 11 sebagai Pengendall
4 |Melaksanakan Penjaminan Kualitas DJIBC sebagai Supervisor

VI |[PENGELOLAAN INFORMAST DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI

Pelaksanaan Pengelolaan Informasi di hidang kepabeanan dan culkai

1 [Melakulkan pengembangan sistem informasi layanan kepabeanan dan
cukai sebagai project manager

2 |Melakulkan pengelolasn :
Standarisasi data kepabeanan dan cnkar

., |Melakulcan verifikasi rancangan sistem informasi layanan kepabeanan
3 =
dan cukai

VII |PENGEMBANGA N PROFES]

A [Pembiratan karya tulis/lcaryaiilmiah ¢i bidang kepabganan dan cukai
L. |Membuat karya tulis /karva ilmial hasil penelitian/

pengkajian /surves/evaluasi di bidang ke pabeanan dan: cukai yang
dipublikasikau:

a. |Dalam bentuk bulku yang diterbitkan dandiedarkan secara
nasional
b. |Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang
bersangkntan
2, |Membuat karya tulis /karya ilmiah hasil penelitian/
pengkajian fsurvéi/ evalnaii di bidang Kepabeanan dan Cukai yang,
deak dipublikasikan, tetap: didokumentasikan di perpustakasn:

a. |Dalam berituk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara
nasional

b. | Dalam benfulk majalah ilmiah yang diakui noleh Kementerian yang
(bersanglartan

3. [Membuat karya tulis/lcarya ilmiah berupa tinjauan atan ulasanilmiah
hasil gagasan sendiri di hidang Kepabeanan dan Cukai yang
dipublikasikan;

Dalam bentuk buku yang diterbiikan dan diedarkan secara
" |nasional

Dalam benfuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang
" |bersangkutan

4. |Membuat makalali berupa nnjavan atau ulasan ilmiah hasil gagasan
sendiri dalam hidang Kepabeanan dan Cukai yang tidak
dipublikasikan tetapi didokiimentasikan di perpustakaan:

b

a, |Dalam bentuk buku
b. |Dalam majalah

5. |Membuat tnlisan ilmiah populer di bidang kepabeanan dan cukai yang,
disebarlnaskan melalui media massa yang meru pakan satu kesatuan

6. |Menyampaikan prasaran berupa tinjanan, gagasan, atau-ulasan ilmiah
dalam pertemuan ilmiah nasional (tidak harus memberikan
rekomendasi tetapi harus ada kesimpulan akhir)

B |Penerjemahan/penyaduran buku. karya ilmiah, peraturan dan bahan
ldinmya di bidang kepabeanan dan cikai

L. |Mene riemahkan /meayadny buku, karya ilmiah, dan bahan lainnya di
bidang lre pabeanan dan cukai yang dipulblikasikan

Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara
nasional

a,

b. |Dalam benmk majalah ilmiah ringkat nasional

2, | Menerjemalikan /menyadur huku , karya ilmialy, dan hahan lannya di
bidang kepabeanan dan cukai yang tidak dipublikasikan @

a, |Dalam bertik buku
b. |Dalam betitiik majalah yang diakui oleh Instansi yang beiwenang

3. |Menerjemahkan /menyadur peraturan di bidang kepabeanan dan culkal
yang diakui'oleh Direktorar Jenderal Bea dan Cukai

C |Penyusunan ketentudn pelaksanaan/ ketentuan teknis dibidang
Kepabeanan dan Cakai

L, [Menyusun ketentuan pelaksanaan di bidang kepabeanan dan cukai

2, |Menyusun ketentuan teknis di bidang kepabeanan dan cukai

JUMLAFH UNSUR UTAMA 1 SD VI

VI |PENUNJANG TUGAS PEMERIKSA BEA DAN CUKAI

A IPengaiar/ pelatih di bidang Kepabeanan dan Cukai
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UNSTIR YANG DINILAI

ANGEKA KREDIT MENURUT

NO
' UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI
LAMA | BARU | JUMIAH | LAMA | BARU | JUMLAH
I 2 3 4 3 [ v3 &

Mengajar/melatih yang berkditan dengan bidang Kepabeanan dan
Culeai

Peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang Kepabeanan dan Cukai

L,

Mengikuti kegiatan seminar/lokakarya /konferensi di hidang
Kepabeanan dan Cukai sebagait

a |Pemrasaran /penyaji/narasumber

b |Pembahas /moderator

¢ |Peserta

&

Mengikuti/berperan serta sebagai delegasi ilmiali sebagai:

a |Eetua

b |Anggota

Keanggotaan dalam Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Pemneriksa Bea
dan i

Cnka

Menjadi anggota organisasi profési-Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea
dan Culi ;

1, |sebagai Pengurus aktif

3, |sebagai Anggota aktif

Keanggotaan dalam Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea
dan i

Cnkar

Menjadi anggora Tim' Penilai Kinerja Jalyaran Fungsional Femeriksa
Beadan Cuakat

[Peralelian penghargaan/tanda jasa

Memperoleh Pénghargaan ftanda jasa Satyalancana Karyasatya

1. |30 (tiga puluh) tahun

2. |20 [dua polub) tahan

3, |10 [sepnlul) talinn

Perolehan gelar kesarjanaan lainnya

Memperoleh pendidikan yang tidak sesua dengan bidang tugasnya

1. [Sarjana (1)

2. |Magister (S2)

3. |Doktor (83)

JUMLAH UNSUR PENUNJANG
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Butir Kegiatan jenjang jabatan di'atas/dibawah *)

i 2

w
=S
T
(=]
=
e

JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG

*) Dicoret yang tidak perlu
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Il |LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :

L, ‘Surat pernyataan melakukan kegiatan .,....,

2. Sural perrivataan melakukan kegiatan ...

3. Surat pernyataan melakukan kegiatan ... ...

4. Suraf pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi
5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang

6

. dan seterusnya

NIP:

IV |Catatan Pejabat Pengusul :

4, danseterusnya

( jabatan )

(dama pejabat pengusul |

NIF,
V |Catatan Anggota Tim Penilai :
Lt
.- S—
;[
4. dan seterusnya
{ Nama. Penilai I |
NIP.
(Nania Penilai 11 )
NIF,

VI |Catatan Ketua Tim Penilai :

4. dan seterusnya

Ketua Tim Penilai,

(Nama )

NTP.
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ANAK LAMPIRAN 6¢

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWATAN NEGARA
NOMOR 16 TAHUN 2017
TENTANG PETUNIUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI

CONTGH

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT

JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CURAI

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAT MADYA /AHLT MADYA

Nomor!
INSTANST § 15t omen o crmee oot et 50 MASA PENIZAIAN |
Bulan ... ... 8/d Bulan..... ..., Tahun. .. ...

NO KETERANGAN PERORANGAN

1. | Nama

2, [N[P

3. | Nomor Seri Kartu Pegawai

4, | Tempat dan Tanggal Lahir

5. | Jems Kelamin

6. | Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya

7. | Jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai / TMT

8. | Masa Kerja golongan lama

9. | Masa Kerja golongan barn

10, | Unit Kerja

UNSUR YANG DINILAT
NO ANGKA KREDIT MENURUT
UNSUR; SUB UNSUR DANBUTIR KEGIATAN INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAT
LAMA | BARU | JUMLAH | LAMA | BARD | JUMLAH
d 2 3 4 S & 7 8

1 |PENDIDIKAN

A. |Pendidikan sekolah dan memperolel ijazah/gelat

Mengiknti Pendidikan sekolal dan memperoleh ijazah/gelar

1. [sarjana (s1)

2. |Magister {$2)

3. |Dokior (83)

B. |Pendidikan dan pelatihan fiingsional/teknis Jabatan Fungsional Pemreriksa

Bea dan Culkai serta memperoleh Surat Tanda Tamal Pendidikan dan
Pelatilian (STTEP) atau Sertifikat

Mengikuti pendidikan dan pelatihan. fuingsional/ teknis Jabatan
Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai dan mempersleh Surat Tanda
[ Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STIPP) atau Sertifikat

i

. [lamanya lebih daxi 960 jam:

. jlamanya antara 641 -960 jam

lamanys antara 481-640 jam
lamanya antara 161-480 jam
lamanya antara 81-160 jam

lamanya antara 31-80 jam

afofo|a|e]w

lamanya kurang dari 30 jam

C. |Pendidikan dan Pelatithan Pra Jabatan

Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan
Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat I

II |PEMERIKSAAN BEA DAN CUKAI

A |Analisis penerimaan, Pemberian dan BEvaluasi Perizinan, Sertifikasi AEO,
Pemutakiran Database Nilai Pabean. Fasilitas dan Kebijakan Kepabeanan
dan Cukai

L |Melaksanakan penyusunan rekomendasi dalam rangka -
a |Pemberian Fasilitas Kepaleanan terkait Fasilitas Pasal 25 UU
Kepabeanan di KPU, Kauwil dan Kantor Pusat

b |Pemberian Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas Pasal 26 UU
Kepabeanan di KPU, Kanwil dan Kantor Pusat

s}

Pemberian Tasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas Tempat
Pénimbunan Berikat di KPU. Kanwil dan Kantor Pusat

d |Pemberian Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas Migas dan Panas
Bumi di KPU. Kanwil dan Kantor Pusat
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UNSUR YANG DINILAI

NO ANGKA KREDIT MENURUT
UNSUR; SUB UNSUR DANBUTIR KEGIATAN [NSTANS] PENGUSUL TIM PENILAT
LAMA | BARU | JUMIAH | LAMA | BARU | JUMLAH
d 2 3 4 3 (2 tid 8

= |Pémberian Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas BMDTP di KPU.
Kanwil dan Kantor Pusat

I' |Pembekuan dan Pencaburan Fasilitas Kepabeanan rerkait Fasilitas
Tempat Penimbiinan Berikat di KPU, Kanwil dan Kantor Pusat

g |Pembekuan dan Pencabutan Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas
KITE di KPU, Kanwil dan Kantor Pusat

h |Pémberian. Pembelman dan/ Pencabutan Périzinan Kepabeanan
dan Cuokai bernpa NIPER di KPU, Kanwil dan Kantor Pusat

Penerbitan SPRJ

Penerbitan Fasilitas Pengembalian KITE

penelitian Laporan Periodik Cukai (LACK)

Pemusnahan Pita Cukai/Barang Kena Cakai

Penetapan Tarif Culay

|

i

k

| |pemberian fasilitas Cukai berupa Pémbebasan di Kanwil dan
m

i

o

pengembaiian Cukai/ Pita Culal

P |Pémberian Sertifikasi AEG

q |Pemberian perizinan Kepabeanan dan Cukai berupa NIK

t |Pemutakhiran DateBase Nilai Pabean

s |Pembekuian dan pencabutan Serfifikasit ABQ

t |penelitian Laporan Penerimaan Pajak Rokok

2 |Melaksanakan pembahasan dalam rangka perjanjian kerja sama
perdagangan dan kepabeanan cukai internasional sebagai Anggota

Pemeriksaan [dentifikasi dan Klasifikasi Barang Secara Laboratoris

i

Melaksanakan penyusunan program mutu |

a

leategori ['sebagai Ketua

b

kategori T sebagai Ketua

¢ |kategori Il sebagai Ketua

Melaksanakan ¢valuasi program mutu kategori | sebagai Ketua

Melaksanakan kegiatan penyiapan dokumen muby sebagai Ketua

B R0 o2

e laksanakan penyusiinan program penelitian barang di bidang
kepabeanan dan cukai

o

Melaksanakan evaluasi program penelitian barang di bidang
kepabeanan dan cukai

C |Penelitian Dokumen Kepabeanan dan Cukai

Melaksanakan-analisis dalam rangka petencanaan penelitian nlang
tingkat Tinggi

D: |Perencanaan; Pelaksanaan. dan Evaluasi Audit Kepabeanan dan Cukai

1

Mz laksanakan perencanaan dalam rangka audit kepabeanan dan
cukai Tingkat Tinggi

2

Melaksanakan audit kepabeanarn dan ¢ukal sebagat Pengawas Mutu
Audituntuk jenis *

a |Audit Umnm dengan 3 Program Andit atau lebih

Audit Umnm dengan 2 Program Andit

Audit Umnm dengan 1 Program audit

Audit Tovestigasi

h
c
d.
=

Audit Khusus dalam rangka Keberatan atas Penctapan Pejabat
Bea dan Cukai

T

Audit Khusus lamnnya

g

Audit yang dihentikan pekerjaan lapangannya ( Berita Acara

Penghentian Audit /BAPA)

Melaksanakan audit kepabeanan dan ¢ukai berskala nasional sebagai
Pengendali Teknis Andit

Melaksanakan evalusasi hasil audit Kepabeanan dan Cukai sebagai
eksaminator

Melaksanakan Quedify Assurarice proses perencanadn, pelaksanaan,
dan evaluasi audit Kepabeanan dan Cnkaiselyagai Anggota

E |Penelitian Keberatan, Proses Banding dan Penagihan Kepabeanan dan
Cuikai

1

Melaksanakan penyusunan rekomendasi atas hasil analisis dalam
rangla

a |penelitian dokamen keberatan

b |Evaluasi Keberatan

¢ |penyusunan Surat Uraian Banding dan Surat Tanggapan atas

d |penyusunan Memori PK dan Kontra Memors PK atas perkara

hulkum di bidang ke pabeanan dan cukai
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UNSUR; SUB UNSUR DANBUTIR KEGIATAN [NSTANS] PENGUSUL TIM PENILAT
LAMA | BARU | JUMIAH | LAMA | BARU | JUMLAH
2 3 4 3 (2 & 8

€ |penyusunan Surat Penjelasan Tertulis atas perkara hukum di
bidang kepabeanan dan cukat

Bvalyasi Putusan Pengadilan dan PK

g |Strategi Penanganan Perkara Hukum di Bidang Kepabeanan dan
Culkai

Ii |Mediast, Gugaran/Jawaban gugaran, replik/duplik, hukti,
kesimpulan atas perkara hukum di Bidang Kepabeanan dan Cuikan

1| |penyusunan Legal Opini atas perkara hnkum di Bidang
Kepabeanan dan Culai )

j |penyusunan Kajian Hukum perkara di Bidang Kepabeanan dan
Cukai

2 |Melaksanakan kegiatan sidang di pengadilan atas perkara hukiom di
Bidang Kepabeanan dan Cukai sebagai Koordinator

F |Analisis dalam rangka perumusan dan evaluasi Kebijakan Kepabeanan dan
Cokai serta melakukan pengajian kompetensi pejabat Fungsional
PemeriksaBea dan Cukai

1 |Meclaksanakan penyusunan Naskah Akademis dalam rangka
perumusan atau perubahan kebijakan kepabeanan dan cukai ;

& |dalam Bentuk Tim sebagai Anggota

b [Secara mandiri

2 |Melaksanakan pengrjian kompstensi Jabatan Fungsional Pemeriksa
Bea dan Cukai sebagai assessor nntuk:

Jabatan Fungsional Pemneriksa Bea dan Cukai kategoti
keterampilan, Ahli Pertama, Ahli Moda atan jabatan yang

PENCEGAHAN DAN PENYIDIKAN DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAT

A |Pengolahan Informasi Kepabe anan dan Cukai

L |Melsksanakan penyusinan rekomendasi (ema targetting analisis
kepabeanan ¢dan cukai
2 |Melaksanakan pengolahan informasi kepabeanan dan cokai pada
tingkat Nasional

B |Pelaksanaan Penyidikan
1 |Melaksanakan penelitian tindak pidana kepabeanan dan cukai pada
tingkat Nasional

2 |Mglaksanakan penyidikan rindak pidana kepabeanan dan cukai
sampat dengan penyerahan herkas perkara ke Kejaksaan (P- 18) atau
penghentian penyidikan {SP-3) tingkal Nasional

3 |Melaksanakan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cokai
seielalt penyerahan berkas perkara ke Kejaksaan (P-18) sampai
dengan berkas dinyatakan lengkap (P-21) atau penghentian penyidikan
(SP-3) tingkat Nasional

4 |Melaksanakan sidang sebagai Saksi Ahli atas permasalahan di bidang
kepabeanan dan Cukai

5 |Melaksanakan Gelar Perkara atas dugaan tindak pidana kepabeanan
dan cukai sebagai penyirlile

PELAYANAN INFORMAS] DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKA]

Pelaksanaan pelayanan informasi di bidang kepabeanan dan cukai

1 |Melaksanakan penyusunan rekomendasi dalam ranglea evaluasi
kegiatan layanan informasi dan bimbingan keparohan di bidang
kepabeanan dan cukai pada KPU, Kanwil, dan Kantor Pusat DAIBC

2 |Melaksanakan penyuluhan di bidang kepabeanan dan cukai sebagai
Ketua

KEPATUHAN INTERNAL DI BIDANG KEPAPEANAN DAN CUKAT

Pelaksanaan kepafithan internal di bidang kepabeanan dan cukai

1 [Mezlakukan penyusunan rekomencdasi kebijakan atas lkegiatan
pencegahan di hidang Kepatuhan ltiternal Kepabe anan dan 'Cukai

Melaksanakan pengelolaan kinerja Kepabeanan dan Cukai Kategoril
sehagai Penanggung jawab,

Melaksanakan Pengawasan Kepatuhan dan Investigasi internal
Kepabeanan dan Cukai Kategori 1 sebagai Pengendali

4 |Melaksanakan Penjaminan Kualitas DJIBC sebagai Penanggung jawab

PENGELOLAAN INFORMASI] Tl BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI

IPdansa,uaa.u Pengelolaan Informasi di bidang kepabe anan dan cnlkai
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TUNSUR YANG DINILAT

NO

ANGEA KREDIT MENURUT

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN

INSTANSI PENGUSUL

I PENILAT

LAMA

BARU | JUMLAH | LAMA

BARU | JUMLAH

2

Fl

5

5

7

8

Penyusunan rekomendasi pengelolaan sistem miormasi layanan
kepabeanan dan cukai

VII |[FENGEMBANGAN PROFESI

Pembuatan karya wlis/karya ilmiah i’ bidang kepabeanan dan cokai

1. |Membuat karya tulis /karya ilmiah hasil penelitian/
pengkajian/survei/evaluasi di bidang kepabeanan dan cukai yang
dipublikasikan:

a. |Dalam bentulk buku yang diferbitkan dan diedarkan secara
nasional

b, |Dalam bentulk majalah ilmigh yang diakui oleh Kementerian yang
bersangkutan

2. |Membuat karya tulis /karya ilmiah hasil penelitian/
pengkajian/survei/ evaluasi di bidang Kepabeanan dan Cukai yang
ticlak dipublikasikan, fetapi didokumentasikan di perpustakaan:

a, |Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara
nasional

b: |Dalam bentnk majalah ilmiah yang diaknioleh Kementerian yang
bersangkuran

3, |Membuat karya tulis /karya ilmiah berupa rinjauan arau ulasan ilmish
hasil gagasan sendiri di bidang Kepabeanan dan Cukai yang
dipublikasikan:

Dalam bentuk bliku yang diterbitkan dan diedarkan secara
nasional

b Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang
" [bersangkutan

4. |Membuat makalah berupa Hnjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan
sendiri dalam bidang Kepabeanan dan Cukai yang tidak
dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan

a, |Dalam bentul buku

b |Palam majalah

5. |Membuat tulisan ilmiah populer di-bidang kepabeanan dan cukai yang
disebarhiaskan melatui media massa yang merupakan sato kesatnan

6. |Menyam paikan prasaran berupa Hinjauan, gagasan, atau ulasan ilmiah
dalam pertemuan ilmiahy nasional (tdak harus memberikan
rekomendasi tetapi harus ada kesimpulan akhir)

B |Penerjemahan/penyaduran buku, karya ilmiah, peraturan dan bahan

lainnya di bidang kepabeanan dan cokat

1. |Menerjemahkan/menyadur baku. karya ilmiah. dan bahan lainnya di
hidang kepabeanan dan aikai yang dipublikasikan

Dalam bentuk blku yang diterbitkan dan diedarkan secara

av | Gasional

b: |Dalam bentul majalah ilmigh tingkat nasional

2. |Menerjemahkan /menyadur huku , karya ilmiah, dan bahan lainnya di
bidang kepabeanan dan enkai yang tidak dipublikasikan :

a; |Dalam bentuk biku

b: |Palam bentuk majalah yang diakut oleh Instansiyang herwenang

3. |Menerjemahkan fmernyadur perataran di bidang kepabeanan dan cukai
yang diaknisleh Diveltorat Jenderal Bea dan Culeai

(o]

Penyusunan ketentuan pelaksanaafn/ ketentuan ieknis d bidang
Kepabeanan dan Culkal

1, |Menyusun ketenruan pelaksanaan di bidang kepabeanan dan cukai

2. |Menyusun ketentuan teknis dibidang kepabeanan dan cukai

JUMLAH UNSUR UTAMA J 8D VIl

Vi

FENUNJANG TUGAS PEMERIKSA BEA DAN CUKAI

A |Pengajar/pelatih di bidang Kepabeanan dan Cukai

Mengajar/melatih yang berkaitan dengan bidang Kepabeanan dan
Cukai

B |Peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang Kepabeanan dan Cukai

L. |Mengiknti kegiatan seminar/lokakarya/konferensi di hidang
Kepabeanan dan Cukal sehagan:

a |Pemrasaran /penyajifnarasimber

Iy |Pembahas /moderatwor

Peserta
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NO ANGEA KREDIT MENURUT
UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAIL
LAMA | BARU | JUMLAH | LAMA | BARU | JUMLAH
1 2 3 4 5 5 7 8
2. |Mengiknti/berperan serta sebagai delegasi ilmiah selyagal:
a |Ketna
I |Anggota
Keanpgptaan dalam Organisasi ProfesiJabatan Fungsional Pemeriksa Bea
dan Cukai
Wenjadi anggota crganisasi profesi Jabatan Fimgsional Pemeriksa Bea
dan Cukai ¢
1. |sebagai Pengurus aktif

2

sebagai Anggota’ aktif

Keanggotaan dalam Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea
dan Cukai

Menjadi anggota Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Pemetiksa
Bea dan Cukai

! |Perolehan penghargaan/tandajasa

Memperoleh Penghargaan/tanda jasa Satyalancana Karyasatya

ET

30/(tiga pulah) tahiin

2

20 (dua puluh) tahun

3.

10/(sepuluh) tahun

Perolehan gelar kesarjansaan lainnya

Memperoleh pendidikan yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya

1.

[Sarjana (51)

2

Magister ($2)

3.

Doktor (S3)

JUMLAT UNSUR PENUNJANG
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Butir Kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah *}

1

2

T

~

JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG

¥ Dicoret yang tidak perlu
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LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :

1. Surat pernyataan melakukan kegiatan ......

2. Surat pernyataan melakukan kegiatan ...

3. Burat pernyataan melakukan kegiatan .......

4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi
5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang

6, dan seterusnya

NTIP:

Catatan Pejabat Pengusul ;

4. danseterusnya

{nama. pejabat pefigusul )

{ jabatan )

NIP,
Catatan Anggota Tim Penilai :
Lo
' R—
3.
4. dan seterusiiva
| Neuna Penilai [ |
NIP,
(Nama Penilai 11 )
NIP,

Catatan Ketua Tim Penilai :

4, dan setérusiiya

Ketna Tim Penilai,

(Nama )

NIP:
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ANAK LAMPIRAN 6D
PERATURAN KEPALA BADAN EEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 16 TAHUN 2017
TENTANG PETUNIUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN I'UNGSIONAL PEMERIKSA HEA DAN CUKA]
CONTOH
DAFTAR USUL: PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN F'UNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAT UTAMA /AHL] UTAMA.

Nomor:
Bulan ... S/4 Bulai,, e, TahUn e o,

NGO KETERANGAN PERORANGAN
1. | Nama
2. |NLP
3. | Nomor Seri Kartu Pegawai '
4, | Tempat dan Tanggal Lahit H
5. | Jenis Kelamin P
6. | Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya !
7. | Jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai / TMT !
8. | Masa Kerja golongan lama !
9. | Masa Kerja golongan baru

10: | Unit Kerja

UNSUR YANG DINILAI

ANGKA KREDIT MENURUT

NGO
UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN. INSTANS] PENGUSUL TIM PENILAIT
LAMA | BARU | JUMLAH | LAMA | BARU | JUMLAH
A 2 3 4 3 & d &

1 |PENDIDIKAN

A. |Pendidikan sekolah dan memperoleh azah fgelar

Mengikuti Pendidikan sekolal dan memperoleh ijazal/gelar

1. |Sarjana (S1)

2. |Magister (S2)

3, | Doktor ($3)

B. |Pendidikan dan pelatihan fungsional/ teknis Jabatan Fungsional Pemeriksa
[Bza dan 'Cukal serta mempersleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan
Pelatihan (STTPF) atau Sertifikat

Mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Jabatan
Fungsional Pemeriksa Bea dan Culkai dan memperaleh Surat Tanda:
Tamat Pernididikkan dan Pelatihan (STTPP) atan Sertifikat

lamatiya lebih dari 960 jam

lamanya antara 641-960 jam

lamanya antara 481-640 jam

lamany4 antara 161-480 jam

lamanya antara 81-160 jam

lamanya antara 31-80 jam

) ol Bl el ) S i

lamanya lurang dar 30 jam

f

Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan

Mengilari pendidikan dan pelatihan prajabatan

]PP__ﬂd.i.d.il(B.ﬂ dan pelatihan Prajabatan tingkat (11

II |PEMERIKSAAN BEA DAN CUKAI

A |Analisis penerimaan. Pemberian dan Bvaluasi Perizinan. Sertifikasi AEO.
[Pemutakiran Daabase Nilai Pabean, Fasilitas dan Kebijalan Kepabeanan
dan Cukai

Melaksanakan pembahasan dalam rangka perjanjian kerja sama
petdagangan dan kepabeanan cukai internasional sebagai Ketua

B |Perencanaan. Pelaksanaan. dan Bvaluasi Audit Kepabeanan dan Cukai

Melaksanakan andit kepabeanan: dan cukai berskala nasional sebagai
Pengawas Mu i Audit

2 |Melaksanakan Qudlity Assurdarnice proses perencanaan, pelaksanaan,
dan evaluasi audit Kepabeanan dan Cukai sebagai Ketua
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UNSUR YANG DINILAI

ANGEKA KREDIT MENURUT

NO
UONSUR: SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN INSTANS] PENGUSUL TIM PENILAI
LAMA | BARU | JUMLAH | LAMA | BARU | JUMLAR
J 2 3 '] 5 [ 7 g

C |Analisis <alam rangka perumusan dan evaliasi Kebijakan Kepabeanan dan
Culkai serta melakukan pengujian kompetensi pejabat Fungsional
Pemeriksa Bea dan Cukai

1 |Melaksanakan penyusunan Naskah Akademis dalam ranglka
perumusan atau perubaban kebijakan kepabeanan dan cukai dalam
Bentuk Tim sebagat Ketua

2 |Melaksanakan penyusunan rekomendasi dalam rangka pernmuosan
atau perubahan kebijakan kepabeanan dan cukaidalam bentuk
Naskah Akademis

@

Melaksanakan pengujian kompetensi Jabatan Fungsional Pemeriksa
Bea dan Cukai sebagai aissessor antuk:

\Tabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai kategori
keterampilan, kategori keahlian atan jabatan yang setingkat

I [PENCEGAHAN DAN FPENYIDIKAN DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAL

Pelaksanaan Penyidikan

1 |Melaksanakan sidang sebagal Saksi Ahli atas permasalahan di bidang
kepabeanan dan Cukai

2 |Melaksanakan Gelar Perkara atas dugaan tindak pidana kepabeanan
dan cukai‘sebagai penyidik

IV |PENGEMBANGAN PROFES]

A |Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di'bidang kepabeanan damn cakai
L. |[Membuat karya talis /karya ilmiah liasil penelitian/
pengkajian fsurvei/evaluasi di bidang ke pabeanan dan cukai yang
dipublikasikan:

4, |Dalam bentuk buku vang diterbitkan dan die darkan secara
nasional
b, |Dalam benfuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang
bersanghkutan
2, |Membuat karya tulis/karyailmiah hasil penelitian/
pengkanan/survel/ evalnast di bidang Iepabeanan dan Cukat yang
tidak dipublikasikan, tetapi didckumentasikan di perpustakaan:

a. |Dalam bentulk brku yang diterbitkan dan diedarkan secara
nasional

b. |Dalam berituk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang
|bersanglkiitan

3. |Membuat karya tulis /karya ilmiah bertipa tinjatan atau ulasan ilmiah
hasil gagasan sendiri di hideng Kepalbeanan dan Cukai yang
dipublikasikan:

Dalamr bentuk bula yang diterbitkan dan diedarkan secara
" |hasional

Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleb Kementerian yang
bersangkutan

4. |Membuat makalah berupa tinjanan atan ulasan ilmiah hasil gagasan
sendiri dalam hidang Kepabeanan dan Culkai yang tidak
dipublikasikan tetapi didekunmentasikan di perpustakaan:

b.

a. |Dalam bentuk buku

b. |Dalam majalah

. [Membuar milisan {lmiah populer di bidang kepabeanan dan cokar yang
disebarluaskan melalui media massa vang mern pakan satu kesatuan

ol

6. |Menyam paikan prasaran berupa tinjanan. gagasan. atau ulasan ilmiah
dalam pertemuan ilmidh nasional (fidek hams memberikan
rekomendasi tetapi harus ada kesimpulan akhir)

B |Penerjeméahan/penyaduran bukua. karya ilmiah. peraturan dan bahan
lamnya di bidang kepabeanan dan cukai

L, |Menerjfemahkan/menyardur huku, karya ilmial, dan bahan lainnya di
bidang kepabeanan dan sukai yang dipublikasikan

Dalam benfuk bulu yang diterbitkan dan diedarkan secara
2 lnasional
b. |Dalam bentik majalah ilmiah tingkat nastonal

2. |Menegjemahkan/menyadur buku . katya ilmigh, dan bahdn ldinnya di
bidang ke pabeanan dan cukai yang tidak dipublikasikan

a, |Dalam benfulk bhula

b, |Palam bentuk majalah yang diakmioleh Instansi yang berwenang

3. |Menerjemahkan /meyadur peraturan diibidang kepabeanan dan’cuka
yang diakui oleh Ditektorat Jenderal Bea dan Cukai
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NO

UNSUR YANG DINILAI

UNSUR. SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT MENURUT

INSTANS] PENGUSUL

TINI PENILAI

LAMA

BARIT | JUMTAH | LAMA

BARU

JUMLAH

q

3

4

5 6

v

&

¢ |Penyusunan ketentuan pelaksanaan/ ketentuan teknis dibidang
Kepabeanan dan Cukai

L, |Menyusun ketentuan pelaksanaan di bidang kepabeanan dan cukai

2. |Menyusun ketentuan teknis di bidang kepabeanan dan culai

JUMLAH UNSUR UTAMA [ SD 1V

FENUNJANG TUGAS PEMERIKSA BEA DAN CUKAT

A |Pengajar/pelatih di bidang Kepabeanan dan Cukai

Mengajar/melatih yang berkaitan dengan bidang Kepabeanan dan.
Cukay

B |Peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang Kepabeanan dan Cukai

L, | Mengikuti kegiatan seminar/lokakarya/kanferensy di bidang
Kepabeanan dan Cukai sebagai:

a |Pemrasaran /penyaji/narasumber

b |Pembalias /mioderator

¢ |Peseria

2, |Mengikmnti /berperan serta sebagai delegasi ilmiah sebagai:

a |Ketua

I |Angpota

C |Keangpotaan dalam Orgamisasi Profesi Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea
dan Cukai

Menjadi anggota organisasi profesi.Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea
dan Cukai :

1. |sebagal Penguris aktit

2. |sebagai Anggota aktif

D |Keanggotaan dalam Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Pémeriksa Bea
dan Cokai

Menjadi anggota Tim Pénilai Kinerja Jabatan Fungsional Pemeriksa
Bea dan Cukai

B |Perolehan penghargaan/tanda jesa

Memperoleh Penghargaan /tanda jasa Satyalancana Karyasatya

1, |30 (tiga puluh) tahun

20 (dua puluh) tahun

2
3. |10 (sepuluh) tahun

F |Perolehan gelar kesarjanaan lamnya

Memperoleh pendidikan yang tidak sesual dengan bidang tugasnya

1. |Sarjana (81)

2. |Magister (S2)

3. [Doktor (S3)

JUMLAH UNSUR PENUNJANG
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Butir Kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah *)

i 2 3 4 <] [5]

=]
o]

JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG

*) Dicoret yang tidak perln
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VI |LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :

s g

gl B

Surat pernyataan melakukan kegiatan
Surat pernyataan melakukan kegiatan ..
Surat pernyataan melakukan kegiatan
Smrai pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi
Sural pernyataan melakukan kegiatan penunjang

. dan seternstya

NTP.

VII |Catatan Pejabat Pengusul :

4, dan seterusmya

(jabatan )

(nama pejabat pengusul )

NIF,

Catatan Anggota Tim Penilai :

4. dan seterustiya

( Nama Penilai I )

NIP,

(Nama Penilai 11 )

IX [Catatan Ketua Tim Penilai:

4. dan setetustiya

Ketna Tim Penilai,

{(Nama )

NIP:




